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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan
pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah
dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan
nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah
Daerah dan Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, prograin,
kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Bupati adalah Bupati Bantul.

7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan
pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau
urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3
(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB1 :PENDAHULUAN
BAB I :GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB 11l :TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV :PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BABV :PENUTUP
(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

; Dlte,tapkan di Bantul

Diundangkan di Bantul
pada tangga} 9 glﬂ{"‘-‘*‘"’“" 2025

\
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan
mengalokasikan sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, Lkesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana
pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat
Daerah terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah.

Kabupaten Bantul memulai babak baru penyusunan pembangunan
daerah dengan dilaksanakannya pelantikan H. Abdul Halim Muslih sebagai
Bupati Bantul dan H. Aris Suharyanta sebagai Wakil Bupati Bantul periode
tahun 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025. Momentum ini menjadi
awal bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bantul Tahun
2025-2029, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah
disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan;
b. Penyusunan Rancangan Awal;
c. Penyusunan Rancangan;

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;



e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
f. Penetapan.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ini, maka dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 -2029.
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menerapkan pendekatan holistik
tematik yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan
unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi,
tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu
dengan lainnya.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka
menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2029.
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu
pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah
dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Bantul Tahun 2025-2029, dan Renstra
Sekretariat Daerah DIY Tahun 2022-2027.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 digunakan
sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Selanjutnya, Rencana Kerja
PD ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk satu tahun mendatang.



1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-

2029 adalah sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 122 tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 308. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7059);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)

. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024
tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun



2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 5);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 180);

1.3. Maksud dan Tujuan
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-

2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat

program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran

Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun

berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah
kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima)
tahun kedepan.

b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai
selama periode Renstra Perangkat Daerah.

c. Merumuskan permasalahan dan isu - isu strategis pembangunan
Kabupaten Bantul yang menjadi pertimbangan penentuan tujuan dan
sasaran pembangunan; dan

d. Sebagai salah satu instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah

daerah.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah

Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

GAMBARAN  PELAYANAN, PERMASALAHAN  DAN
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

PENUTUP

ISU



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Strurktur Perangkat Daerah

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
dalam  penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya,
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
Perangkat Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya;

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah, dipimpin oleh
seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
3 (tiga) orang Asisten yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu  Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan
hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan:
1) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan Daerah. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah. pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta



pembinaan administratif bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama.

administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

Bagian Tata Pemerintahan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a)
b)

g)

h)

penyusunan rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan;

pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang
administrasi kewilayahan, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan
bangsa dan politik, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan
masyarakat dan penanggulangan bencana, pertanahan, tata ruang,
pengawasan, pelayanan DPRD dan  penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah serta kerjasama;

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang administrasi kewilayahan, kependudukan
dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman,
ketertiban umum. perlindungan masyarakat dan penanggulangan
bencana, pertanahan, tata ruang, pengawasan, pelayanan DPRD dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta kerjasama;
pembinaan administrasi di bidang administrasi kewilayahan,
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik,
ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan
penanggulangan bencana, pertanahan, tata ruang, pengawasan,
pelayanan DPRD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
serta kerjasama;

penyiapan koordinasi pemerintahan umum tingkat propinsi dan pusat;
penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi forum dan
asosiasi kerja sama pada Pemerintah Daerah;

pelaksanaan pengolahan data kerja sama dan pembinaan serta
pengawasan kerja sama daerah dalam negeri yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah;

penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelimpahan sebagian
kewenangan Bupati kepada Panewu;

pelaksanaan, penelitian dan penyelesaian permasalahan tanda batas
wilayah Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan;

penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

toponimi dan pemetaan wilayah;



pelaksanaan, penelitian dan permasalahan toponimi;

penyiapan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
pengoordinasian, fasilitasi, dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Norma Standar Prosedur
dan Kriteria (NSPK) urusan Pemerintahan Daerah;

pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan,
dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;

pelaksanaan fasilitasi pengusulan izin dan cuti Bupati dan/atau Wakil
Bupati untuk alasan kepentingan pencalonan Bupati, Wakil Bupati atau
anggota legislatif;

penyusunan bahan Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati;

pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan
Pemilihan Umum;

pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemrosesan administrasi
pengusulan, Pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu
DPRD;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di administrasi
kewilayahan, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan
politik, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan
penanggulangan bencana, pertanahan, tata ruang, pengawasan,
pelayanan DPRD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
serta kerjasama;

penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan,
perpustakaan, dan budaya pemerintahan, serta pelaksanaan tindak
lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Tata Pemerintahan;
pelaksanaan penatausahaan Bagian Tata Pemerintahan;

pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan;
pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan

penyusunan laporan;
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z) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah. Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental

spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;

b) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang bina
mental spiritual, social, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan
olahraga, kebudayaan, dan pariwisata;

c) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, social, tenaga kerja,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak. pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pendidikan,
kepemudaan dan olahraga, Kebudayaan, dan pariwisata;

d) pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, social, tenaga
kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, dan pariwisata;

e) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji;

f) penyiapan bahan kebijakan sarana peribadatan dan sarana pendidikan
keagamaan;

g) penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama,
dan pendidikan keagamaan;

h) penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;

i) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan

Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
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j) penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari
besar keagamaan;

k) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang lembaga
dan kerukunan keagamaan;

]) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina
mental spiritual, social, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan
olahraga, kebudayaan, dan pariwisata;

m) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan,
perpustakaan dan budaya pemerintahan dan pelaksanaan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

n) pelaksanaan penatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

o) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

p) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan
penyusunan laporan kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

3) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah. Pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan

informasi hukum.

Bagian Hukum dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Bagian Hukum;

b) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta

dokumentasi dan informasi hukum;
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g)

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan
hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum;
pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;
penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan
Daerah;

penyiapan bahan analisa dan kajian serta pembinaan penyusunan
produk hukum Daerah;

penyiapan bahan pembatalan produk hukum Kalurahan berdasarkan
rekomendasi Panewu;

penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk
hukum Daerah;

pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum yang menyangkut
bidang tugas Pemerintah Daerah;

pemberian bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah atas masalah
yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mewakili Pemerintah Daerah
termasuk Pemerintah Kalurahan dalam penyelesaian perkara, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang dalam pelaksanaannya dengan
menggunakan surat kuasa dan/atau surat perintah, serta pemberian
bantuan hukum kepada masyarakat miskin;

pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum
dan profesi hukum dalam rangka penyelesaian perkara, baik di dalam
maupun di luar pengadilan;

pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan hukum bagi
aparat pemerintah dan masyarakat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan
perkara hukum;

penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);
pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data sebagai
bahan penyusunan laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM);

pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak

Asasi Manusia (HAM);
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t)

pengelolaan sistem informasi dan pendokumentasian produk hukum
daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan
Bupati dan produk hukum daerah lainnya;
pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan
administrasi informasi produk hukum;

penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan dan produk
hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Keputusan Bupati dan produk hukum daerah lainnya;
pengundangan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
penyimpanan dan pemeliharaan serta penggandaan dan penyebarluasan
produk hukum daerah yang terdiri atas Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum daerah lainnya penyiapan
bahan dan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, serta desiminasi produk
hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia
serta dokumentasi dan informasi hukum;
penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan,
perpustakaan dan budaya pemerintahan serta pelaksanaan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Hukum;
pelaksanaan penatausahaan Bagian Hukum;
pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Hukum;
pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan

penyusunan laporan kinerja Bagian Hukum;

aa) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

2.

tugasnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian,

pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, administrasi

pembangunan, sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa.
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Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi dengan:
1) Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. pemantauan dan
evaluasi pelaksaaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang
perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam dalam
menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Bagian Perekonomian, Pembangunan dan
Sumber Daya Alam;

b) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian,
administrasi pembangunan dan sumber daya alam;

c) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanan tugas
perangkat daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan
Umum Daerah, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah,
perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perizinan terpadu
satu pintu, bidang penyusunan program dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan daerah, pekerjaan umum, perumahan, kawasan
permukiman, perhubungan, sumber daya alam, lingkungan hidup,
ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, dan keuangan
inklusif, bidang pengendalian inflasi daerah, bidang pengendalian dan
evaluasi serta pelaporan kebijakan pembangunan;

d) penyiapan bahan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, koperasi,
usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan,
penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, bidang penyusunan
program dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, pekerjaan
umum, perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya
alam, lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertanian, kelautan,
perikanan, pariwisata, dan bidang keuangan inklusif, bidang
pengendalian inflasi daerah, bidang pengendalian dan evaluasi serta

pelaporan kebijakan pembangunan;
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g)

h)

pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan serta pengendalian
perekonomian;

pelaksanaan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

penyiapan bahan, penyusunan data, analisa dan fasilitasi
pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian
perekonomian;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerah;

pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan
kebijakan program prioritas pembangunan;

penyiapan bahan penyusunan rencana monitoring dan pelaporan
program pembangunan daerah;

penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi
manajemen yang mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang
perekonomian. administrasi pembangunan dan sumber daya alam;
pelaksanaan sosialisasi di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan dan sumber daya alam;

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, usaha
mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman
modal dan perizinan terpadu satu pintu, bidang penyusunan program
dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum,
perumahan, kawasan permukiman, perhubungan, sumber daya alam,
lingkungan hidup, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan,
dan bidang keuangan inklusif, bidang pengendalian inflasi daerah,
bidang pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kebijakan
pembangunan;

penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan,
perpustakaan, budaya pemerintahan serta pelaksanaan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Perekonomian, Pembangunan

dan Sumber Daya Alam;
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q)

2)

pelaksanaan penatausahaan Bagian Perekonomian, Pembangunan dan
Sumber Daya Alam;

pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Perekonomian,
Pembangunan dan Sumber Daya Alam;

pengoordinasian pelaksanaan pemantauan. Pengendalian, evaluasi dan
penyusunan laporan kinerja Bagian Perekonomian, Pembangunan dan
Sumber Daya Alam; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan

Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang

dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik,

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam menjalankan tugas

mempunyai fungsi:

a)

b)

d)

penyusunan rencana kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
pengoordinasian pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan Daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah pada bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

penyiapan bahan pembinaan administrasi Perangkat Daerah pada bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa;

pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
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j)

t)

penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan
barang/jasa;

pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa;

penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen
pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah dan infrastrukturnya;

pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara
elektronik;

fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem
informasi pengadaan barang dan jasa;

pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara
elektronik;

fasilitasi implementasi standardisasi layanan pengadaan secara
elektronik;

pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
pemerintah;

pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa
pemerintah;

pengelolaan sumberdaya keahlian pengadaan barang/jasa;

pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa (UKPBJ);

pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku
kepentingan;

pelaksanaan analisis beban kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ);

pelaksanaan pembinaan personil dan pengembangan sistem insentif
personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis. pendampingan.
dan/atau konsultasi serta advokasi proses pengadaan barang/jasa
pemerintah dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan

barang/jasa pemerintah;
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w) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah pada bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

xX) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan,
perpustakaan, budaya pemerintahan dan pelaksanaan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

y) pelaksanaan penatausahaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

z) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa;

aa) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan
penyusunan laporan kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

bb) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,

pemantauan dan evaluasi di bidang adminitrasi umum, Asisten Administrasi

Umum berkoordinasi dengan:

1) Bagian Umum dan Protokol

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah. pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan

Daerah serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protocol,

komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Umum dan Protokol dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Bagian Umum dan Protokol;

b) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata usaha.
protokol. komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan;

c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang tata usaha, protokol

komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan;
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1)

penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah pada bidang tata wusaha, protocol, komunikasi
pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan;
penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah bidang tata usaha, protocol, komunikasi pimpinan, rumah tangga
dan perlengkapan;
penyiapan bahan pembinaan administrasi Perangkat Daerah bidang tata
usaha, protocol, komunikasi pimpinan, rumah tangga dan perlengkapan;
pengoordinasian pelaksanaan tata usaha persuratan Sekretariat Daerah;
pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah di lingkup sekretariat;
penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan
perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan
Protokol;
pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
Bagian Umum dan Protokol;
pelaksanaan penatausahaan Bagian Umum dan Protokol;
pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Umum dan Protokol;
pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan
penyusunan laporan kinerja Bagian Umum dan Protokol; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Umum dan Protokol ini terdiri atas:
Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;

Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli mempunyai tugas yaitu

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,

fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan tata usaha umum

dan persuratan dan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah,

Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli. Sedangkan fungsi dari Subbagian

Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli adalah sebagai berikut:

a.

penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf

Ahli;
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penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan tata usaha
umum, persuratan, kearsipan, perpustakaan dan administrasi Bupati,
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan tata usaha umum, persuratan dan administrasi Bupati,
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;
pelaksanaan koordinasi dan sinkronsiasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang tata usaha umum, kearsipan, perpustakaan dan persuratan;
penyiapan bahan pembinaan administrasi di bidang bidang tata usaha
umum, kearsipan, perpustakaan dan persuratan;

pelaksanaan tata usaha umum dan persuratan Sekretariat Daerah;
pelaksanaan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah,
Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli;

pendampingan dan pelayanan administrasi dan kegiatan Bupati, Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati;

pelaksanaan administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wakil
Bupati;

penyiapan dan fasilitasi materi rapat Bupati dan Wakil Bupati;
pelaksanaan notulensi rapat yang dipimpin Bupati, Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati;

penyiapan bahan pemberian ucapan selamat dan duka cita Bupati

kepada pihak-pihak yang dipandang perlu;

m. pelaksanaan penatausahaan Bagian Umum dan Protokol;

fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, hokum, organisasi ketatalaksanaan, kearsipan,
perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan
Protokol;

fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada
Bagian Umum dan Protokol;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan

Protokol sesuai dengan bidang tugasnya
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2) Subbagian Protokol,;

Subbagian Protokol mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi
serta pembinaan administrasi bidang penyelenggaraan keprotokolan dan
komunikasi pimpinan.

Sedangkan tugas Subbagian Protokol adalah sebagai berikut;

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Protokol;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah bidang keprotokolan.
komunikasi pimpinan dan fasilitasi tamu Pemerintah Daerah;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang keprotokolan, komunikasi dan fasilitasi tamu
Pemerintah Daerah;

d. penyiapan bahan pembinaan adminsitrasi di bidang penyelenggaraan
keprotokolan, komunikasi pimpinan dan fasilitasi tamu Pemerintah
Daerah;

e. pelaksanaan keprotokoleran, komunikasi pimpinan dan fasilitasi tamu di
lingkungan Pemerintah Daerah;

f. fasilitasi penyampaian informasi jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;

g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

h. penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;

i. pelaksanaan dokumentasi khusus kegiatan Bupati;

j. penyiapan bahan untuk penyelenggaraan juru bicara Bupati;

k. penyiapan bahan sambutan, pidato, jumpa pers, temu wicara Bupati;

l. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan upacara hari Jadi Kabupaten dan
Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;

m. pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan informasi yang bersifat
penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;

n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Protokol; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan

Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
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3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kerumahtanggaan dan
perlengkapan.

Sedangkan ketugasan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
adalah sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait urusan rumah
tangga Bupati, Wakil Bupati, pengamanan, pemeliharaan sarana dan
prasarana serta kebersihan di lingkup Sekretariat Daerah;

c. perencanaan pengadaan, dan pengelolaan kebutuhan prasarana dan
sarana Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah, dan Staf Ahli;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;

e. pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;

f. penyediaan akomodasi serta jamuan makanan dan minuman kegiatan
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan
Staf Ahli;

g. penyediaan akomodasi serta jamuan makanan dan minuman untuk
kegiatan Pemerintah Daerah;

h. penyediaan akomodasi serta jamuan makanan dan minuman untuk
kegiatan penerimaan tamu Bupati dan Wakil Bupati serta Pemerintah
Daerah;

i. pengelolaan rumah dinas serta prasarana dan sarana pendukung rumah
dinas Bupati dan Wakil Bupati;

j- perencanaan, pengadaan dan pengelolaan kebutuhan prasarana dan
sarana di lingkungan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah yang
menjadi kewenangan Bagian Umum;

k. perencanaan, pengelolaan dan penggunaan kendaraan dinas Bupati.
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris daerah dan Staf Ahli
serta Sekretariat Daerah dan kendaraan dinas operasional dan sewa

kendaraan;
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2)

pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli serta
Sekretariat Daerah dan kendaraan dinas operasional dan sewa
kendaraan;

pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan taman luar gedung di
lingkungan kompleks perkantoran Pemerintah Daerah yang menjadi
kewenangan Bagian Umum dan Protokol,;

pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan gedung dan rumah dinas
yang menjadi kewenangan Bagian Umum dan Protokol,;

fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pendukung acara kegiatan
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan
Staf Ahli;

pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran serta
barang milik daerah Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangan
Bagian umum dan Protokol;

penyiapan bahan pemantuan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan
Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah. pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana

serta kinerja dan reformasi birokrasi.

a)

b)

Bagian Organisasi dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
penyusunan rencana kerja Bagian Organisasi;
pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi;
pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata

laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
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g)

q)

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana,
dan serta kinerja reformasi birokrasi;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana,
dan serta kinerja dan reformasi birokrasi;

pengoordinasian  penyiapan bahan dan pengusulan kebijakan
penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang kelembagaan;

fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan kinerja dan reformasi
birokrasi;

pendampingan penyusunan ketatalaksanaan, Standar Pelayanan Publik
dan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan, pelayanan publik
dan survei kepuasan masyarakat;

pelaksanaan fasilitasi kompetesi inovasi pelayanan publik;

penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);

pelaksanaan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP);

pengoordinasian, pendampingan dan evaluasi pelaksanaan reformasi
birokrasi;

pengoordinasian pelaksanaan budaya pemerintahan SATRIYA;
pelaksanaan penatausahaan Bagian Organisasi;

pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian
internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, perpustakaan,
kearsipan, dan budaya pemerintahan, serta pelaksanaan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Organisasi;

pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Organisasi;
pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan
penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Bagian Organisasi; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan

bidang tugasnya.
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Bagian Organisasi ini terdiri atas Subbagian Kelembagaan dan Analisis
Jabatan yang mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi
serta pembinaan administrasi pada bidang kelembagaan dan analisis
jabatan.

Selanjutnya Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menjalankan

fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Kelembagaan dan Analisa
Jabatan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan
analisa jabatan;

c. penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi
pembentukan Perangkat Daerah/Unit Kerja;

d. penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi susunan
organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;

e. penyiapan bahan kajian dan penyusunan kebijakan evaluasi tugas dan
fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja;

f. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan evaluasi analisis jabatan
dan analisis beban kerja;

g. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan kelembagaan, tugas, fungsi
dan analisis jabatan untuk mendukung penugasan urusan keistimewaan
bidang kelembagaan;

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Kelembagaan dan Analisa
Jabatan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi
sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas,
pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
Sekretariat Daerah.

Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam menjalankan tugas memiliki

fungsi:
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pengoordinasian rencana kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan;
pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan. keuangan.
evaluasi dan pelaporan;

pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di
bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi serta pelaporan;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perencanaan, keuangan dan evaluasi serta pelaporan;

pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Sekretariat
Daerah;

penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;
pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rencana
Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah;

fasilitasi, asistensi dan verifikasi perencanaan meliputi Rencana Kerja
Anggaran (RKA), Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pengguna Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah;

penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat
Daerah;

penyiapan bahan penyusunan kajian yang menjadi kewenangan
Sekretaris Daerah;

penyiapan, pelaksanaan dan pengelolaan data dan sistem informasi
terkait perencanaan pada Sekretariat Daerah;

penyiapan bahan, fasilitasi dan evaluasi perencanaan Sekretariat Daerah;
penyiapan bahan dan penyusunan Laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah;

fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas
Sekretariat Daerah;

penyiapan bahan dan penyusunan laporan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah;

fasilitasi dan koordinasi rekonsiliasi barang persediaan dan aset
Sekretariat Daerah;

fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan pengelolaan aset Sekretariat
Daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang

perencanaan, keuangan dan evaluasi serta pelaporan;
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pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian
internal pemerintah, hokum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan,
perpustakaan dan budaya pemerintahan serta laporan hasil pemeriksaan

pada Bagian Perencanaan dan Keuangan,;

t) pelaksanaan penatausahaan Bagian Perencanaan dan Keuangan;

u) pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana Bagian Perencanaan dan Keuangan;

v) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan
laporan kinerja pada Sekretariat Daerah;

w) pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan
laporan kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

x) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Keuangan ini terdiri atas Subbagian
Keuangan.

Tugas dari Subbagian Keuangan yaitu menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi

pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah.

7Q

Sedangkan Subbagian Keuangan menjalankan fungsi yaitu:
penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan,;
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan Daerah;
penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi
keuangan Sekretariat Daerah;
pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah;
penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan
Sekretariat Daerah;
pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi pengelolaan
keuangan pada Sekretariat Daerah;
pelaksanaan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah;
penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan laporan akuntansi
Sekretariat Daerah;
penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan;
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k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan
dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Sekretaris Daerah di
bidang tertentu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan fungsional
ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai

dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
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Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
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2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai sebanyak 231
(dua ratus tiga puluh satu) orang terdiri dari 166 (seratus enam puluh enam)
orang ASN dan 65 (enam puluh lima) orang Non ASN. Komposisi Aparatur
Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang
laki-laki dan 76 (tujuh puluh enam) orang wanita, sedangkan berdasarkan
pendidikan jumlah ASN di Sekretariat Daerah mayoritas didominasi oleh
jenjang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 64 (enam puluh empat) orang,
SLTA sebanyak 44 (empat puluh empat) orang. Diploma (D3) sebanyak 27
(dua puluh tujuh) orang, Magister (S2) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang,
dan SMP sebanyak 7 (tujuh) orang. Jumlah pejabat eselon Sekretariat
Daerah sebanyak 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari eselon II/a
sebanyak 1 (satu) orang, II/b sebanyak 6 (enam) orang, eselon III/a sebanyak
6 (enam) orang dan eselon IV/b yaitu kasubbag sebanyak 5 (lima) orang.

Presentase komposisi ASN Sekretariat Daerah secara rinci sebagai

berikut :

| Laki-laki m Wanita

Sumber : Data Sekretariat Daerah, diolah

Gambar 2.2
Jumlah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025
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m SMP m SMA/K mD3 S1 mS2

Sumber : Data Sekretariat Daerah, diolah

Gambar 2.3
Jumlah ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekretaris Daerah didukung

dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sarana Prasarana Bagian Tahun 2025

No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 S

1 Pesawat Telephone 2 Baik

2 Kursi Rotan 10 Baik

3 Kursi Kayu 3 Baik

4 Filing Cabinet Besi 11 Baik

S Lap Top 7 Baik

6 Handy Talky (HT) 1 Baik

7 Brandkas 2 Baik

8 Printer (Peralatan Personal Komputer) 3 Baik

9 Note Book 3 Baik

10 | Kursi Tamu 1 Baik Bagian Tata
11 | Lemari Kayu 2 Baik Pemerintahan
12 | Filing Cabinet Kayu 1 Baik

13 | Kursi kayu busa (Sice) 3 Baik

14 | Lemari Kaca 1 Baik

15 | Alat Pemadam /Portable 1 Baik

16 | LCD Projector/Infocus 1 Baik

17 | Alat kantor lain-lain 1 Baik

18 | P.C Unit 6 Baik

19 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 5 Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu

1 2 3 4 5
20 | Meja Kerja Kayu 13 Baik
21 | Meja 1/2 Biro 3 Baik
22 | Sepeda Motor 3 Baik
23 | Station Wagon 1 Baik
24 | Rak Kayu 2 Baik
25 | Meja Telepon 1 Baik
26 | Bangku Tunggu 1 Baik
27 | AC 6 Baik
28 | Rak Besi 5 Baik

29 | Kursi Putar 4 Baik

30 | Kursi Rapat 10 Baik

31 | Meja Rapat 6 Baik

39 qusi Hgdap Depan Meja Kerja Pejabat ‘

Lain-Lain 12 Baik

33 | Televisi 2 Baik

34 | MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain 1 Baik

35 | CCTV - Camera Control Television System 1 Baik

36 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Baik

37 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II1 1 Baik

38 Tugu/Tanda Batas Administrasi .

Kabupaten 94 Baik
39 | Buku Lembaran Daerah 2 Baik
40 | Peta Batas 2 Baik
Jumlah 235

1 Multi Purpose Vehicle (MPV) 3 Baik

2 Lap Top 6 Baik

3 | P.C Unit 6 Baik

4 Sepeda Motor 6 Baik

5 | A.C. Split 5 Baik

6 | Wireless 1 Baik

7 Lemari Kayu 4 Baik

8 | LCD Projector/Infocus 2 Baik

9 Layar Proyektor 2 Baik )
10 | Camera Digital 1 Baik Baglan

. - Kesejahteraan

11 | Meja Rapat 6 Baik Rakyat
12 | Kursi Rapat 33 Baik

13 | Meja Kerja Kayu S Baik

14 | Kursi Putar S Baik

15 | Kursi Besi/Metal 7 Baik

16 | P.C Unit 7 Baik

17 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 14 Baik

18 | Meja Kerja Kayu 18 Baik

19 | Uninterupted Power Supply (UPS) 1 Baik

20 | Kamera Digital Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 5
21 | Televisi 1 Baik
29 Pe?alatan Studio Video Dan Film Lain- _
Lain 1 Baik
23 | Lemari Kayu 4 Baik
24 | Filing Cabinet Kayu 1 Baik
25 | Lemari Kaca 7 Baik
26 | Filing Cabinet Besi 6 Baik
27 | Meja Kerja Pejabat Lain-Lain 1 Baik
28 | Kursi Tamu 2 Baik
29 | Meja 1/2 Biro 3 Baik
30 | Rak Besi 2 Baik
31 | CCTV - Camera Control Television System 1 Baik
32 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 3 Baik
33 | Alat pembersih karpet 1 Baik
34 | Jam Jongkan (Th.1985) 1 Baik
35 | Mesin Pemotong Rumput 1 Baik
36 | Bangku Panjang Besi/Metal 1 Baik
37 | Bangku Panjang Kayu 3 Baik
38 | Kipas Angin 3 Baik
39 | Rak Sepatu (Almunium) 1 Baik
40 | Karpet 24 Baik
41 | Lampu 8 Baik
42 | Tangki Air 8 Baik
43 | Spaycan (pembersih kamar mandi) 1 Baik
44 | Sekat Kayu Jati (Partisi) 16 Baik
45 | Kipas Angin 20 Baik
46 | Meja Panjang 8 Baik
47 | Papan Pengumuman 4 Baik
48 | Sound System 1 Baik
49 | Mimbar/Podium 1 Baik
50 | Loudspeaker 5 Baik
51 | Mesin molen Th.1986 1 R}Jsak
Ringan
52 | Pompa Air 1 Baik
53 | pompa generator 1 Baik
54 | Genset 1 Baik
55 | Telephone Mobile 1 Baik
56 | Horn 9 Baik
57 | Stand Mic / Cagak mic 1 Baik
58 | Bedug 1 Baik
S9 | Stager / scafolding 11 Baik
60 | Salon 20 Baik
61 | kaligrafi 3 Baik
62 | wireless GMC 1 Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 5
63 | meja kursi rapat kayu 1 Baik
64 | Lemari Besi/Metal 2 Baik
65 | Kursi Kayu 7 Baik
66 | Android Tablet 1 Baik
67 | Professional Sound System 1 Baik
68 | Tablet PC 1 Baik
69 | Microphone 1 Baik
70 | Masjid Agung Manunggal Bantul 1 Baik
71 | Mustaka Masjid Agung Manunggal Bantul 1 Baik
72 | Gedung pertemuan timur masjid Agung 1 Baik
73 | Toilet Putra dan Putri (10 buah) 1 Baik
74 | Rumah Penjaga Masjid 1 Baik
75 | Taman Bermain 1 Baik
76 | Bangunan Gedung Permanen 1 Baik
77 | Tempat Parkir 1 Baik
78 | Pos keamanan sebelah selatan 1 Baik
79 | Pos keamanan sebelah utara 1 Baik
80 | Toilet Bawah (2) 1 Baik
81 | Pos Jaga Selatan 1 Baik
82 | Pos Jaga Parkir Timur 1 Baik
83 | Tower Horn Masjid Agung Manunggal 1 Baik
84 | Tower anti air 1 Baik
85 | Pintu masuk sebelah barat 1 Baik
86 | ruang tempat sound system 1 Baik
87 | Gedung BAZNAS 1 Baik
Jumlah 355
1 Sepeda Motor 3 Baik
2 Station Wagon 1 Baik
3 Printer (Peralatan Personal Komputer) 8 Baik
4 P.C Unit 11 Baik
S Lemari Katalog 4 Baik
6 Filing Cabinet Besi 4 Baik
7 Televisi 3 Baik
8 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 2 Baik '
9 | Rak Besi 2 Baik Bagian
- Hukum
10 | Rak Kayu 8 Baik
11 | LCD Projector/Infocus 1 Baik
12 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 1 Baik
13 | Lemari Besi/Metal 1 Baik
14 | Lemari Kayu 1 Baik
15 | Kursi Kayu 20 Baik
16 | Kursi Besi/Metal 18 Baik
17 | Lemari Kayu 1 Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 5
18 | A.C. Split 4 Baik
19 | Note Book 3 Baik
20 | Kursi Biasa 12 Baik
21 | Station Wagon 1 Baik
22 | Kursi Tamu 2 Baik
23 | Kursi Besi/Metal 1 Baik
24 | Kursi Rapat 12 Baik
25 | Kursi Kerja Putar 4 Baik
26 | Meja Rapat 6 Baik
27 | Buku /Bahan Bacaan 722 Baik
Jumlah 856
1 Kendaraan Roda 4 2 Baik
2 Kendaraan Roda 2 3 Baik
3 Meja Kerja Kayu 3 Baik
4 Meja 1/2 Biro 15 Baik
S Kursi Lipat 34 Baik
§) Kursi Lipat 1 }l;ijgzlr{l
7 PC Unit 5 Baik
8 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 2 Baik
9 Kursi Putar 4 Baik
10 | Kursi Kerja Pejabat Eselon 111 1 Baik
11 | AC Split 6 Baik
12 | Rak Kayu 1 Baik
13 | Lemari Kayu 3 Baik
14 | Lemari Kaca 4 Baik Bagian
15 | Kursi Tamu 1 Baik Perekonomian
16 | Kursi Rapat 1 Baik Pembangunan’
17 | Kursi Kayu 3 Baik dan SDA
18 | Filling Cabinet Besi 12 Baik
19 | Wireless 1 Baik
20 | Televisi 2 Baik
21 | Printer 10 Baik
22 | Notebook 9 Baik
23 | Meja Telepon 2 Baik
24 | Megahone 1 Baik
25 | Lemari Besi/Metal 2 Baik
26 | LCD Projector/Infocus 1 Baik
27 | Laptop 3 Baik
28 | Kipas Angin 1 Baik
29 | Dispenser 1 Baik
30 | Coffee Maker 1 Baik
Jumlah 135
1 Kursi Besi/Metal 81 Baik Bagian
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 S
2 | Tabung Gas 1 Baik Pengadaan
3 | Rice Cooker (Alat Dapur) 1 Baik Barang dan
4 | Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Baik Jasa
5 | Rak Piring Alumunium 1 Baik
6 | Kitchen Set 1 Baik
7 | Serial Printer 6 Baik
8 Meja Rapat Pejabat Eselon III 71 Baik
9 |A.C. Split 14 Baik
10 | Genset 1 Baik
11 | Gordyin/Kray 1 Baik
12 | Telephone (PABX) 1 Baik
13 | Layar Proyektor 1 Baik
14 | LCD Monitor 1 Baik
15 | P.C Unit 29 Baik
16 | Filing Cabinet Besi 21 Baik
17 | Lemari Buku Untuk Perpustakaan 3 Baik
18 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Baik
19 | Televisi 6 Baik

20 | Kursi Putar 28 Baik

21 | Meja Resepsionis 1 Baik

22 | Kursi Rapat 6 Baik

23 | Kursi Tamu 1 Baik

24 | Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 Baik

25 | Pesawat Telephone 2 Baik

26 | Closed Circuit Television (CCTV) 2 Baik

27 | LCD Projector/Infocus 4 Baik
28 | Monitor 1 Baik
29 | Note Book 13 Baik
30 | Lensa Kamera 1 Baik
31 | Tustel 1 Baik
32 | Wireless 2 Baik
33 | Meja Komputer 3 Baik
34 | Sepeda Motor S Baik
35 | Lemari Kayu 1 Baik
36 | Unit Power Supply 8 Baik
37 | Rak Besi 42 Baik
38 | Partisi 8 Baik
39 | Tangga Aluminium 1 Baik
40 | Multi Purpose Vehicle (MPV) 1 Baik
41 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 17 Baik
42 | Lemari Kaca 1 Baik
43 | Alat Pemotong Kertas 2 Baik
44 | Dispenser 1 Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 5
45 | Alat Dapur Lain-lain 1 Baik
46 | Karpet 1 Baik
47 | Papan Visual/Papan Nama 2 Baik
48 | Teralis 1 Baik
49 | Papan Pengumuman 1 Baik
50 | Sound System 1 Baik
51 | LemariEs 2 Baik
52 | Lemari Besi/Metal 1 Baik
53 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 9 Baik
54 | CCTV - Camera Control Television System 1 Baik
55 | Facsimile 1 Baik
56 | Hard Disk 16 Baik
57 | Meubelair Lain-Lain 1 Baik
58 | Alat Pembersih Lain-Lain 1 Baik
59 | Exhause Fan 1 Baik
60 | Alat Pemadam /Portable 1 Baik
61 | Tripod Camera 1 Baik
62 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Baik
63 | Station Wagon 1 Baik
64 | Telephone Mobile 1 Baik
65 | Kursi Kerja Pejabat Eselon 11 9 Baik
66 | Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 baik
67 | Lain-lain 4 baik
68 | Taman Semi Permanen 1 baik
69 | Taman Permanen 2 baik
70 | Bangunan Fasilitas Umum Lain-Lain 1 baik
71 | Bangunan Parkir Terbuka Permanen 1 baik
72 | Buku Referensi 6 baik
Jumlah 466
1 Aplikasi SIM Anjab 2 Baik
9 Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat 1 '
(SKM) Baik
3 Aplikasi SIMANJA BETUL 1 Baik
4 Televisi 2 Baik
S Sound System 1 Baik
6 | Ultra Mobile P.C. 1 Baik '
7 Lap Top 11 Baik Ongi%llfs,r;si
8 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural 6 Baik
9 CCTV - Camera Control Television System 1 Baik
10 | P.C Unit 2 Baik
11 | Lemari Buku Untuk Perpustakaan 2 Baik
12 | Buffet Kayu 2 Baik
13 | Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II 1 Baik
14 | Sofa 1 Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 5
15 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV 4 Baik
16 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 Baik
17 | Laci Box 1 Baik
18 | Meja Resepsionis 1 Baik
19 | Handy Talky (HT) 1 Baik
20 | Station Wagon 2 Baik
21 | Serial Printer 10 Baik
22 | A.C. Split 6 Baik
23 | Kursi Rapat 45 Baik
24 | Sepeda Motor 5 Baik
25 | Monitor 3 Baik
26 | Unit Power Supply 1 Baik
27 | Filing Cabinet Besi 4 Baik
28 | Brandkas 1 Baik
29 | CPU (Peralatan Personal Komputer) 1 Baik
30 | Tripod Camera 1 Baik
31 | Stabilisator 1 Baik
32 | Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 2 Baik
33 | Alat Pemotong Kertas 1 Baik
34 | Rak Kayu 4 Baik
35 | Meja Tamu Biasa 1 Baik
36 | Rak Kayu 1 Baik
37 | Filing Cabinet Kayu 1 Baik
38 | Lemari Besi/Metal 1 Baik
39 | Camera Video 1 Baik
40 | Bracket Standing Peralatan 1 Baik
41 | Handy Cam 1 Baik
42 | Tripod Camera 1 Baik
43 | LCD Projector/Infocus 2 Baik
44 | Note Book 2 Baik
45 | Lemari Besi/Metal S Baik
46 | Laci Box 10 Baik
47 | Meja rapat kecil 150 cm 18 Baik
48 | Kursi Rapat 8 Baik
49 | Meja Rapat Pejabat Lain-lain 1 Baik
50 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) 1 Baik
51 | Kursi Merk ECOS 12 Baik
52 | Gordyin/Kray 1 Baik
53 | Rak Besi Baik
54 | Buku bacaan 22 Baik
Jumlah 221

1 Station Wagon 2 Baik Bagian
2 Sepeda Motor 3 Baik Perencanaan
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 5
3 | Speaker aktif 2 Baik | dan Keuangan
4 Rice Cooker (Alat Dapur) 1 Baik
S | Tabung Gas 1 Baik
6 Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Baik
7 Televisi 3 Baik
8 Lemari Es 1 Baik
9 Kursi panjang 1 Baik
10 | Digital Soil Thermometer 2 Baik
11 | Alat Pemotong Kertas 1 Baik
12 | Filing Cabinet Besi 11 Baik
13 | Meja Kerja Kayu 2 Baik
14 | Rak Kayu 4 Baik
15 | Lemari Kayu 14 Baik
16 | Kursi Tamu 2 Baik
17 | Kursi Rapat Ruangan Data 25 Baik
18 | P.C Unit 15 Baik
19 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 10 Baik
20 | Wireless 1 Baik
21 | Uninterruptible Power Supply (UPS) S Baik
22 | Handy Cam 1 Baik
23 | Note Book 4 Baik
24 | Lap Top 6 Baik
25 | LCD Monitor 2 Baik
26 | Kursi Kayu 1 Baik
27 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III 3 Baik
28 | A.C. Split 10 Baik
29 | Camera Digital 1 Baik
30 | Dispenser 1 Baik
31 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1 Baik
32 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 Baik
33 | Cubikal 3 Baik
34 | Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Baik
35 | Rak Besi 1 Baik
36 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III 2 Baik
37 | Gordyn 36 meter/ 24 buah 1 Baik
38 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 15 Baik
39 | Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain 12 Baik
40 | Lemari Pantry Dapur 1 Baik
41 | Buku Bacaan 13 Baik

Jumlah 410
1 Tanah Bangunan Rumah Dinas Bupati 1 Baik
5 Tanah Bangunan Komplek Kantor Pemda 1 ‘ Bagian Umum
Bantul Baik dan Protokol
3 Tanah Perwakilan Jakarta 1 Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 5
4 Kursi Rapat 706 Baik
5 Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat 20 .

Eselon II Baik
6 Kursi Kayu 27 Baik
7 Kursi Kerja ' . 4 ‘
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota Baik
8 Kursi Lipat 457 Baik
9 Kursi Besi/Metal 110 Baik
10 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II 12 Baik
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

11 | Eselon IV 6 Baik
12 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 3 Baik
13 | Kursi Biasa 3 Baik

Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Menteri/

14 | Gubernur/Bupati/Walikota 30
15 | Kursi putar 33 Baik
16 | Kursi Tamu 16 Baik
17 | Papan Visual/Papan Nama 41 Baik
18 | Jam Elektronik 36 Baik
19 | Genset S Baik
20 | Portable Generating Set 2 Baik
21 | Kipas Angin 48 Baik
22 | P.C Unit 59 Baik
23 | A.C. Split 97 Baik
24 | Air Conditioning (AC) 3 Baik
05 Automat%c Transfer Switch (ATS) dan 1 .

Automatic Change Oer Swi Baik

26 | White Board 2 Baik
27 | White Board Electronic 2
28 | Lemari Katalog 3 Baik
29 | Floating Excavator + Attachment 6 Baik
30 | Tripod Camera 2 Baik
31 | Microphone/Wireless MIC 28 Baik
32 | Karpet 33 Baik
33 | rak kayu 22 Baik
34 | Handy Talky (HT) 9 Baik
35 | Note book 18 Baik
36 | Alat Studio Lainnya 8 Baik
37 | Camera Digital 5 Baik
38 | Meja Kerja Pejabat Eselon III 9 Baik
39 | Meja 1/2 Biro 12
40 | Meja Tamu Biasa 20 Baik
41 | Meja Komputer 11 Baik
42 | Meja panjang 3 Baik
43 | meja telepone 2
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 5
Meja rapat
44 | Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota 18 Baik
45 | MEJA RAPAT PEJABAT Lain-lain 4 Baik
46 | Meja Kerja Kayu 53 Baik
47 | Meja Resepsionis 8 Baik
48 | Meja rapat 194 Baik
49 Meja rapat Peja‘pat Eselpn I/ Wakil ' 14 ‘
Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota Baik
S50 | Meja Tambahan 18 Baik
51 | Meja Rias 1 Baik
52 | Meja Podium 7 Baik
53 | Peralatan Studio Audio Lain-Lain 28 Baik
54 | Lemari Makan 1 Baik
55 | Lap Top 20 Baik
56 | Komputer unit lainnya 3 Baik
S7 | Personal Komputer Lain-lain 1 Baik
58 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 41 Baik
59 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) 3 Baik
60 | Rak Besi 5 Baik
61 | Lemari Kayu 62 Baik
Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon
62 | I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil 7
Walikota Baik
63 | Televisi 46 Baik
64 | Kasur/Spring Bed 26 Baik
65 | Rambu-rambu Larangan 7 Baik
66 | Pesawat Telephone 51 Baik
67 | Brandkas 3 Baik
68 | Floating Pump 2 Baik
69 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) 3 Baik
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
70 . . 505 .
Lain-Lain Baik
71 | Mebelair Lain-lain 24 Baik
72 | Lemari Es 14 Baik
73 | Tustel 1 Baik
74 | Gorden/Kray 24 Baik
75 | Unit Tranceiver VHF Portable S Baik
76 | Multi Purpose Vehicle (MPV) 9 Baik
77 | Kitchen Set 3 Baik
78 | Papan Nama Instansi 29 Baik
79 | Oven Listrik 3 Baik
80 | Setrika 8 Baik
81 | Tangga Aluminium 7 Baik
82 | Partisi 25 Baik
83 | Pompa Air 13 Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 5
84 | LCD Projector/Infocus 13 Baik
85 | Focusing Screen/Layar LCD Projector 2 Baik
86 | Mesin Pemotong Rumput 11 Baik
87 | Sice 9 Baik
88 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 6 Baik
89 | Viewer (Peralatan Personal Komputer) 1 Baik
90 | Rice Cooker (Alat Dapur) 8 Baik
91 | Rambu Papan Tambahan 12 Baik
92 | Clamshell / Dragline 7 Baik
93 | Tabung Gas 22 Baik
94 | Mesin Cuci 3 Baik
95 | A.C. Window 1 Baik
96 | Stabilisator 10 Baik
97 | Tempat Tidur Kayu 9 Baik
98 | Power Amplifier 7 Baik
99 | Alat Kantor Lainnya Lain-Lain 10 Baik
100 | Kompor Gas (Alat Dapur) 14 Baik
101 | Sofa 10 Baik
102 | Blender 3 Baik
103 | Sound System 10 Baik
104 | Loudspeaker 34 Baik
105 | Equalizer 3 Baik
106 | Intermediate Telephone/Key Telephone 2 Baik
107 | Stationary Water Pump 8 Baik
108 | Kompor LPG 4 Baik
109 | DVD Player 3 Baik
110 | Filing Cabinet Kayu S Baik
111 | Filing Cabinet Besi 31 Baik
112 | Up Right Chiller/Frezzer 6 Baik
113 | Teralis 1 Baik
114 | Alat Pembersih Lain-Lain 2 Baik
115 | Flood Light 1 Baik
116 | Air Purlier 1 Baik
117 | Sedan 1 Baik
118 | Alat Pemadam/Portable 61 Baik
119 | Microphone Table Stand 5 Baik
120 | Telephone Mobile 1 Baik
121 | Jam Mekanis 1 Baik
122 | Lemari Kaca 6 Baik
123 | Microphone Floor Stand 10 Baik
124 | Box Truck 2 Baik
125 | Tiang Bendera 28 Baik
126 Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat 4 ‘
Eselon III Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 S
127 | Amplifier 15 Baik
128 Meja Te}mu ruangan tunggu _ 9 _
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota Baik
Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat
129 | Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil 6
Bupati/Wakil Walikota Baik
130 | Facsimile 3 Baik
131 | Dispenser 8 Baik
132 | Lambang Pancasila 1 Baik
133 | Cable 4 Baik
134 | Alat Penghancur Kertas 1 Baik
135 | Alat Penyimpan Beras 1 Baik
136 | water filter 1 Baik
137 | Microphone 20 Baik
138 | Self Supporting Tower 1 Baik
139 Meja kerja Pejal?at Eselc?n I/ Wakil ' o '
Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota Baik
140 | Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II 2 Baik
141 | Meja Makan Kayu 7 Baik
142 | Tool Kit Set 2 Baik
143 | Kompor Listrik (Alat Dapur) 1 Baik
144 | Audio Visual 2 Baik
145 | Compact Disc 2 Baik
146 | Wireless 9 Baik
Meja kerja Menteri/Gubernur/Bupati/
147 | Walikota 1 Baik
148 | Unit Tranceiver FM 3 Baik
149 | Sport Utility Vehicle (SUV) 6 Baik
150 | Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 orang) 1 Baik
151 | Truck + Attachment 1 Baik
152 | Bus (Penumpang 30 Orang Ke atas) 1 Baik
153 | Pick Up 2 Baik
154 | Sepeda Motor 31 Baik
155 | Sepeda 10 Baik
156 | Unit Power Supply 1 Baik
157 | Tripod 1 Baik
158 | Tenda 1 Baik
159 | Water Jet Ejector 2 Baik
Kursi Kerja Pejabat Eselon [/ Wakil .
160 GubernurJ / WaJkil Bupati/ Wa/kil Walikota 5 Baik
161 | Peralatan Permainan Lain-Lain 3 Baik
162 | Nakas 1 Baik
163 | Kamera Digital 1 Baik
164 | Rambu Tidak Bersuar Lain-Lain 1 Baik
165 | Water Purification 2 Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 5
166 | Tustel 1 Baik
167 | Audio Amplifier 4 Baik
168 | Chairman/Audio Conference 1 Baik
169 | Rak Sepatu (Almunium) 2 Baik
170 Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya 3 _
(Home Use) Baik
171 | Station Wagon 6 Baik
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
172 | Lain-Lain 5 Baik
173 | Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 1 Baik
174 Kepdaraan Bermotor Beroda Tiga Lain- o Baik
Lain
175 | CCTV - Camera Control Television System 8 Baik
176 | Mesin Giling Bumbu 4 Baik
177 | Thermometer Badan 3 Baik
178 | Camera film 3 Baik
179 Bangunan Gd Induk + Rehab Koreksi 1 ‘
BPK 2018 Baik
180 | Bangunan Gedung Pol PP 1 Baik
Bangunan Gedung Bag Keuangan -
181 | Kamar Mandi BKAD Rehab Ruang 1 Baik
Sekretariat BKAD - Koreksi BPK 2018
182 | Bangunan Gedung UPTSA 1 Baik
183 | Bangunan Gedung BAPPEDA 1 Baik
184 | Bangunan Gedung Pertemuan Bakulan 1 Baik
185 | Bangunan Gedung Perwakilan 1 Baik
186 | Mushola Bakulan 1 Baik
187 | Bangunan Gedung Pendopo 1 Baik
188 | Pagar Kantor Bakulan 1 Baik
Bangunan Rumdin Bupati, Mushola
189 Rumdin Bupati, Rehab RD Bupati, Rehab 1 Baik
ruang PKK,Rehab RD Bupati, Gedung
Pertemuan
Bangunan Sekretariat APBD, APBD
190 | Gudang, R. Dok, R. Kabag Hukum, R. 1 Baik
Kerja Bagian Hukum, Garasi
191 | Bangunan Kantin 1 Baik
192 | Bangunan RD. Sekda 1 Baik
193 | Bangunan Garasi Bus 1 Baik
194 | Canopy Setda Bantul 1 Baik
195 | Bangunan Pos Jaga 1 Baik
196 | Bangunan Pos Jaga Permanen 1 Baik
197 | Bangunan Rumah Genset 1 Baik
198 | Bangunan Bunker Reapeter 1 Baik
199 Jembatan Penyebrangan Kompleks 1 Baik

Parasamya
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu
1 2 3 4 S
200 | Canopy Trirenggo 1 Baik
201 | Bangunan Pagar Sisi Timur 1 Baik
202 | Canopy Setda Bantul 1 Baik
203 | Bangunan RD Manding 1 Baik
204 | Bangunan RD Manding 1 Baik
205 | Bangunan RD Manding 1 Baik
206 | Kamar mandi Pemda Il Bakulan 1 Baik
207 | Sumur 1 Baik
208 | Papan Nama Bag. AP 1 Baik
209 Papan Nama Bidang DPPKAD 1 Baik
Perbendaharaan
210 Papan Nama 2 Muka DPPKAD 1 Baik
Perbendaharaan
211 | Pendopo Komplek Parasamya II 1 Baik
212 | Kanopi Penghubung 1 Baik
213 | Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Baik
Lampu Penerangan Taman di Komplek .
214 ParaIs)amya (Darig SKPD: PPKD) i ! Baik
215 | Landscape Komplek Parasamya 1 Baik
216 | Rumah Dinas Wakil Bupati 1 Baik
217 | Bangunan Gedung Induk 1 Baik
218 | Pendopo Parasamya 1 Baik
219 | R. Dokumen. R. Kerja & R. Kepala 1 Baik
220 | Mushola Komplek Pemda 1 Baik
221 | Rumah Dinas Ketua DPRD 1 Baik
222 | Local Area Network (LAN) 2 Baik
223 | Jaringan listrik lainnya 13 Baik
224 | Pasang listrik baru 1 Baik
225 | Jalan Khusus Kompleks 1 Baik
Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas
226 | kecil 3 Baik
297 Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 Baik
KVA
008 Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 1 Baik
KVA
999 Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 1 Baik
KVA
230 ii leli?gan Telepon Diatas Tanah Kapasitas 3 Baik
231 | Server Kearsipan Baik
232 | Conblok Rumah Dinas Bupati Bantul Baik
933 Isréz‘c;llzsi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas 1 Baik
034 gg?fj;;?g CCTV 6 Set Komplek 1 Baik
235 | Pigura Foto 36 Baik
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No Jenis Barang/ Nama Barang Jumlah | Kondisi Pengampu

1 2 3 4 5

236 | Lukisan 3 Baik
237 | Pemrograman PABX 1 Baik
038 System Informasi Aplikasi Peminjaman 1 Baik

Sarana Gedung

239 | Buku/Bahan Bacaan 17 Baik

240 | Tutup Gamelan 1 Baik
241 | Umpak + Tiang bendera 1 Baik
242 | Panggung Gamelan 1 Baik
243 | Alat Musik Nasional/Daerah 2 Baik
244 | Lukisan Cat Minyak 8 Baik
245 | Foto Bupati dan Figura 4 Baik
Ukiran cermin jendela untuk Rumdin .
246 | Walil Bupati ! Baik
Jumlah 3.965

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah mendasarkan pada
Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026. Capaian
Nilai capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada tahun 2022-2026

sebagai berikut:

47




Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

no

Indikator
Tujuan/Sasaran

Target

Realisasi

Rasio Capaian

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2020

2021

2022 | 2023

2024

2025

2020

2021

2022 | 2023

2024

2025

Nilai Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah (EPPD)

3,7

3,8

4.1315

4.1815

4.2315

4.2815

3,4463

3,4463

2.92 3.195
8

3.425
4

93,14

90,69

77.35 | 81.91

80.95

Nilai
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(AKIP)

81

82

80.92

81.20

82.65

82.70

80,92

81,21

81.89 | 82.74

81.27

99,90

99,03

100 100

98.33

Persentase
perikatan kerja
sama yang
ditindaklanjuti

N/A

N/A

100

100

100

100

N/A

N/A

100 145

190

74.19

N/A

N/A

100 100

100

74.19

Persentase
rancangan perda
yang
diharmonisasi

N/A

N/A

100

100

100

100

N/A

N/A

100 100

100

39.2 %)

N/A

N/A

100 100

100

39.2

Presentase
Perangkat
Daerah yang
melaporkan
capaian IKK
LPPD secara
tepat waktu

N/A

N/A

100

100

100

100

N/A

N/A

100 100

100

100

N/A

N/A

100 100

100

100

Persentase
Perangkat
Daerah yang
memiliki nilai
IKM minimal B

N/A

N/A

90

95

93

100

N/A

N/A

100 100

100

100

N/A

N/A

100 100

100

100

Persentase
kebijakan yang
ditindaklanjuti

N/A

N/A

100

100

100

100

N/A

N/A

100 100

100

22.43%)

N/A

N/A

100 100

100

22.43

Rata-rata
pencapaian
Program
Sekretariat
Daerah

N/A

N/A

85

85

95

98.25

N/A

N/A

97.90 | 97.49

98.21

56.91%)

N/A

N/A

100 100

100

57.92

*) Data diolah per 31 Juli 2025
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Dari Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah di atas

dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Capaian kinerja Nilai EPPD menunjukkan hasil yang cukup tinggi
meskipun belum memenuhi target. Tidak tercapainya target sebagaimana
yang telah ditetapkan adalah karena adanya dinamika perubahan
peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan baseline data series
nilai EPPD dengan penghitungan dan target sesuai regulasi terbaru
belum tersedia. Target tahun 2024 sesuai RPJMD adalah sebesar 4.2315,
sedangkan realisasi sebesar 3.4254 atau sebesar 80,95%. Nilai tersebut
sudah masuk dalam kriteria tinggi, Pemerintah Kabupaten Bantul masuk
dalam jajaran 20 (dua puluh) besar tingkat Nasional, dan nomor 2 (dua)
di DIY;

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bantul
tahun 2024 terealisasi sebesar 81.27 dengan kategori A, hal ini berarti
mengalami penurunan sebesar 1.47 dari capaian tahun 2023 yaitu
sebesar 82.74. Penurunan ini disebabkan karena berubahnya focus
penilaian AKIP dari Kemenpan RB.

Persentase perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti merupakan
dokumen kerjasama yang telah dilaksanakan melalui Bagian Tata
Pemerintahan. Capaian persentase perikatan kerja sama realisasinya
melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 190% dari target yang
sebesar 100%.

Persentase rancangan perda yang diharmonisasi terealisasi sebesar
100%.

Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara
tepat waktu teralisasi sebesar 100%.

Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B
terealisasi sebesar 100%.

Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti terealisasi sebesar 100%.
Rata-rata capaian Program Sekretariat Daerah terealisasi sebesar

98.21%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95%.

Selain itu, Sekretariat Daerah melaksanakan 4 (empat) Program sebagaimana

ketentuan perundangan yang berlaku. Program-program ini dijabarkan
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dalam kegiatan dan sub-sub kegiatan. Masing-masing Bagian melaksanakan
Program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Protokol, Bagian Perencanaan dan
Keuangan dan Bagian Organisasi. Kemudian, Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Bagian Tata
Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya Program
Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa serta Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber
Daya Alam. Selain itu, Sekretariat Daerah juga melaksanakan kegiatan
terkait dengan dukungan terhadap Keistimewaaan Yogyakarta dengan
melaksanakan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan
Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan di Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan
Bagian Tata Pemerintahan. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
di lingkup Sekretariat Daerah ini berperan penting dalam pencapaian target-
target yang sudah disepkati dan ditetapkan sebelumnya. Walaupun
dukungan anggaran di Sekretariat Daerah belum terwujud seperti apa yang
diharapkan, namun dengan dukungan anggaran yang ada, target-target yang
sudah ditetapkan dapat tercapai dengan cukup signifikan. Berikut adalah
dukungan anggaran beserta realisasinya dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.

50



Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Sekretariat Daerah Bantul Tahun 2022-2025

Uraian Program Target Anggaran Realisasi Rasio Realisasi Dan Anggaran
2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025%) 2022 2023 2024 2025%)
Program 9.756.451. | 11.407.776.8 | 11.047.603.5 | 11.512.009.93 | 9.647.004.57 | 11.139.218.2 | 10.954.086.7 | 6.389.237.23 98.88 97.65 99.15 55.5
Pemerintahan 243 00 62 8 8 52 68 8
Dan
Kesejahteraan
Rakyat
Program 1.110.804. | 891.457.000 | 1.296.582.52 | 1.536.212.994 | 1.094.763.33 | 885.332.250 | 1.290.572.75 [ 839.267.305 98.56 99.31 99.54 54.63
Perekonomian 938 0 2 1
Dan
Pembangunan
Program 32.063.333 | 35.893.631.4 | 33.028.941.3 | 33.201.641.76 | 30.406.942.5 | 34.954.795.2 | 32.309.695.4 | 20.477.670.1 94.83 97.38 97.82 61.67
Penunjang .976 96 42 2 01 68 79 03
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten /Kota
Program 1.167.930. | 1.010.068.00 [ 529.845.000 366.563.000 [ 1.160.080.84 | 995.182.170 | 528.535.500 | 126.121.100 99.33 98.53 99.75 34.4
Penyelenggaraa 000 0 6
n Keistimewaan
Yogyakarta
Urusan
Kelembagaan
Dan
Ketatalaksanaan
Jumlah 44.098.520 | 49.202.933.2 [ 45.902.972.4 | 46.616.427.69 | 42.308.791.2 | 47.974.527.9 | 45.082.890.4 | 27.832.295.7 95.94 97.50 98.21 59.7
.157 96 24 4 57 40 98 46

*) Data diolah per 31 Juli 2025
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Dilihat dari tabel diatas, maka pada dasarnya nilai rata-rata capaian
program berjalan cukup baik. Pada tahun 2025 ini, realisasi belanja tidak
berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena adanya surat edaran dari
Pusat terkait dengan efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan. Penundaan
atau pelarangan pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya kegiatan
perjalanan dinas dalam dan luar daerah, pembangunan infrastruktur, dan
kegiatan lain yang sifatnya sosialisasi/workshop/bimtek dan lain sebagainya
serta belanja alat tulis kantor. Pada tahun 2025 ini, anggaran yang ada

adalah anggaran setelah dilaksanakan beberapa kali efisiensi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ini, Sekretariat Daerah
melayani seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bantul. Layanan ini
tersebar di seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai tusi
masing-masing Bagian.

Tabel 2.4 Tabel Layanan Bagian

No Bagian Layanan Perangkat Daerah

1 | Organisasi Reformasi Birokrasi, pelayanan publik dan
kelembagaan

2 | Pengadaan Barang dan Jasa | Pengadaan barang dan jasa

3 | Hukum Penyusunan produk hukum, konsultasi
hukum, fasilitasi bantuan hukum bagi warga
miskin

4 | Tata Pemerintahan Kerjasama  Daerah, Penetapan  Batas

Wilayah, Koordinator SPM, Koordinator LPPD

5 | Perekonomian, Pengelolaan dan Pengawasan BLUD, BUMD,
Pembangunan dan | Inflasi Daerah, Pengawasan Ekomomi Mikro
Sumberdaya Alam Kecil
6 | Perencanaan dan Keuangan | Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan
Keuangan Bagian

7 | Umum dan Protokol Layanan kepada Pimpinan, Masyarakat dan
Protokoler

8 | Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Bantuan Pembangunan Sarana

Ibadah, fasilitasi haji, peningkatan iman dan
taqwa, Penguatan kapasitas tokoh agama dll

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

52




2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan

Kabupaten Bantul

tugas

masih menghadapi

diidentifikasi sebagai berikut:

dan fungsinya,

Sekretariat

Daerah

beberapa permasalahan yang

Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Sekretariat Daerah

No | Masalah Pokok | Rumusan Masalah Akar Masalah Keterangan
1. | Aspirasi Belum maksimalnya | Regulasi terkait Bagian
masyarakat sosialisasi prosedur | dengan pengelolaan | Kesejahteraan
belum dan mekanisme hibah belum Rakyat
seluruhnya pemberian bantuan | lengkap.
dapat hibah kepada
terakomodir masyarakat/kelomp
ok masyarakat
2. | Kualitas Kinerja | SOP belum menjadi Belum adanya Bagian
Sekretariat dasar pertimbangan | internalisasi Perencanaan
Daerah belum dalam pelaksanaan menyeluruh & Keuangan
optimal kegiatan
Proses pencapaian Kurangnya
kinerja tidak responsibilitas
maksimal dalam
menyesuaikan
kebijakan pusat
3. | Kinerja Adanya konflik Masih adanya Bagian Tata
penyelenggaraan | perbatasan perbedaan persepsi | Pemerintahan
pemerintahan kabupaten terhadap regulasi
daerah belum antar pemerintah
optimal daerah
Regulasi dan SOP Kurangnya
terkait pelaksanaan | sosialisasi terkait
kerjasama belum pelaksanaan
sepenuhnya di kerjasama antara
pahami stakeholder terkait
dengan Pemerintah
Daerah
4. | Kualitas Rekam jejak Minimnya data Bagian PPSDA
kebijakan belum | penyusunan pendukung yang
unggul kebijakan masih relevan terhadap
lemah perumusan
kebijakan
Evaluasi terhadap Ketiadaan prosedur
dampak dan dan alat
manfaat kebijakan pemantauan
belum dilakukan evaluasi kebijakan
5. | Kualitas layanan | Kurang efektifnya Prosedur Bagian
pengadaan pelaksanaan pengelolaan Pengadaan
barang dan jasa | pengadaan secara keuangan daerah Barang dan
belum optimal elektronik belum sepenuhnya Jasa

mendukung
kemudahan
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No | Masalah Pokok | Rumusan Masalah Akar Masalah Keterangan
transaksi pengadaan
secara elektronik

Pelaksanaan Pemaketan Rencana
pengadaan belum Umum Pengadaan
sepenuhnya belum
dilakukan di Bagian | mengutamakan
Pengadaan Barang konsolidasi.
dan Jasa
6. | Pembentukan Belum maksimalnya | Dinamisasi Bagian
produk hukum proses harmonisasi | peraturan Hukum
daerah belum dan sinkronisasi perundang-
optimal produk hukum undangan yang
daerah sangat tinggi

Belum optimalnya

koordinasi antar

stakeholder terkait

Perbedaan

pemahaman dan

penafsiran aturan
hukum antar
stakeholder

7. | Kinerja Kinerja kelembagaan | a. Penyusunan SOTK | Bagian

kelembagaan perangkat daerah belum Organisasi
perangkat belum adaptif, berdasarkan
daerah belum kolaboratif, dan proses bisnis.
optimal dinamis b.Belum optimalnya
pelaksanaan
kebijakan
mekanisme kerja
pada Perangkat
Daerah.

c. Tata hubungan
kerja dan pola
koordinasi pada
Pemerintah
Daerah belum
diatur

d.Masih rendahnya
komitmen dan
etos kerja pegawai
dalam mendukung
kinerja instansi

Belum Transformasi
terselenggaranya layanan digital
pelayanan Unit belum terintegrasi
Kerja Pelayanan
Publik (UKPP) yang
sesuai dengan
standar pelayanan
8. | Implementasi Belum Rencana aksi
reformasi terselesaikannya reformasi birokrasi
birokrasi dan isu-isu strategis antar perangkat

54




No | Masalah Pokok | Rumusan Masalah Akar Masalah Keterangan
akuntabilitas pemerintah daerah daerah belum
kinerja belum integratif dan
optimal kolaboratif

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam merumuskan isu strategis, Sekretariat Daerah melakukan

identifikasi terhadap beberapa hal diantaranya:

1.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan visi dan
misi bupati/wakil bupati periode masa jabatan Tahun 2025-2030 dan
memerhatikan beberapa dokumen yakni RPJPD Kabupaten Bantul Tahun
2025-2045, Materi Teknis Perubahan RTRW Kabupaten Bantul, dan
RPJMN tahun 2025-2029. Visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-
2045 adalah “BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN
BERKELANJUTAN, DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN”.

Makna dari Visi “Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan Berkelanjutan,

dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan” yaitu diharapkan pada tahun 2045

Bantul menjadi daerah yang:

MAJU: Kabupaten Bantul menjadi daerah yang maju di segala bidang
kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, dan tata pembangunan.
SEJAHTERA: Kondisi masyarakat Kabupaten Bantul yang terpenuhi
semua kebutuhan hidupnya, baik spiritual maupun material, secara layak
dan berkeadilan.

AMAN: Bantul menjadi daerah yang damai, tenteram, tertib, nyaman, dan
tangguh bencana.

BERKELANJUTAN: Komitmen dan konsistensi seluruh Pemangku
Kepentingan di Kabupaten Bantul dalam menerapkan prinsip
pembangunan berkelanjutan.

(DIJIWAI) KEBUDAYAAN: Kebudayaan sebagai landasan pembangunan
melalui pengimplementasian hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang
bernilai tinggi, menghargai nilai-nilai lokal dan tradisi, terbuka terhadap
berbagai peluang dan dinamis dalam tata nilai dan tata perilaku

masyarakat yang berbudi pekerti luhur.
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= (DIJIWAI) KEISTIMEWAAN: Keterpaduan dan harmonisasi dalam
pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan landasan sejarah,
prinsip-prinsip dan tujuan keistimewaan DIY.

Visi RPJPD Tahun 2025-2045 “Bantul Maju, Sejahtera, Aman, dan
Berkelanjutan, dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan” memiliki makna
bahwa pembangunan jangka panjang Bantul diarahkan untuk menciptakan
daerah yang maju, berkembang secara inklusif dan berkelanjutan dengan
budaya istimewa yang menyatu dalam kehidupan masyarakatnya.
Masyarakat unggul dan hidup di daerah yang nyaman dan aman, serta
tangguh terhadap bencana. Cita-cita jangka panjang ini selaras dengan Visi
nasional yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 yakni “Negara Nusantara
Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dan Visi RPJPD D.I Yogyakarta yaitu
“Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera,
Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan”.

2. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029
Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju, Menuju
Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan
memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan
kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh
pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setaranegara maju
di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang
dituangkan dalam Delapan Asta Cita.
Dengan memertimbangkan visi dan misi bupati/wakil bupati periode
masa jabatan Tahun 2025-2030 dan keselarasan dengan RPJPD
Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, rancangan perubahan rencana tata
ruang, dan RPJMN Tahun 2025-2029, maka dirumuskan visi dan misi
RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Rumusan visi RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah: “TERWUJUDNYA
KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT, DEMOKRATIS DAN
SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN BUDAYA
ISTIMEWA”.
Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-
2029 adalah sebagai berikut:
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» Maju: diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang
mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital menuju
masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.

» Kuat: diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam
mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.

» Demokratis: diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan
bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga,
serta kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, aman dan
tertib.

» Sejahtera: diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak
dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan, perumahan layak, pangan
sehat dan kehidupan sosial masyarakat yang nyaman.

» Bingkai Keberagaman: diartikan sebagai pedoman hidup yang
memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam
rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang
bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI

» Bingkai Budaya Istimewa: diartikan sebagai nilai pengakuan dan
penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya
Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan
oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Merupakan hal yang penting untuk menyelaraskan antara visi RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Bantul

dan RPJMN Tahun 2025-2029. Hal ini mengingat bahwa pembangunan

jangka menengah Tahun 2025-2029, merupakan pelaksanaan tahap
pertama dari RPJPD tahun 2025-2045, dan RPJMD menjadi satu
kesatuan dengan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang
dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-
langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan
Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka dirumuskan misi dengan
slogan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat

yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
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Slogan misi ini adalah BANTUL WARAS, WASIS, WASKITA (Kesehatan
untuk semua, Pendidikan berkualitas yang merata dan berkarakter,
dan adil gender);

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif,
inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk
meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
Slogan misi ini adalah BANTUL KALOKA (Birokrasi yang berintegritas
dan adaptif melalui digitalisasi pelayanan publik);

Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal
didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Slogan misi ini adalah BANTUL KOKOH BAKOH (Ekonomi digital yang
kreatif, inovatif dan produktif berbasis sumber daya lokalserta yang
adil difable dan inklusi social);

Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk
menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong
royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

Slogan misi ini adalah BANTUL TANGGUH (Kabupaten Bantul yang
memiliki infrastruktur berkualitas dan merata serta siap siaga
menghadapi bencana);

Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah
lingkungan dan tangguh bencana.

Slogan misi ini adalah BANTUL TANGGAP TANGGON, TANDANG
GAWE (Kabupaten Bantul menjadi daerah yang aman, tertib dan
berbudaya).

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-

2029, maka tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terkait

erat dengan pencapaian Misi 2. “Mewujudkan transformasi tata kelola

pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi

informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan

berkeadilan” dengan slogan BANTUL KALOKA (Birokrasi yang berintegritas

dan adaptif melalui digitalisasi pelayanan publik).

Dari hasil telaahan visi dan misi di atas, maka dapat disimpulkan

beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan di Sekretariat Daerah
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Kabupaten Bantul terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil

Bupati Bantul, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Sekretariat Daerah terhadap
Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

e q . Faktor Faktor
No Misi Ke-2 Tujuan/Sasaran Indikator Pendorong Penghambat

Mewujudkan Tujuan: Indeks

transformasi Meningkatkan Reformasi

tata kelola Reformasi Birokrasi | Birokrasi

pemerintahan Pemerintahan

yang kreatif. Daerah

inovatif dan

kolaboratif Sasaran 2.1:

berbasis Meningkatnya Nilai AKIP

teknologi Kinerja

informasi untuk Pemerintahan

meningkatkan Daerah yang

pell?l}'llinan Akuntabel, Bersih,

publix yang Berbasis Digital dan

berkualitas dan .

. Pelayanan Publik
berkeadilan .
yang Profesional

Komitmen Kurangnya
Pimpinan dan analisis dan
jajarannya .
terhadap evaluasi
keselarasan terhadap
kinerja, ) pencapaian
pencapaian

sasaran dan
indikator yang
telah disusun

kinerja utama

Responsivitas
yang tinggi
terhadap
perubahan
regulasi dan
kebijakan yang
berkaitan dengan
peningkatankesej
ahteraan rakyat;

Refocusing
anggaran
yang
dilaksanakan
berkali-kali
sehingga
menyebabkan
beberapa
kegiatan
tidak
terlaksana

Tingginya
koordinasi dan
kerjasama antar
bagian dalam
melaksanakan
tugas dan
menyelesaikan
berbagai kendala
yang dihadapi.

Ego sektoral
masih sering
terjadi dalam
pencapaian
tujuan
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3. Telaahan KLHS

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program
dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan. Telaah dan analisis dokumen ini
berdasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten
Bantul Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten
Bantul Tahun 2025-2029, maka Capaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB/SDGs) Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Telaah Rekomendasi KLHS

ARAHAN REKOMENDASI
FAKTOR FAKTOR
INDIKATOR TPB HASIL PROGRAM HASIL PENGHAMBAT | PENDORONG KETERANGAN
KLHS KLHS
Persentase
penggunaan E
{)erlf)}i:;gz;nent - Menjadi 80 - - TPB Tercapai
belanja
pengadaan.
Persentase
instansi
pemerintah yang
memiliki nilai Meningkat menjadi:

Indeks Reformasi
Birokrasi Baik
Kementerian/Le
mbaga dan
Pemerintah
Daerah (Provinsi/
Kabupaten /Kota).

Kementerian /Lemb

aga 75. Provinsi: 60.

Kabupaten/Kota:
45

TPB Tercapai

Persentase
Kepatuhan
pelaksanaan UU
Pelayanan Publik

Meningkat menjadi:
Kementerian: 100.
Lembaga: 100.

Kementerian/Le - Provinsi: 100 - - TPB Tercapai
mbagg dan Kabupaten/Kota:

Pemerintah 30

Daerah (Provinsi/

Kabupaten/Kota).

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-

bab sebelumnya, maka ditentukan isu-isu strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029

adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.7 Rumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Potensi Daerah yang | Permasalahan Isu KLHS yang Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD
Menjadi PD Relevan dengan
Kewenangan PD
PD
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Perumusan kebijakan | Penataan - Tingginya Komitmen Memperkuat Penyederhanaan | Peningkatan kinerja
dan tata kelola | kelembagaan dan | angka Sustainable reformasi politik, | birokrasi dan | kelembagaan
penyelenggaraan tata laksana | kemiskinan Development hukum, dan | pemanfaatan perangkat daerah yang
pemerintahan untuk efisiensi| dan Goals (SDG’s ) | birokrasi, serta | TIK adaptif, kolabroratif
dan  efektivitas | kesenjangan meliputi 17 | memperkuat dan dinamis
organisasi wilayah. tujuan pencegahan dan | Percepatan
pemerintah pemberantasan penanggulangan
daerah korupsi, kemiskinan
- Belum narkoba, judi,
optimalnya tata dan
nilai budaya penyelundupan
istimewa
Yogyakarta
yang mengakar
pada perilaku
dan
pembangunan
Peningkatan kualitas

produk hukum

Optimalisasi kualitas
layanan pengadaan
barang

Peningkatan kualitas
penyusunan dokumen
perencanaan,

61




Potensi Daerah yang | Permasalahan Isu KLHS yang Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD
Menjadi PD Relevan dengan
Kewenangan PD
PD
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

pelaporan dan
penatausahaan
keuangan
Peningkatan kualitas
dan kuantitas
Monitoring dan
evaluasi terhadap
pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama

Peningkatan Optimalisasi

kualitas dan | pelayanan baik kepada

daya saing | masyarakat maupun

sumber daya | Pimpinan

manusia
Penguatan nilai
spiritual dalam
kehidupan
bermasyarakat
Peningkatan akses
masyarakat terhadap
lembaga keuangan
mikro
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi
yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya. rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan

pada tabel berikut:
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Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

NSPK & SASARAN TARGET TAHUN
RPJMD BASELINE
YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN | INDIKATOR 2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | “°F
DENGAN PD
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Meningkatnya Meningkatkan Nilai EPPD 3.4254 3.4275 | 3.4280 | 3.4282 | 3.4285 | 3.4290 | 3.4295
Kinerja kualitas
Pemerintahan penyelenggara
Daerah yang an
Akuntabel, Bersih, | pemerintahan
Berbasis Digital daerah
dan Pelayanan
Publik yang
Profesional
Meningkat | Nilai 13.75 13.80 | 13.82 13.85 13.90 | 13.95 14.00
nya Komponen
kinerja Pelaporan
pemerinta | Kinerja AKIP
h daerah
Indeks 90.14 90.64 | 91.00 | 91.50 | 92.00 | 92.50 | 93.00
Kepuasan
Masyarakat
Indeks Tata 80.82 81 82.00 | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00
Kelola
Pengadaan
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3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah mencapai tujuan dan
sasaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra dengan efektif dan
efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang
berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk
menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai
sasaran Sekretariat Daerah secara bertahap.
Selain itu, Sekretariat Daerah juga mendukung terhadap capaian
kinerja Daerah antara lain dengan:
1. Melaksanakan Analisa Anggaran Responsif Pengarusutamaan Gender
dalam Dokumen Perencanaan;
2. Mendorong peningkatan kuantitas keterlibatan perempuan dalam

pengambilan keputusan sebagai tenaga manajerial, professional,
administrasi, dan teknisi;

3. Mendukung keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan kegiatan

Sekretariat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi Renstra Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan

dan sasaran Perangkat Daerah yaitu berupa pentahapan pembangunan

tahunan. Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah dapat disajikan sebagai

berikut:
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
(1) (2) (3) (4) (5)
Penguatan Peningkatan | Optimalisasi Peningkatan Peningkatan
kelembagaan | kualitas dan | kualitas layanan | akses masyarakat | kualitas
perangkat kuantitas pengadaan terhadap lembaga | produk
daerah yang | monev barang dengan keuangan mikro hukum serta
adaptif, pelaksanaan | didukung dengan didukung | peningkatan
kolabroratif Perjanjian dengan kualitas | dengan kualitas
dan dinamis | Kerja Sama | penyusunan penguatan nilai layanan
agar terjadi dokumen spiritual melalui terhadap
optimalisasi perencanaan, program Pimpinan
pelayanan pelaporan dan pembinaan lintas | dan
publik penatausahaan agama Masyarakat
keuangan
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Dengan adanya fokus pada tiap pentahapan, maka diharapkan seluruh

capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Rumusan arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Bantul dituangkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

No

Arah Kebijakan
RPJMD

Arah Kebijakan

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan tata
kelola organisasi
pemerintah daerah

Meningkatkan kualitas
Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja

Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja yang sesuai dengan
NSPK

Meningkatkan kuantitas
koordinasi dan penyusunan
Laporan Keuangan Bagian

Penyusunan Laporan
Keuangan yang sesuai
NSPK

Meningkatkan kuantitas
koordinasi penyusunan
Laporan Aset

Penyusunan Laporan Aset
sesuai NSPK

Meningkatkan kualitas
perumusan kebijakan

Koordinasi dengan
perangkat daerah
pengampu kebijakan

Meningkatkan kualitas
produk hukum

Pendampingan,
penyusunan, dan
pembahasan produk
hukum dengan pangampu
kepentingan

Meningkatkan kualitas
pelayanan hukum

Pendampingan layanan
bantuan hukum litigasi
dan non litigasi serta
pengelolaan informasi

Meningkatkan kualitas
penyusunan dan pengelolaan
kelembagaan dan analisis
jabatan

1. Penyusunan Laporan
Penataan Kelembagaan
PD dan UPTD

2. Penyusunan Kebijakan
TPP

3. Penyusunan Anjab
dan ABK

Meningkatkan capaian kinerja
Reformasi Birokrasi

1. Penyusunan PK
Pendampingan
Pelaksanaan AKIP

3. Pendampingan

66




No

Arah Kebijakan
RPJMD

Arah Kebijakan

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

Implementasi
Reformasi Birokrasi
4. Penyusunan Laporan
Akuntabiltas Kinerja
5. Penyusunan Laporan
Implementasi
Reformasi Birokrasi

Menguatkan monev kualitas
pelayanan publik dan tata
laksana

1.Evaluasi PEKPPP

2.Pendampingan KIPP

3.Pelaksanaan Evaluasi
Kepatuhan Standar
Pelayanan Publik

Meningkatkan fasilitasi
pelayanan publik dan tata
laksana

1. Penyusunan Laporan
SKM

2. Penyusunan Laporan
FKP

3. Penyusunan Peta Proses
Bisnis

4. Perumusan dan evaluasi
kebijakan Tatalaksana

Meningkatkan kualitas
layanan pengadaan barang
dan jasa yang efektif dan
efisien;

1. Review Pengadaan
Barang dan Jasa

2. Sosialisasi Pengadaan
Barang dan Jasa

3. Pendampingan
Pengadaan Barang dan
Jasa

Optimalisasi penataan
administrasi pemerintahan
serta pengelolaan
administrasi kewilayahan;

Penataan administrasi
pemerintahan, pengelolaan
administrasi kewilayahan
dan fasilitasi pelaksanaan
otonomi daerah

Penguatan fasilitasi serta
evaluasi terhadap
pelaksanaan kerja sama

Fasilitasi dan evaluasi
pelaksanaan kerja sama
dalam dan luar negeri

Menguatkan nilai spiritual
melalui program pembinaan
lintas agama dan fasilitasi
hari besar keagamaan

Kolaborasi lintas
pemangku kepentingan
dalam penguatan nilai
spiritual dan pembinaan
keagamaan

Meningkatkan kolaborasi
dengan PD yang menangani
urusan keagamaan,

Kolaborasi dengan
perangkat daerah,
kalurahan,ormas
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No

Arah Kebijakan
RPJMD

Arah Kebijakan

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

pendidikan dan kesehatan,
Kalurahan, lembaga
ormas/keagamaan dan tokoh
masyarakat

keagamaan dan tokoh
masyarakat dalam
menyelenggarakan
pembinaan keagamaan
dan penguatan nilai
spiritual dengan
pendekatan terintegrasi

Meningkatkan pembinaan
remaja, komunitas
keagamaan dan pendidikan
spiritual inklusi berbasis
masyarakat

Meningkatkan dan
melaksanakan program
yang mengintegritasikan
aspek spiritual, moral,
sosial, dan inklusi dengan
pendekatan berbasis
kebutuhan dan potensi
masyarakat

Meningkatkan kualitas
kebijakan perekonomian,
pembangunan, dan sumber
daya alam

Penyusunan peraturan
dan dokumen bidang
perekonomian,
pembangunan, dan
sumber daya alam

Meningkatkan kualitas
koordinasi, pemantauan, dan
evaluasi kebijakan
perekonomian,
pembangunan, dan sumber
daya alam

Koordinasi pemantauan,
dan evaluasi kebijakan
perekonomian,
pembangunan, dan
sumber daya alam dengan
pemangku kepentingan

Digitalisasi Pelayanan baik
kepada masyarakat maupun
Pimpinan

Peningkatan sarana dan
prasarana layanan
pimpinan dan masyarakat
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta
pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan
berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk
program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan

indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis
dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya

Istimewa

Misi 2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif.
inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk
meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan

berkeadilan

Tujuan: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja
tinggi dan akuntabel

Sasaran: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
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Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN

BIDANG

SASARAN URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PE]?:];\'RGAIEAT KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
YANG TUggA" SASI‘,‘];“N OUTCOME / | OUTCOME / | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01 -
SEKRETARIAT 44.578.912.971,00 44.705.748.013,00 44.948.966.488,00 44.890.725.226,00 45.193.475.062,00
DAERAH
4.01.01 -
PROGRAM
PENUNJANG 4.01.0.00.0.00.
URUSAN 01.0000 -
PEMERINTAHAN 31.553.816.328,00 34.095.160.160,00 34.338.245.233,00 34.516.007.793,00 34.701.818.097,00 Sekretariat
DAERAH Daerah
KABUPATEN/KO
TA
Meningkatnya Indeks 4.01.0.00.0.00.
efektifitas . 01.0016 -
evaluasi 80.26 82.00 85 1.150.000.000,00 87 1.175.000.000,00 89 1.200.000.000,00 90 1.225.000.000,00 91 1.250.000.000,00 .
kelembagaan Bagian
kelembagaan L.
daerah Organisasi
4.01.01.2.06 -
gfnri‘;‘s;::;gkat 150.000.000,00 165.000.000,00 183.000.000,00 207.440.000,00 201.860.000,00
Daerah
Jumlah
Dokumen
Capaian Kinerja PD;:E:agr?;an
Meningkat gfnﬁ‘;‘ifgf:;gkat Sistem 1 1 2 150.000.000,00 2 165.000.000,00 2 183.000.000,00 2 207.440.000,00 2 201.860.000,00
nya 1
K}’ ) Daerah Pemermtgha
nerja n Berbasis
Eemermta Meningka Elektronik
Danr n tkan pada SKPD
:rf a kualitas Meningkat | 4.01.01.2.06.001
}Aku%ltabel penyelen | nya kinerja | 1 - Dukungan
Bersih " | ggaraan pemerintah P(.elaksanaan
Berbasis P}elmermt daerah E(‘;S?m tahan 150.000.000,00 165.000.000,00 183.000.000,00 207.440.000,00 201.860.000,00
.. anan
gllgltal dan daerah Berbasis
clayanan Elektronik pada
Publik SKPD
yang Jumlah
Profesional Terlaksananya Dokumen
Dukungan Dukungan
Pelaksanaan &
Sistem Pelaksanaan
Pemerintahan Sistem 1 1 2 150.000.000,00 2 165.000.000,00 2 183.000.000,00 2 207.440.000,00 2 201.860.000,00
Berbasis Pemerintaha
. n Berbasis
g{%{g onik pada Elektronik
pada SKPD
4.01.01.2.13 -
Penataan 1.000.000.000,00 1.010.000.000,00 1.017.000.000,00 1.017.560.000,00 1.048.140.000,00
Organisasi
Jumlah
Laporan
Hasil
Fasilitasi 2 2 3 1.000.000.000,00 3 1.010.000.000,00 3 1.017.000.000,00 3 1.017.560.000,00 4 1.048.140.000,00
Pelayanan
Capaian Kinerja Publik dan
Penataan Tata Laksana
Organisasi Jumlah
Dokumen
Peningkatan 2 2 3 3 3 4 3
Kinerja dan
Reformasi
Birokrasi
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ﬁ‘;‘jgfﬁ U?Qll?é\ ENG / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PEIE:;;SAKE?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Dokumen
Pengelolaan 9 12 2 3 3 3 3
Kelembagaan
dan Analisis
Jabatan
Jumlah
Dokumen
Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian 2 2 3 3 3 3 3
Kualitas
Pelayanan
Publik dan
Tata Laksana
4.01.01.2.13.000
1 - Pengelolaan
Kelembagaan 250.000.000,00 300.000.000,00 275.000.000,00 250.000.000,00 290.000.000,00
dan Analisis
Jabatan
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Pengelolaan Penselolaan
Kelembagaan Kele%nba aan 2 12 2 250.000.000,00 3 300.000.000,00 3 275.000.000,00 3 250.000.000,00 3 290.000.000,00
dan Analisis ga
Jabatan dan Analisis
Jabatan
4.01.01.2.13.000
2 - Fasilitasi
Pelayanan Publik 220.000.000,00 192.000.000,00 208.400.000,00 200.000.000,00 233.140.000,00
dan Tata
Laksana
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Fasilitasi Hasil
Pelayanan Publik | Fasilitasi 2 2 3 220.000.000,00 3 192.000.000,00 3 208.400.000,00 3 200.000.000,00 4 233.140.000,00
dan Tata Pelayanan
Laksana Publik dan
Tata Laksana
4.01.01.2.13.000
3 - Peningkatan
Kinerja dan 310.000.000,00 326.000.000,00 325.200.000,00 357.560.000,00 300.000.000,00
Reformasi
Birokrasi
Terlaksananya Jumlah
. Dokumen
Peningkatan Peninekatan
Kinerja dan Kiner'ga dan 2 2 3 310.000.000,00 3 326.000.000,00 3 325.200.000,00 4 357.560.000,00 3 300.000.000,00
Reformasi Ja ca
. . Reformasi
Birokrasi . X
Birokrasi

4.01.01.2.13.000
4 - Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian
Kualitas
Pelayanan Publik
dan Tata
Laksana

220.000.000,00

192.000.000,00

208.400.000,00

210.000.000,00

225.000.000,00
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ﬁ‘;‘jgfﬁ U?Qll?é\ ENG / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PEIE:;;SAKE?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Terla}ksa}nanya Dokumen
Monitoring, .
Evaluasi dan Mon1t0r1.ng,
Pengendalian Evaluasi dg n
Kualitas Penggndahan 2 2 3 220.000.000,00 3 192.000.000,00 3 208.400.000,00 3 210.000.000,00 3 225.000.000,00
. Kualitas
Pelayanan Publik
dan Tata Pelayanan
Laksana Publik dan
Tata Laksana
Nilai
Akuntabilitas
Meningkatnya Kinerja 4.01.0.00.0.00.
gmema . Instansi 82.35 82.36 82.37 | 25.100.000.000,00 82.38 26.125.000.000,00 82.39 27.125.000.000,00 82.4 27.175.000.000,00 82.41 27.200.000.000,00 | 91:0000 -
ekretariat Pemerintah Sekretariat
Daerah (AKIP) Daerah
Perangkat
Daerah
4.01.01.2.02 -
Administrasi
Keuangan 23.800.000.000,00 24.800.000.000,00 25.800.000.000,00 25.800.000.000,00 25.800.000.000,00
Perangkat
Daerah
Capaian Kinerja ‘éliillahan
Administrasi Mene%i)r/n ag
Keuangan Gaji dan 2044 2306 2324 23.800.000.000,00 2324 24.800.000.000,00 2324 25.800.000.000,00 2324 25.800.000.000,00 2324 25.800.000.000,00
Perangkat Tuni
Daerah unjangan
ASN
4.01.01.2.02.000
é;jfzr;fd‘aan 23.800.000.000,00 24.800.000.000,00 25.800.000.000,00 25.800.000.000,00 25.800.000.000,00
Tunjangan ASN
Jumlah
Tersedianya Gaji ﬁiit%i}s:g
dan Tunjangan Gaji dan 2044 2306 2324 23.800.000.000,00 2324 24.800.000.000,00 2324 25.800.000.000,00 2324 25.800.000.000,00 2324 25.800.000.000,00
ASN Tunjangan
ASN
4.01.01.2.11 -
Administrasi
Keuangan dan
Operasional 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Daerah
Jumlah
Capaian Kinerja Orang yang
Administrasi Menerima
Keuangan dan Gaji dan
Operasional Tunjangan 28 28 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00
Kepala Daerah Kepala

dan Wakil Kepala
Daerah

Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah

4.01.01.2.11.000
1 - Penyediaan
Gaji dan
Tunjangan
Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Daerah

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00
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Jumlah
Orang yang
Tersedianya Gaji | Menerima
dan Tunjangan Gaji dan
Kepala Daerah Tunjangan 28 28 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00 28 200.000.000,00
dan Wakil Kepala | Kepala
Daerah Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah
Nilai
. Akuntabilitas 4.01.0.00.0.00.
Memr_lgkatnya Kinerja ) 01.0013 -
gmema . Instansi 82.35 82.36 82.37 | 25.100.000.000,00 82.38 26.125.000.000,00 82.39 27.125.000.000,00 82.4 27.175.000.000,00 82.41 27.200.000.000,00 | Bagian
ekretariat Pemerintah
Perencanaan
Daerah (AKIP) dan Keuangan
Perangkat g
Daerah
4.01.01.2.01 -
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi 201.265.000,00 202.787.500,00 202.787.500,00 225.050.000,00 225.050.000,00
Kinerja
Perangkat
Daerah
Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD dan
Laporan
Hasil 2 2 2 201.265.000,00 2 202.787.500,00 2 202.787.500,00 2 225.050.000,00 2 225.050.000,00
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
Persentase SKPD
Kualitas Jumlah
Dokumen L
aporan
Perencanaan Evaluasi
Y 5 4 4 4 4 4 4
Kinerja
Perangkat
Daerah
Jumlah
Dokumen
Perencanaan 4 4 4 4 4 4 4
Perangkat
Daerah
Jumlah
Dokumen
DPA-SKPD
dan Laporan
Hasil 2 2 2 2 2 2 2

Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
DPA-SKPD
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SASARAN URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PE[EAAEI:VRGAKI-?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.01.2.01.000
1 - Penyusunan
Dokumen 11.900.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Perencanaan
Perangkat
Daerah
Tersusunnya Jumlah
Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan 4 4 4 11.900.000,00 4 12.000.000,00 4 12.000.000,00 4 12.000.000,00 4 12.000.000,00
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
4.01.01.2.01.000
4 - Koordinasi 47.703.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00
dan Penyusunan
DPA-SKPD
Tersedianya %%I;éﬁlen
Dokumen DPA- DPA-SKPD
SKPD dan
Laporan Hasil dan Laporan
- Hasil 2 2 2 47.703.000,00 2 48.000.000,00 2 48.000.000,00 2 48.000.000,00 2 48.000.000,00
Koordinasi . .
Koordinasi
Penyusunan Penvusunan
Dokumen DPA- e
SKPD Dokumen
DPA-SKPD
4.01.01.2.01.000
6 - Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan Capaian 42.287.500,00 42.287.500,00 42.287.500,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah
Laporan
Capaian
. Kinerja dan
Tersedianya ‘ Ikhtisar
Laporan Capaian C
. Realisasi
Kinerja dan Kinerja
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD SKPD dan
dan Laporan Laporan
. . . Hasil 2 2 2 42.287.500,00 2 42.287.500,00 2 42.287.500,00 2 45.000.000,00 2 45.000.000,00
Hasil Koordinasi . .
Koordinasi
Penyusunan
. Penyusunan
Laporan Capaian
. . Laporan
Kinerja dan Capaian
Ikhtisar Realisasi Kirf)erja dan
Kinerja SKPD Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
4.01.01.2.01.000
7 - Evaluasi
Kinerja 99.374.500,00 100.500.000,00 100.500.000,00 120.050.000,00 120.050.000,00
Perangkat
Daerah
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Evaluasi Kinerja | Evaluasi 5 4 4 99.374.500,00 4 100.500.000,00 4 100.500.000,00 4 120.050.000,00 4 120.050.000,00
Perangkat Kinerja
Daerah Perangkat
Daerah
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SASARAN URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PE[EAAEI:VRGAKI-?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.01.2.02 -
Administrasi
Keuangan 850.127.385,00 872.212.500,00 872.212.500,00 886.212.500,00 911.212.500,00
Perangkat
Daerah
Jumlah
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD dan
i‘zf;‘r’;‘}‘r?asi 12 12 12 850.127.385,00 12 872.212.500,00 12 872.212.500,00 12 886.212.500,00 12 911.212.500,00
. . Penyusunan
Em%}{at Capalan Laporan
ealisasi Keuangan
Keuangan .
Bulanan/Tri
Program Setda
wulanan/Se
mesteran
SKPD
Jumlah
Dokumen
Hasil
Penyediaan 12 12 12 12 12 12 12
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN
4.01.01.2.02.000
2 - Penyediaan
Administrasi 814.857.385,00 836.712.500,00 836.712.500,00 850.712.500,00 865.712.500,00
Pelaksanaan
Tugas ASN
Jumlah
Tersedianya gzls(;ilmen
‘gggg‘:;;aai Penyediaan 12 12 12 814.857.385,00 12 836.712.500,00 12 836.712.500,00 12 850.712.500,00 12 865.712.500,00
Tusas ASN Administrasi
& Pelaksanaan
Tugas ASN
4.01.01.2.02.000
7 - Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan
Keuangan 35.270.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 45.500.000,00
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD
Tersedianya Jumlah
Laporan
Laporan
Keuangan
Keuangan
. Bulanan/
Bulanan/Triwula .
Triwulanan/
nan/Semesteran
SKPD dan Semesteran
Laporan SKPD dan
KoIc))rdinasi Laporan 12 12 12 35.270.000,00 12 35.500.000,00 12 35.500.000,00 12 35.500.000,00 12 45.500.000,00
Koordinasi
Penyusunan
Penyusunan
Laporan
Laporan
Keuangan
. Keuangan
Bulanan/Triwula .
Bulanan/Tri
nan/Semesteran wulanan/Se
SKPD
mesteran
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DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SKPD
4.01.01.2.03 -
Administrasi
Barang Milik 13.807.615,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Daerah pada
Perangkat
Daerah
Jumlah
Laporan
. Rekonsiliasi
Cap.alan dan
Egillzii;?:trasi Penyusunan 12 n/a 12 13.807.615,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00
BMD Laporan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
4.01.01.2.03.000
5 - Rekonsiliasi
dan Penyusunan 13.807.615,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Laporan Barang
Milik Daerah
pada SKPD
Jumlah
Laporan
Terlaksgpar}ya Reionsiliasi
Rekonsiliasi dan
Penyusunan dan
L B Penyusunan 12 n/a 12 13.807.615,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00
aporan Barang
Milik Daerah Laporan i
pada SKPD Barang Milik
Daerah pada
SKPD
4.01.01.2.06 -
Administrasi 34.800.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 48.737.500,00 48.737.500,00
Umum Perangkat
Daerah
Jumlah
Dokumen
Capaian Bahan
Realisasi Bacaan dan
Kegiatan Peraturan 12 12 25 34.800.000,00 25 35.000.000,00 25 35.000.000,00 25 48.737.500,00 25 48.737.500,00
Administrasi Perundang-
Umum Undangan
yang
Disediakan
4.01.01.2.06.000
6 - Penyediaan
dBahan Bacaan 34.800.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 48.737.500,00 48.737.500,00
an Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah
Dokumen
Tersedianya Bahan
Bahan Bacaan Bacaan dan
dan Peraturan Peraturan 12 12 25 34.800.000,00 25 35.000.000,00 25 35.000.000,00 25 48.737.500,00 25 48.737.500,00
Perundang- Perundang-
undangan Undangan
yang
Disediakan
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RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Indek
Meningkatnya Kepuasan 4.01.0.00.0.00.
kualitas layanan | Masyarakat 80.26 91.7 2 92 | 5.303.816.328,00 92.5 6.795.160.160,00 93 6.013.245.233,00 94 6.116.007.793,00 95 6.251.818.097,00 | 010017~
Sekretariat (IKM) ’ : ’ ’ ’ ’ : ’ ’ : ’ ’ ’ : ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Bagian Umum
Daerah Perangkat dan Protokol
Daerah
4.01.01.2.05 -
Administrasi
Kepegawaian 39.991.200,00 39.991.200,00 39.991.200,00 39.991.200,00 39.991.200,00
Perangkat
Daerah
Jumlah
Capaian Kinerja Paket
Administrasi Pakaian
Kepegawaian Dinas 40 40 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00
Perangkat beserta
Daerah Atribut
Kelengkapan
4.01.01.2.05.000
2 - Pengadaan
Pakaian Dinas 39.991.200,00 39.991.200,00 39.991.200,00 39.991.200,00 39.991.200,00
beserta Atribut
Kelengkapannya
Jumlah
Tersedianya PakeF
Pakaian Dinas Pa}kalan
. Dinas 40 40 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00 40 39.991.200,00
beserta Atribut
Kelengkapan bes.erta
Atribut
Kelengkapan
4.01.01.2.06 -
Administrasi 708.001.968,00 1.042.180.936,00 841.701.968,00 942.701.968,00 1.042.701.968,00
Umum Perangkat
Daerah
Jumlah
Paket
Komponen
Instalasi
Listrik /Pener 33 33 33 708.001.968,00 33 1.042.180.936,00 33 841.701.968,00 33 942.701.968,00 33 1.042.701.968,00
angan
Bangunan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah
Paket
Peralatan
. N dan
Capaian Kinerja Perlenckapa 15 25 15 15 15 15 20
Administrasi £xap
n Kantor
Umum Perangkat yang
Dacrah Disediakan
Jumlah
Paket
Peralatan
Rumah 1 17 1 1 1 10 10
Tangga yang
Disediakan
Jumlah
Paket Barang
Cetakan dan 3 14 3 3 3 3 3
Penggandaan
yang
Disediakan
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RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Laporan
Penyelenggar
aan Rapat 12 178 12 12 12 12 12
Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD
Jumlah
Laporan
Fasilitasi 12 8 12 12 12 12 12
Kunjungan
Tamu
Jumlah
Dokumen
Penatapsaha 1 3 4 4 4 4 4
an Arsip
Dinamis
pada SKPD
4.01.01.2.06.000
1 - Penyediaan
Komponen
Instalasi 67.455.830,00 67.455.830,00 67.455.830,00 67.455.830,00 67.455.830,00
Listrik/Penerang
an Bangunan
Kantor
Jumlah
Tersedianya Paket
Komponen Kompogen
Instalasi Ir_lstqla&
Listri Listrik /Pener 33 33 33 67.455.830,00 33 67.455.830,00 33 67.455.830,00 33 67.455.830,00 33 67.455.830,00
istrik/Penerang ancan
an Bangunan g
Kantor Bangunan
Kantor yang
Disediakan
4.01.01.2.06.000
2 - Penyediaan
Peralatan dan 57.644.238,00 57.644.238,00 57.644.238,00 57.644.238,00 97.644.238,00
Perlengkapan
Kantor
Jumlah
Paket
Tersedianya Peralatan
Peralatan dan dan 15 25 15 57.644.238,00 15 57.644.238,00 15 57.644.238,00 15 57.644.238,00 20 97.644.238,00
Perlengkapan Perlengkapa
Kantor n Kantor
yang
Disediakan
4.01.01.2.06.000
3 - Penyediaan 182.300,00 182.300,00 182.300,00 100.182.300,00 100.182.300,00
Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah
Tersedianya llzifael;tan
Peralatan Rumah Rumah 1 17 1 182.300,00 1 182.300,00 1 182.300,00 10 100.182.300,00 10 100.182.300,00
Tangga T
angga yang
Disediakan

4.01.01.2.06.000
5 - Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan

127.935.600,00

127.935.600,00

127.935.600,00

127.935.600,00

127.935.600,00

78




NSPK DAN BIDANG
SASARAN URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PE[EAAEI:VRGAKI-?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Tersedianya Paket Barang
Barang Cetakan | Cetakan dan 3 14 3 127.935.600,00 3 127.935.600,00 3 127.935.600,00 3 127.935.600,00 3 127.935.600,00
dan Penggandaan
Penggandaan yang
Disediakan
4.01.01.2.06.000
8 - Fasilitasi 233.000.000,00 333.000.000,00 333.000.000,00 333.000.000,00 333.000.000,00
Kunjungan Tamu
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Fasilitasi Fasilitasi 12 8 12 233.000.000,00 12 333.000.000,00 12 333.000.000,00 12 333.000.000,00 12 333.000.000,00
Kunjungan Tamu | Kunjungan
Tamu
4.01.01.2.06.000
9-
Penyelenggaraan 221.484.000,00 422.962.968,00 221.484.000,00 221.484.000,00 281.484.000,00
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Penyelenggar
Penyelenggaraan aan Rapat
Rapat Koordinasi Koordirlljasi 12 178 12 221.484.000,00 12 422.962.968,00 12 221.484.000,00 12 221.484.000,00 12 281.484.000,00
dan Konsultasi dan
SKPD Konsultasi
SKPD
4.01.01.2.06.001
0 -
Penatausahaan 300.000,00 33.000.000,00 34.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Arsip Dinamis
pada SKPD
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Penatausahaan | Penatausaha 1 3 4 300.000,00 4 33.000.000,00 4 34.000.000,00 4 35.000.000,00 4 35.000.000,00
Arsip Dinamis an Arsip
pada SKPD Dinamis
pada SKPD
4.01.01.2.07 -
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
. 4.500.000,00 57.700.000,00 57.700.000,00 57.700.000,00 57.700.000,00
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Jumlah Unit
Aset Tetap 1 2 1 4.500.000,00 2 57.700.000,00 2 57.700.000,00 2 57.700.000,00 2 57.700.000,00
. . . Lainnya yang
Capaian Kinerja Disediakan
Pengadaalflv Jumlah Unit
Barang Milik
Daerah Peralatan
. dan Mesin 1 2 1 3 3 3 3
Penunjang .
Lainnya yang
Urusan . :
. Disediakan
Pemerintah
Daerah ;ulr{nlal\}j[ bel
aket Mebe 1 4 1 1 1 1 1
yang
Disediakan
4.01.01.2.07.000
5 - Pengadaan 750.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Mebel
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SASARAN URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PE[EAAEI:VRGAKI-?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Tersedianya Paket Mebel 1 4 1 750.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00
Mebel yang
Disediakan
4.01.01.2.07.000
6 - Pengadaan 3.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00
Peralatan dan
Mesin Lainnya
Jumlah Unit
Tersedianya Peralatan
Peralatan dan dan Mesin 1 2 1 3.700.000,00 3 13.700.000,00 3 13.700.000,00 3 13.700.000,00 3 13.700.000,00
Mesin Lainnya Lainnya yang
Disediakan
4.01.01.2.07.000
7 - Pengadaan 50.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Aset Tetap
Lainnya
Jumlah Unit
;ersedlaflya Aset | Asct Tetap 1 2 1 50.000,00 2 4.000.000,00 2 4.000.000,00 2 4.000.000,00 2 4.000.000,00
etap Lainnya Lainnya yang
Disediakan
4.01.01.2.08 -
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan 1.990.590.660,00 2.395.590.660,00 1.990.590.660,00 1.990.590.660,00 1.990.590.660,00
Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Laporan
Penyediaan 12 24 12 1.990.590.660,00 12 2.395.590.660,00 12 1.990.590.660,00 12 1.990.590.660,00 12 1.990.590.660,00
Jasa Surat
Menyurat
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Peralatan 12 13 12 12 12 12 12
dan
Perlengkapa
n Kantor
Capaian Kinerja yang
Penyediaan Jasa | Disediakan
Penunjang Jumlah
Urusan Laporan
Pemerintah Penyediaan
Daerah Jasa 58 61 58 58 58 58 58
Pelayanan
Umum
Kantor yang
Disediakan
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi, 12 12 12 12 12 12 12
Sumber
Daya Air dan
Listrik yang
Disediakan

4.01.01.2.08.000
1 - Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00
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SASARAN URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PEIEAAgl!GAK}?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan 12 24 12 1.200.000,00 12 1.200.000,00 12 1.200.000,00 12 1.200.000,00 12 1.200.000,00
Surat Menyurat Jasa Surat
Menyurat
4.01.01.2.08.000
2 - Penyediaan
Jasa . . 89.090.000,00 89.090.000,00 89.090.000,00 89.090.000,00 89.090.000,00
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah
Laporan
Tersedianya Jasa Ll;’zlslzedlaan
gomumkaSI’ | Komunikasi, 12 12 12 89.090.000,00 12 89.090.000,00 12 89.090.000,00 12 89.090.000,00 12 89.090.000,00
umber Daya Air
dan Listrik Sumber
Daya Air dan
Listrik yang
Disediakan
4.01.01.2.08.000
3 - Penyediaan
:,'1:[:1& Peralatan 45.000.000,00 450.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Perlengkapan
Kantor
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Tersedianya Jasa | Jasa
Peralatan dan Peralatan 12 13 12 45.000.000,00 12 450.000.000,00 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00 12 45.000.000,00
Perlengkapan dan
Kantor Perlengkapa
n Kantor
yang
Disediakan
4.01.01.2.08.000
4 - Penyediaan 1.855.300.660,00 1.855.300.660,00 1.855.300.660,00 1.855.300.660,00 1.855.300.660,00
Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah
Laporan
Tersedianya Jasa Szzgedlaan
Pelayanan Pelavanan 58 61 58 1.855.300.660,00 58 1.855.300.660,00 58 1.855.300.660,00 58 1.855.300.660,00 58 1.855.300.660,00
Umum Kantor Y
Umum
Kantor yang
Disediakan
4.01.01.2.09 -
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah 1.033.731.700,00 1.433.696.564,00 1.303.696.564,00 1.303.696.564,00 1.323.696.564,00
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Capaian Kinerja Jumlah
Pemeliharaan Peralatan
Barang Milik dan Mesin 10 20 10 1.033.731.700,00 20 1.433.696.564,00 10 1.303.696.564,00 10 1.303.696.564,00 30 1.323.696.564,00
Daerah Lainnya yang
Penunjang Dipelihara
Urusan Jumlah
Pemerintahan Mebel yang 20 10 20 20 10 10 10
Daerah Dipelihara
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ﬁ‘;‘jgfﬁ U?Qll?é\ ENG / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PEIE:;;SAKE?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan 6 10 6 6 6 6 6
yang
Dipelihara
dan
dibayarkan
Pajaknya
Jumlah
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan 32 32 23 32 32 32 32
yang
Dipelihara
dan
dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah
Gedung
Kantor dan
Bangunan 7 7 7 7 7 7 7
Lainnya yang
Dipelihara/D
irehabilitasi
4.01.01.2.09.000
1 - Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
gzrgl‘;l;?:;aan’ 240.870.000,00 240.870.000,00 240.870.000,00 240.870.000,00 240.870.000,00
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
Jumlah
Tersedianya Jasa | Kendaraan
Pemeliharaan, Perorangan
Biaya Dinas atau
Pemeliharaan Kendaraan
ian Pajalk Dinas 6 10 6 240.870.000,00 6 240.870.000,00 6 240.870.000,00 6 240.870.000,00 6 240.870.000,00
endaraan Jabatan
Perorangan yang
Dinas atau Dipelihara
Kendaraan Dinas | dan
Jabatan dibayarkan
Pajaknya
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NSPK DAN

BIDANG

SASARAN URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PE[EAAEI:VRGAKI-?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.01.2.09.000
2 - Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, 274.443.400,00 374.443.400,00 374.443.400,00 374.443.400,00 374.443.400,00
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah
. Kendaraan
Tersedianya Jasa -
. Dinas
Pemeliharaan, .
- Operasional
Biaya
. atau
Pemeliharaan, Lapanean
Pajak dan aﬁ g 32 32 23 274.443.400,00 32 374.443.400,00 32 374.443.400,00 32 374.443.400,00 32 374.443.400,00
Perizinan }],Di glih ‘
Kendaraan Dinas pelihara
) dan
Operasional atau -
Lapanean dibayarkan
pang Pajak dan
Perizinannya
4.01.01.2.09.000
5 - Pemeliharaan 30.940.000,00 30.940.000,00 10.940.000,00 10.940.000,00 10.940.000,00
Mebel
Terlaksananya Jumlah
Pemeliharaan Mebel yang 20 10 20 30.940.000,00 20 30.940.000,00 10 10.940.000,00 10 10.940.000,00 10 10.940.000,00
Mebel Dipelihara
4.01.01.2.09.000
6 - Pemeliharaan 7.500.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 27.500.000,00
Peralatan dan
Mesin Lainnya
Terlaksananya Jumllah
Pemeliharaan Pera at"“.l
dan Mesin 10 20 10 7.500.000,00 20 17.500.000,00 10 7.500.000,00 10 7.500.000,00 30 27.500.000,00
Peralatan dan .
Mesin Lainnya Lainnya yang
Dipelihara
4.01.01.2.09.000
9-
Pemeliharaan/Re
habilitasi 479.978.300,00 769.943.164,00 669.943.164,00 669.943.164,00 669.943.164,00
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
Terlaksananya Jumlah
. Gedung
Pemeliharaan/Re
habilitasi Kantor dan
Bangunan 7 7 7 479.978.300,00 7 769.943.164,00 7 669.943.164,00 7 669.943.164,00 7 669.943.164,00
Gedung Kantor -
dan Bangunan Lainnya yang
Lai Dipelihara/D
amnya irehabilitasi
4.01.01.2.11 -
Administrasi
Keuangan dan
Operasional 980.280.800,00 1.180.280.800,00 1.180.280.800,00 1.180.280.800,00 1.180.280.800,00

Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Daerah
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ﬁ‘;‘jgfﬁ U?Qll?é\ ENG / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PEIE:;;SAKE?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Paket
Pakaian
Dinas dan
Atribut
Kelengkapan 20 44 20 980.280.800,00 20 1.180.280.800,00 20 1.180.280.800,00 20 1.180.280.800,00 20 1.180.280.800,00
Kepala
Capaian Kinerja Daerah dan
Administrasi Wakil Kepala
Keuangan dan Daerah yang
Operasional Disediakan
Kepala Daerah Jumlah
dan Wakil Kepala | Orang yang
Daerah Menerima
Dana
genum.ang 240 240 240 240 240 240 240
perasional
Kepala
Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah
4.01.01.2.11.000
2 - Penyediaan
Pakaian Dinas
dan Atribut 23.280.800,00 223.280.800,00 223.280.800,00 223.280.800,00 223.280.800,00
Kelengkapan
Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Daerah
Jumlah
Paket
Tersedianya Pakaian
Pakaian Dinas Dinas dan
dan Atribut Atribut
Kelengkapan Kelengkapan 20 44 20 23.280.800,00 20 223.280.800,00 20 223.280.800,00 20 223.280.800,00 20 223.280.800,00
Kepala Daerah Kepala
dan Wakil Kepala | Daerah dan
Daerah Wakil Kepala
Daerah yang
Disediakan
4.01.01.2.11.000
4 - Penyediaan
Dana Penunjang
Operasional 957.000.000,00 957.000.000,00 957.000.000,00 957.000.000,00 957.000.000,00
Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Daerah
Jumlah
Orang yang
Tersedianya Menerima
Dana Penunjang | Dana
Operasional Penunjang 240 240 240 957.000.000,00 240 957.000.000,00 240 957.000.000,00 240 957.000.000,00 240 957.000.000,00
Kepala Daerah Operasional
dan Wakil Kepala | Kepala

Daerah

Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah

4.01.01.2.12 -
Fasilitasi
Kerumahtanggaa
n Sekretariat
Daerah

281.000.000,00

380.000.000,00

333.564.041,00

335.326.601,00

351.136.905,00
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NSPK DAN BIDANG
SASARAN URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PE[EAAEI:VRGAKI-?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Paket
Kebutuhan
’liumah . 12 1 12 281.000.000,00 12 380.000.000,00 12 333.564.041,00 12 335.326.601,00 12 351.136.905,00
angga Wakil
Kepala
Daerah yang
Disediakan
Jumlah
Capaian Kinerja Paket
palan J Kebutuhan
Fasilitasi Rumah
Kerumahtanggaa T 12 2 12 12 12 12 12
. angga
n Sekretariat .
Sekretariat
Daerah
Daerah yang
Disediakan
Jumlah
Paket
Kebutuhan
Rumah
12 1 12 12 12 12 12
Tangga
Kepala
Daerah yang
Disediakan
4.01.01.2.12.000
1 - Penyediaan
Kebutuhan 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00
Rumah Tangga
Kepala Daerah
Jumlah
Paket
Tersedianya Kebutuhan
Kebutuhan Rumah 12 1 12 160.000.000,00 12 160.000.000,00 12 160.000.000,00 12 160.000.000,00 12 160.000.000,00
Rumah Tangga Tangga
Kepala Daerah Kepala
Daerah yang
Disediakan
4.01.01.2.12.000
2 - Penyediaan
Kebutuhan 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
Rumah Tangga
Wakil Kepala
Daerah
Jumlah
Terlaksananya Paket
Penyediaan Kebutuhan
Kebutuhan Rumah 12 1 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00 12 120.000.000,00
Rumah Tangga Tangga Wakil
Wakil Kepala Kepala
Daerah Daerah yang
Disediakan
4.01.01.2.12.000
3 - Penyediaan
Kebutuhan 1.000.000,00 100.000.000,00 53.564.041,00 55.326.601,00 71.136.905,00
Rumah Tangga
Sekretariat
Daerah
Terlaksananya Jumlah
. Paket
Penyediaan butuh
Kebutuhan Kebutuhan
Rumah 12 2 12 1.000.000,00 12 100.000.000,00 12 53.564.041,00 12 55.326.601,00 12 71.136.905,00
Rumah Tangga T
. angga
Sekretariat .
Sekretariat
Daerah
Daerah yang
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ﬁ‘;‘jgfﬁ U?Qll?é\ ENG / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PEIE:;;SAKE?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Disediakan
4.01.01.2.14 -
Pelaksanaan
Protokol dan 265.720.000,00 265.720.000,00 265.720.000,00 265.720.000,00 265.720.000,00
Komunikasi
Pimpinan
Capaian Kinerja Jumlah
Pelaksanaan Laporan
Protokol dan Hasil 12 12 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00
Komunikasi Fasilitasi
Pimpinan Keprotokolan
4.01.01.2.14.000
1 - Fasilitasi 265.720.000,00 265.720.000,00 265.720.000,00 265.720.000,00 265.720.000,00
Keprotokolan
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Fasilitasi Hasil 12 12 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00 12 265.720.000,00
Keprotokolan Fasilitasi
Keprotokolan
4.01.02 -
PROGRAM
DENERINTAHAN 10.940.659.193,00 9.034.927.572,00 9.035.045.268,00 8.826.827.003,00 8.929.998.834,00
KESEJAHTERAA
N RAKYAT
4.01.0.00.0.00.
8.740.659.193,00 6.934.927.572,00 7.035.045.268,00 6.876.827.003,00 7.029.998.834,00 | 91:0000 -
Sekretariat
Daerah
Meningkatnya Persentase
fasilitasi Kebijakan
kebijakan dan Fasilitasi 4.01.0.00.0.00.
kesejahteraan Kegiatan 01.0011 -
rakyat Kesejahteraa - 100 100 100 100 100 100 Bagian
n Rakyat Kesejahteraan
yang Rakyat
ditindaklanju
ti
4.01.02.2.02 -
Pelaksanaan
Kebijakan 8.740.659.193,00 6.934.927.572,00 7.035.045.268,00 6.876.827.003,00 7.029.998.834,00
Kesejahteraan
Rakyat
Jumlah
Capaian kinerja Dokumen
pelaksanaan Hasil
kebijakan Fasilitasi 22 12 12 8.740.659.193,00 12 6.934.927.572,00 12 7.035.045.268,00 12 6.876.827.003,00 12 7.029.998.834,00
kesejahteraan Pengelolaan
rakyat Bina Mental
Spiritual
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NSPK DAN
SASARAN
RPJMD
YANG
RELEVAN
DENGAN
PD

TUJUAN
PD

SASARAN
PD

BIDANG
URUSAN /
PROGRAM /
OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

REALISASI
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
DAERAH

KET

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

1

4

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Jumlah
Dokumen
Hasil
Kebijakan,
Evaluasi,
dan Capaian
Kinerja
Terkait
Kesejahteraa
n Sosial yang
Meliputi
Urusan
Sosial,
Transmigrasi
, Kesehatan,
Pemberdayaa
n Perempuan
dan
Perlindungan
Anak,
Administrasi
Kependuduk
an Dan
Pencatatan
Sipil,
Pemberdayaa
n
Masyarakat
dan Desa,
Pengendalian
Penduduk
dan KB

40

12

12

12

12

12

12

Jumlah
Dokumen
Hasil
Kebijakan,
Evaluasi,
dan Capaian
Kinerja
Terkait
Kesejahteraa
n
Masyarakat
yang
Meliputi
Urusan
Kepemudaan
dan
Olahraga,
Pariwisata,
Pendidikan,
Kebudayaan,
Perpustakaa
n, Kearsipan,
Trantibum
Linmas

4.01.02.2.02.000
1 - Fasilitasi
Pengelolaan Bina
Mental Spiritual

8.123.619.637,00

6.269.101.572,00

6.330.045.268,00

6.134.827.003,00

6.254.998.834,00
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NSPK DAN BIDANG
SASARAN URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PE[EAAEI:VRGAKI-?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Terlaksananya gzl;lfmen
giiﬂggzan Bina | Fasilitasi 22 12 12 8.123.619.637,00 12 6.269.101.572,00 12 6.330.045.268,00 12 6.134.827.003,00 12 6.254.998.834,00
Mental Spiritual | Pengelolaan
piritu Bina Mental
Spiritual
4.01.02.2.02.000
2 - Pelaksanaan
Kebijakan,
g‘;;ﬁzil’gﬁzrja 489.358.556,00 513.826.000,00 530.000.000,00 557.000.000,00 570.000.000,00
Terkait
Kesejahteraan
Sosial
Jumlah
Dokumen
Hasil
Terlaksananya Kebgaka}n,
Kebijakan Evaluasi,
A dan Capaian
Evaluasi, dan Kineria
Capaian Kinerja J
Terkait Terkait
Kesejahteraan Kesejghlteraa
Sosial yang n Slc.)s,1a. yang
Meliputi Urusan Meliputi
Sosial, Uru.san
Transmigrasi, Sosial, . .
Kesehatan, Transmigrasi
Pemberdayaan ipgﬁlssgzt:r;’a
Perempuan dan n Perem gan 40 12 12 489.358.556,00 12 513.826.000,00 12 530.000.000,00 12 557.000.000,00 12 570.000.000,00
Perlindungan p
dan
Anak, .
. . Perlindungan
Administrasi
Anak,
Kependudukan D .
Administrasi
Dan Pencatatan
Sipil, Kependuduk
Pemberdayaan an Dan
Pencatatan
Masyarakat dan inil
Desa Sipil,
? . Pemberdayaa
Pengendalian n
Penduduk dan
KB Masyarakat
dan Desa,
Pengendalian
Penduduk
dan KB

4.01.02.2.02.000
3 - Pelaksanaan
Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
Terkait
Kesejahteraan
Masyarakat

127.681.000,00

152.000.000,00

175.000.000,00

185.000.000,00

205.000.000,00
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ﬁ‘;‘jgfﬁ U?Qll?é\ ENG / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PEIE:;;SAKE?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Dokumen
Hasil
Terlaksananya gsg&a;?n’
Kebl_]aka.ln, dan Capaian
Evaluasi, dan Kinerja
Capaian Kinerja Terkait
Terkr_:ut Kesejahteraa
Kesejahteraan n
Masyarakat yang
Meliputi Urusan Masyarakat
Kepemudaan dan {;;;g ati 3 4 7 127.681.000,00 7 152.000.000,00 7 175.000.000,00 7 185.000.000,00 7 205.000.000,00
Olahraga, Uru§an
Pariwisata, Kepemudaan
Pendidikan, dan
Kebudayaan, Olahraga
Perpu§ takaan, Pariwisat)a,
?f:;zlgirt;’ Pendidikan,
Linmas Kebudayaan,
Perpustakaa
n, Kearsipan,
Trantibum
Linmas
Capaian
perikatan
kerja sama
Meningkatnya yang 4.01.0.00.0.00
fasilitasi ditindaklanju 01.0012-
kebijakan tata ti dengan - 99.20 99.25 1.100.000.000,00 99.30 1.050.000.000,00 99.35 1.000.000.000,00 99.40 975.000.000,00 99.45 950.000.000,00 Ba‘ ian Tata
kelola kesepakatan gian
i Pemerintahan
pemerintahan bersama
dan/atau
perjanjian
kerja sama
4.01.02.2.01 -
?:g“mmw 808.816.000,00 701.000.000,00 657.200.000,00 679.268.000,00 647.182.000,00
Pemerintahan
Jumlah
Dokumen
Hasil 5 ) 5 808.816.000,00 ) 701.000.000,00 ) 657.200.000,00 ) 679.268.000,00 5 647.182.000,00
Pengelolaan
Administrasi
Kewilayahan
Jumlah
Dokumen
Capaian Kinerja Hasil
Administrasi Fasilitasi 8 4 4 4 4 4 4
Tata Pelaksanaan
Pemerintahan Otonomi
Daerah
Jumlah
Dokumen
Hasil
Penataan 13 15 13 13 13 13 13
Administrasi
Pemerintaha

n

4.01.02.2.01.000

1 - Penataan
Administrasi
Pemerintahan

281.432.000,00

237.003.000,00

249.410.000,00

265.371.000,00

245.227.000,00
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NSPK DAN BIDANG
SASARAN URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PE[EAAEI:VRGAKI-?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
vaNG | TUJUAN | SASARAN | gurcoME/ | ouTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Terlaksananya gzl;lfmen
ig‘;;fgrtlrasi Penataan 13 15 13 281.432.000,00 13 237.003.000,00 13 249.410.000,00 13 265.371.000,00 13 245.227.000,00
X Administrasi
Pemerintahan X
Pemerintaha
n
4.01.02.2.01.000
2 - Pengelolaan 206.880.000,00 167.568.000,00 152.146.000,00 158.807.000,00 146.101.000,00
Administrasi
Kewilayahan
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Pengelolaan, Hasil 5 5 5 206.880.000,00 5 167.568.000,00 5 152.146.000,00 5 158.807.000,00 5 146.101.000,00
Administrasi Pengelolaan
Kewilayahan Administrasi
Kewilayahan
4.01.02.2.01.000
3 - Fasilitasi
320.504.000,00 296.429.000,00 255.644.000,00 255.090.000,00 255.854.000,00
Pelaksanaan
Otonomi Daerah
Jumlah
Terlaksananya gzlgilmen
Fasilitasi Fasilitasi 8 4 4 320.504.000,00 4 296.429.000,00 4 255.644.000,00 4 255.090.000,00 4 255.854.000,00
Pelaksanaan
. Pelaksanaan
Otonomi Daerah X
Otonomi
Daerah
4.01.02.2.04 -
Fasilitasi Kerja 291.184.000,00 349.000.000,00 342.800.000,00 295.732.000,00 302.818.000,00
Sama Daerah
Jumlah
Dokumen
g:ssilllitasi 26 62 66 291.184.000,00 66 349.000.000,00 66 342.800.000,00 66 295.732.000,00 66 302.818.000,00
Kerja Sama
Dalam Negeri
Jumlah
Capaian kinerja Laporan
fa51.11ta51 Hasil . 1 1 1 1 1 1 1
kerjasama Evaluasi
daerah Pelaksanaan
Kerja Sama
Jumlah
Dokumen
Hasil
Fasilitasi 1 1 1 1 1 1 !
Kerja Sama
Luar Negeri
4.01.02.2.04.000
1 - Fasilitasi 89.000.000,00 73.000.000,00 85.800.000,00 74.380.000,00 72.818.000,00
Kerja Sama
Dalam Negeri
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Fasilitasi Kerja Hasil ©— 26 62 66 89.000.000,00 66 73.000.000,00 66 85.800.000,00 66 74.380.000,00 66 72.818.000,00
Sama Dalam Fasilitasi

Negeri

Kerja Sama
Dalam Negeri

4.01.02.2.04.000
2 - Fasilitasi
Kerja Sama Luar
Negeri

113.839.000,00

123.000.000,00

136.000.000,00

116.000.000,00

110.000.000,00
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Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Fasilitasi Kerja Hasil 1 1 1 113.839.000,00 1 123.000.000,00 1 136.000.000,00 1 116.000.000,00 1 110.000.000,00
Sama Luar Fasilitasi
Negeri Kerja Sama
Luar Negeri
4.01.02.2.04.000
3 - Evaluasi 88.345.000,00 153.000.000,00 121.000.000,00 105.352.000,00 120.000.000,00
Pelaksanaan
Kerja Sama
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Evaluasi Hasil 1 1 1 88.345.000,00 1 153.000.000,00 1 121.000.000,00 1 105.352.000,00 1 120.000.000,00
Pelaksanaan Evaluasi
Kerja Sama Pelaksanaan
Kerja Sama
Meningkatnya Indeks 4.01.0.00.0.00.
fasilitasi produk Reformasi 91.80 92.00 92.50 1.100.000.000,00 93.00 1.050.000.000,00 93.50 1.000.000.000,00 94.00 975.000.000,00 94.50 950.000.000,00 01.0014 -
hukum Hukum Bagian Hukum
4.01.02.2.03 -
Fasilitasi dan 1.100.000.000,00 1.050.000.000,00 1.000.000.000,00 975.000.000,00 950.000.000,00
Koordinasi
Hukum
Jumlah
Produk
Hukum 648 632 640 1.100.000.000,00 650 1.050.000.000,00 660 1.000.000.000,00 670 975.000.000,00 680 950.000.000,00
Daerah yang
Disusun
Jumlah
Produk
. . . Hukum dan
Capaian Kinerja Pengelolaan
Fasilitasi dan R 648 632 640 650 660 670 680
Koordinasi Informasi
Hukum Hgkum yang
Didokument
asi
Jumlah
Kasus yang
Mendapatka 100 56 60 62 64 66 68
n Fasilitasi
Bantuan
Hukum
4.01.02.2.03.000
1 - Fasilitasi
Penyusunan 506.000.000,00 486.000.000,00 466.000.000,00 456.000.000,00 446.000.000,00
Produk Hukum
Daerah
er . Jumlah
poailtzsia | procul
Hukum 648 632 640 506.000.000,00 650 486.000.000,00 660 466.000.000,00 670 456.000.000,00 680 446.000.000,00
Produk Hukum
Daerah Dgerah yang
Disusun
4.01.02.2.03.000
2 - Fasilitasi 330.000.000,00 315.000.000,00 300.000.000,00 290.000.000,00 285.000.000,00
Bantuan Hukum
Jumlah
Terlaksananya ﬁiifﬂsayilkga
Fasilitasi n Fasil?tasi 100 56 60 330.000.000,00 62 315.000.000,00 64 300.000.000,00 66 290.000.000,00 68 285.000.000,00
Bantuan Hukum
Bantuan
Hukum
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1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.02.2.03.000
3-
Pendokumentasi
an Produk
264.000.000,00 249.000.000,00 234.000.000,00 229.000.000,00 219.000.000,00
Hukum dan
Pengelolaan
Informasi
Hukum
Terlaksananya Jumlah
. | Produk
Pendokumentasi
Hukum dan
an Produk Pengelolaan
Hukum dan Info%’masi 648 632 640 264.000.000,00 650 249.000.000,00 660 234.000.000,00 670 229.000.000,00 680 219.000.000,00
Pengelolaan
. Hukum yang
Informasi .
Didokument
Hukum .
asi
4.01.03 - 4.01.0.00.0.00.
PROGRAM 01.0000 -
PEREKONOMIAN 1.459.969.450,00 1.205.660.281,00 1.205.675.987,00 1.177.890.430,00 1.191.658.131,00 ) .
DAN Sekretariat
PEMBANGUNAN Daerah
Rasio nilai 4.01.0.00.0.00.
Meningkatnya belanja yang 01.0015 -
fasilitasi dilakukan 85.99 86.10 86.20 859.969.450,00 86.30 680.660.281,00 86.40 680.675.987,00 86.50 677.890.430,00 86.60 716.658.131,00 | Bagian
pengadaan melalui Pengadaan
barang dan jasa Barang dan
pengadaan Jasa
4.01.03.2.03 -
Pengelolaan 859.969.450,00 680.660.281,00 680.675.987,00 677.890.430,00 716.658.131,00
Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah
Orang yang
Mengikuti
Pembinaan
dan Advokasi 1560 800 1000 859.969.450,00 1200 680.660.281,00 1400 680.675.987,00 1600 677.890.430,00 1800 716.658.131,00
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Persentase Jumlah
jumlah Dokumen
pengadaan yang Hasil
dilakukan Pengelolaan 150 85 12 12 12 12 12
dengan metode Pengadaan
kompetitif Barang dan
Jasa
Jumlah
Dokumen
Hasil
Layanan 3 ) 12 12 12 12 12
Pengadaan
Secara
Elektronik
4.01.03.2.03.000
1 - Pengelolaan 74.295.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.565.000,00 61.914.000,00
Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah
Terkelolanya Dokumen
Pengadaan Hasil 150 85 12 74.295.000,00 12 58.800.000,00 12 58.800.000,00 12 58.565.000,00 12 61.914.000,00
Barang dan Jasa | Pengelolaan
Pengadaan
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Barang dan
Jasa
4.01.03.2.03.000
2 - Pengelolaan
Layanan
36.660.000,00 29.018.000,00 29.019.000,00 28.900.000,00 30.553.000,00
Pengadaan
Secara
Elektronik
Jumlah
Terkelolanya Dokumen
Layanan Hasil
Pengadaan Layanan 3 5 12 36.660.000,00 12 29.018.000,00 12 29.019.000,00 12 28.900.000,00 12 30.553.000,00
Secara Pengadaan
Elektronik Secara
Elektronik
4.01.03.2.03.000
3 - Pembinaan
dan Advokasi 749.014.450,00 592.842.281,00 592.856.987,00 590.425.430,00 624.191.131,00
Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah
Terlaksananya Orang yang
. Mengikuti
Pembinaan dan Pembinaan
Advokasi dan Advokasi 1560 800 1000 749.014.450,00 1200 592.842.281,00 1400 592.856.987,00 1600 590.425.430,00 1800 624.191.131,00
Pengadaan
Barang dan Jasa Pengadaan
Barang dan
Jasa
4.01.0.00.0.00.
01.0018 -
Meningkatnya Bagian
fasilitasi Perekonomian,
pengadaan ) ) ) ) ) Pembangunan
barang dan jasa dan
Sumberdaya
Alam
Meningkatnya Rata-rata
kualitas capaian
kebijakan kinerja 76.00- | 76.50- 77.00- 77.40- 77.90- 78.40-
pengelolaar‘l Indikator - 78.50 79.00 600.000.000,00 79 40 525.000.000,00 79.90 525.000.000,00 80.30 500.000.000,00 80.80 475.000.000,00
perekonomian Utama
dan Pembanguna
pembangunan n (IUP)
4.01.03.2.01 -
Pelaksanaan 267.550.000,00 247.000.000,00 227.000.000,00 215.000.000,00 205.000.000,00
Kebijakan
Perekonomian
Jumlah
Laporan
Hasil
gZﬁgend""l‘an 0 n/a 5 267.550.000,00 5 247.000.000,00 5 227.000.000,00 5 215.000.000,00 5 205.000.000,00
Distribusi
Capaian Perekonomia
Pelaksanaan n
Kebijakan Jumlah
Perekonomian Dokumen
Hasil
Perencanaan 0 n/a 7 7 7 7 7
dan
Pengawasan
Ekonomi

Mikro Kecil
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SASARAN URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PE[EAAEI:VRGAKI-?T KET
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DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Dokumen
Hasil
Koordinasi,
Sinkronisasi,
Monitoring 8 8 5 5 5 5 5
dan Evaluasi
Kebijakan
Pengelolaan
BUMD dan
BLUD
4.01.03.2.01.000
1 - Koordinasi,
Sinkronisasi,
Monitoring dan
Evaluasi 192.200.000,00 183.000.000,00 163.000.000,00 155.000.000,00 145.000.000,00
Kebijakan
Pengelolaan
BUMD dan
BLUD
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Koordinasi, Hasil
Sinkronisasi, Koordinasi,
Monitoring dan Sinkronisasi,
Evaluasi Monitoring 8 8 5 192.200.000,00 5 183.000.000,00 5 163.000.000,00 5 155.000.000,00 5 145.000.000,00
Kebijakan dan Evaluasi
Pengelolaan Kebijakan
BUMD dan Pengelolaan
BLUD BUMD dan
BLUD
4.01.03.2.01.000
2 - Pengendalian 46.600.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
dan Distribusi
Perekonomian
Jumlah
Laporan
Terlaksananya Hasil
genger.lda.han , Pengendalian 0 n/a 5 46.600.000,00 5 40.000.000,00 5 40.000.000,00 5 40.000.000,00 5 40.000.000,00
an Distribusi dan
Perekonomian Distribusi
Perekonomia
n
4.01.03.2.01.000
3 - Perencanaan
dan Pengawasan 28.750.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Ekonomi Mikro
Kecil
Jumlah
Terlaksananya Dok}lmen
Hasil
Perencanaan dan Perencanaan
Pengawasan dan 0 n/a 7 28.750.000,00 7 24.000.000,00 7 24.000.000,00 7 20.000.000,00 7 20.000.000,00
Ekonomi Mikro
. Pengawasan
Kecil .
Ekonomi
Mikro Kecil
4.01.03.2.02 -
Pelaksanaan 17.850.000,00 14.875.000,00 14.875.000,00 13.600.000,00 12.750.000,00
Administrasi
Pembangunan
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Jumlah
Laporan
Capaian Hasil
Pelaksanaan Pengendalian 5 5 1 17.850.000,00 1 14.875.000,00 1 14.875.000,00 1 13.600.000,00 1 12.750.000,00
Administrasi dan Evaluasi : ' ? ' : ’ ' : ? : ' ? ' ’ ’
Pembangunan Program
Pembanguna
n
4.01.03.2.02.000
2 - Pengendalian
dan Evaluasi 17.850.000,00 14.875.000,00 14.875.000,00 13.600.000,00 12.750.000,00
Program
Pembangunan
Jumlah
Terlaksananya Lapgran
. Hasil
Pengendalian Pengendalian
dan Evaluasi d gE 1 . 5 ) 1 17.850.000,00 1 14.875.000,00 1 14.875.000,00 1 13.600.000,00 1 12.750.000,00
Program an Evaluasi
Pembangunan Program
Pembanguna
n
4.01.03.2.04 -
Pemantauan
Kebijakan 314.600.000,00 263.125.000,00 283.125.000,00 271.400.000,00 257.250.000,00
Sumber Daya
Alam
Jumlah
Dokumen
Hasil
Koordinasi,
Sinkronisasi,
dan Evaluasi
Kebijakan
: Urusan
Capaian
Pemantauan Pertambanga
n dan 14 12 14 314.600.000,00 14 263.125.000,00 14 283.125.000,00 14 271.400.000,00 14 257.250.000,00
Sumber Daya
Alam Sumber
Daya
Mineral,
Lingkungan
Hidup,
Kominfo,
Perhubunga
n, Statistik,
Persandian
Jumlah
Dokumen
Hasil
Koordinasi,
Sinkronisasi,
dan Evaluasi
Kebijakan
Urusan
Pertanian,
Pangan, 7 7 1 1 1 1 1
Kehutanan,
Kelautan dan
Perikanan,
Perdagangan
Perindustria
n, KUKM,
Penanaman
Modal,
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PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tenaga Kerja
4.01.03.2.04.000
1 - Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Evaluasi
Kebijakan 8.500.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00
Pertanian,
Kehutanan,
Kelautan, dan
Perikanan
Jumlah
Terlaksananya Dok}lmen
. R Hasil
Koordinasi, . .
. X . Koordinasi,
Sinkronisasi, dan ) 0
. Sinkronisasi,
Evaluasi :
. dan Evaluasi
Kebijakan .
Kebijakan
Urusan
- Urusan
Pertanian, .
Pertanian,
Pangan, Pangan
Kehutanan, gan, 7 7 1 8.500.000,00 1 7.650.000,00 1 7.650.000,00 1 6.800.000,00 1 6.800.000,00
Kehutanan,
Kelautan dan
. Kelautan dan
Perikanan, .
Perikanan,
Perdagangan, Perdagangan
Perindustrian, gang
gUKM’ Perindustria
enanaman n, KUKM,
Modal, Tenaga
Kerja Penanaman
Modal,
Tenaga Kerja
4.01.03.2.04.000
2 - Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Evaluasi
.. 306.100.000,00 255.475.000,00 275.475.000,00 264.600.000,00 250.450.000,00
Kebijakan
Pertambangan
dan Lingkungan
Hidup
Jumlah
Dokumen
Terlak Hasil
eraxsananya Koordinasi,
Koordinasi, . Lo
. S Sinkronisasi,
Sinkronisasi, dan ]
. dan Evaluasi
Evaluasi Kebiiakan
Kebijakan J
Urusan
Urusan
Pertambangan Pertambanga
dan Sumber n dan 14 12 14 306.100.000,00 14 255.475.000,00 14 275.475.000,00 14 264.600.000,00 14 250.450.000,00
. Sumber
Daya Mineral,
. Daya
Lingkungan -
. . Mineral,
Hidup, Kominfo, .
Lingkungan
Perhubungan, .
. Hidup,
Statistik, h
Persandian Kominfo,
Perhubunga
n, Statistik,
Persandian
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PD OUTPUT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.04 -
PROGRAM
PENYELENGGAR
AAN
KEISTIMEWAAN 0819.00-0-00.
YOGYAKARTA 624.468.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 S ) .
ekretariat
URUSAN Daerah
KELEMBAGAAN
DAN
KETATALAKSAN
AAN**
Persentase
capaian
produk
hukum
Meningkatnya daerah
fasilitasi produk tindak lanjut
e e e A 4.01.0.00.0.00.
lani L 100 100 100 150.991.000,00 100 70.000.000,00 100 70.000.000,00 100 70.000.000,00 100 70.000.000,00 01.0014 -
anjut keistimewaa .
kewenangan n yan Bagian Hukum
g yang
keistimewaan sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan
4.01.04.5.01 -
Penataan
gifmbagaan 150.991.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Ketatalaksanaan
Keistimewaan**
Jumlah
Dokumen
Hasil
Pengawasan
Produk
Hukum
Kalurahan 1 1 1 150.991.000,00 1 70.000.000,00 1 70.000.000,00 1 70.000.000,00 1 70.000.000,00
Tindak
Lanjut
Capaian kinerja Pelaksanaan
penataan Kewenangan
kelembagaan Keistimewaa
dan n
ketatalaksanaan Jumlah
keistimewaan Produk
Hukum
Kabupaten/
Kota Tindak
Lanjut 2 2 2 2 2 2 2
Pelaksanaan
Kewenangan
Keistimewaa
n yang
Disusun

4.01.04.5.01.000
5 - Penyusunan
Rancangan
Produk Hukum
Kabupaten/Kota
Tindak Lanjut
Pelaksanaan
Kewenangan
Keistimewaan**

94.576.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00
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PD OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Produk
Tersusunnya Hukum
Produk Hukum Kabupaten/
Kabupaten/Kota | Kota Tindak
Tindak Lanjut Lanjut 2 2 2 94.576.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00 2 30.000.000,00
Pelaksanaan Pelaksanaan
Kewenangan Kewenangan
Keistimewaan Keistimewaa
n yang
Disusun
4.01.04.5.01.000
8 - Pengawasan
Produk Hukum
Kalurahan 56.415.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Tindak Lanjut
Pelaksanaan
Kewenangan
Keistimewaan**
Jumlah
Dokumen
Terlaksananya Hasil
Pengawasan
Pengawasan Produk
Produk Hukum
Kalurahan Hukum
. . Kalurahan 1 1 1 56.415.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00
Tindak Lanjut .
Tindak
Pelaksanaan .
K Lanjut
ewenangan
N Pelaksanaan
Keistimewaan
Kewenangan
Keistimewaa
n
Persentase
Meningkatnya Ee;g; f{g?;ﬁ:ﬁ
fasilitasi 4.01.0.00.0.00.
reformasi yang 01.0012 -
X . melaksanaka - 4.00 6.67 288.330.000,00 9.33 100.000.000,00 12.00 100.000.000,00 14.67 100.000.000,00 17.33 100.000.000,00 L
birokrasi . Bagian Tata
n Reformasi .
kalurahan yang . . Pemerintahan
. Birokrasi
berkualitas
dengan
kategori baik
4.01.04.5.01 -
Penataan
ngmbagaan 288.330.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Ketatalaksanaan
Keistimewaan**
Jumlah
Dokumen
Hasil
. L Penerapan
Capaian kinerja Keistimewaa
penataan n di
kelembagaan
dan Kapanewon/ 1 1 1 288.330.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00
Kemantren
ketatalaksanaan
keistimewaan dan
Kalurahan/K
elurahan
yang
Didampingi
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DElggAN SU%%%%%\;‘AN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.01.04.5.01.000
7 - Penerapan
dan
Pendampingan
Keistimewaan di 288.330.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Kapanewon/Kem
antren dan
Kalurahan/
Kelurahan**
Jumlah
Dokumen
Terlaksananya Hasil
Penerapan
Penerapan dan Keistimewaa
Pendampingan ndi
Keistimewaan di
Kapanewon /Kem Kapanewon/ 1 1 1 288.330.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00
antren dan gemantren
an
gsgilrahan /Kelur Kalurahan/K
elurahan
yang
Didampingi
Persentase
Meningkatnya penyelenggar
kualitas ia.n . 4.01.0.00.0.00.
kelembagaan eistimewaa 01.0016 -
daerah dan n urusan 40.50 42.00 43.50 185.147.000,00 45.00 200.000.000,00 46.50 200.000.000,00 48.00 200.000.000,00 49.50 200.000.000,00 Bagian
budaya kerja lgzlrtlembagaan Organisasi
satriya ketatalaksan
aan
4.01.04.5.01 -
Penataan
ngmbagaan 64.647.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00
Ketatalaksanaan
Keistimewaan**
Jumlah
Lembaga
Capaian kinerja yang
penataan Dilakukan
gzlr‘fmbagaan gzrrﬁakan 7 4 2 64.647.000,00 2 100.000.000,00 2 80.000.000,00 2 90.000.000,00 2 100.000.000,00
ketatalaksanaan | Kelembagaan
keistimewaan Asli
Kabupaten/
Kota
4.01.04.5.01.000
3 - Penataan
Bentuk
Kelembagaan
Asli 64.647.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00
Kabupaten/Kota
*%x
Jumlah
T Lembaga
erlaksananya
Penataan Bentuk }];alnai Kk
Kelembagaan Pénat:lain 7 4 2 64.647.000,00 2 100.000.000,00 2 80.000.000,00 2 90.000.000,00 2 100.000.000,00
Asli
Bentuk
Kabupaten/Kota Kelembagaan
Asli
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NSPK DAN BIDANG
SASARAN URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PE[EAAEI:VRGAKI-?T KET
RPJMD PROGRAM / INDIKATOR | REALISASI
YANG TUggAN SAS;‘];‘AN OUTCOME / | OUTCOME / | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN KEGIATAN / OUTPUT 2024
DENGAN SUBKEGIATAN TARGET | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
PD OUTPUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kabupaten/
Kota
4.01.04.5.02 -
gi‘g;’}%:atan 120.500.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00
Pemerintahan**
Jumlah
Dokumen
. . . Hasil
Capaian Kinerja ) .
Peningkatan Implementasi
Budava Budaya 2 2 2 120.500.000,00 2 100.000.000,00 2 120.000.000,00 2 110.000.000,00 2 100.000.000,00
Y Pemerintaha
Pemerintahan a
Kabupaten/
Kota
4.01.04.5.02.000
1 - Implementasi
Budaya
Pemerintahan 120.500.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00
Kabupaten/Kota
Jumlah
Dokumen
Terlaksananya Hasil
Implementasi Implementasi
Budaya Budaya 2 2 2 120.500.000,00 2 100.000.000,00 2 120.000.000,00 2 110.000.000,00 2 100.000.000,00
Pemerintahan Pemerintaha
Kabupaten/Kota | n
Kabupaten/
Kota

44.578.912.971,0
0

44.705.748.013,00

44.948.966.488,00

44.890.725.226,00

45.193.475.062,00

** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana Transfer oleh Pemeringah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.
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Sekretariat Daerah setiap tahun melakukan analisa gender untuk
menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi
sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya. Dalam melakukan analisis gender Sekretariat Daerah menggunakan
metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender
tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu
dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif
gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah
dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan
kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS
menjadi dasar Sekretariat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA
Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Sekretariat Daerah mempunyai
kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik
secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat
Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan
dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik
Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi
tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana;
kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi;
dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik
di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah

DIY.
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Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

PROGRAM KEGIATAN /

No PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05)
4.01.0.00.0.00.01.0016 - Bagian Organisasi
1. 4.01.01 - Meningkatnya 4.01.01.2.13 -

PROGRAM efektifitas Penataan Organisasi

PENUNJANG kelembagaan

URUSAN daerah

PEMERINTAHAN

DAERAH

KABUPATEN/KOTA

4.01.01.2.13.0001 -
Pengelolaan
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan

4.01.01.2.13.0002 -
Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata
Laksana

4.01.01.2.13.0003 -
Peningkatan Kinerja
dan Reformasi
Birokrasi

4.01.01.2.13.0004 -
Monitoring, Evaluasi
dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan
Publik dan Tata
Laksana

Sumber : SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten

Bantul

dalam 5

(lima)

tahun mendatang sebagai

komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

BAﬁgLI TARGET TAHUN KET
NO | INDIKATOR | SATOAN T2A(§121¢II-N 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(1) () ) 4) ) (6) (7) (8) 9) (10) (11)
1. Nilai EPPD Angka 3.4254 3.4275 | 3.428 | 3.4282 3.4285 3.429 | 3.4295 | Bagian Tata
Pemerintahan
2. Nilai Angka 13.75 13.8 13.82 13.85 13.9 13.95 14 Bagian
Komponen Organisasi
Pelaporan
Kinerja AKIP
3. | Indeks Indeks 90.14 90.64 91 91.5 92 92.5 93 Bagian
Kepuasan Organisasi
Masyarakat
4. | Indeks Tata | Indeks 80.82 81 82 83 84 85 86 Bagian
Kelola Pengadaan
Pengadaan Barang dan
Jasa
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
No Indikator Satuan Target Ket
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11)
1 | Persentase Persen 82.83 83 83.2 83.4 83.6 83.8 84 Bagian
jumlah PBJ
pengadaan
yang
dilakukan
dengan
metode
kompetitif
2 | Rasio nilai Persen 85.99 86.1 86.2 86.3 86.4 86.5 86.6 Bagian
belanja yang PBJ
dilakukan
melalui
pengadaan
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BAB V
PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi
pembangunan daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat,
Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya

Istimewa”.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027,
2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030
akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun
2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029
dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045
sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi
yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha

diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.
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Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
Perencanaan pembangunan daerah  dilakukan terhadap rencana
pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat
daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat
Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD
dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

C. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.
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Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka
menindaklanjuti dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta
mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Renstra Sekretariat DPRD
dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Bantul sebagai acuan penyusunan
Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan DPA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.
Adapun keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, RKPD, dan Renja OPD

dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

RPJP PEDOMAN RPJM DIJABARKAN
NASIONAL ' NASIONAL a R K P
t t
—_— DIPERHATIKAN .. | DIACU/DISERASIKAN
' N J
PEDOMAN
/ \DIJABARKAN
RPJPDAERAH — /. | RPJM DAERAH _. RKPD
j 5 TAHUN -
20 TAHUN f 4 1 TAHUN
| : DIACU
PEDOMAN
Amanat UU \ | RENSTRAPD —f_, RENIA
Nomor 25 Tahun e TIIARET PD
2004 tentang
SPPN . sTAHON -~ 1 TAHUN

Gambar 1.1

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 5) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 157
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul
merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris,

secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
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Pimpinan DPRD dan secara administratif bertangung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48), Sekretariat DPRD
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pasal Sekretariat
DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya.

1.2 Dasar Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum

penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025-

2029 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan rakyat Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-
2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021;

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2023 Nomor 2);

10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun

2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2027;

11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
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12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);

13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul 2021 Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 139);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

15) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 180);

16) Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2025-
2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat
program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun
berpedoman pada RPJMD sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten
Bantul dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD

Kabupaten Bantul dalam bentuk Rencana Kerja Tahun 2025 sampai

110



dengan tahun 2029 sehingga menjamin keberlanjutan pembangunan
jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama S (lima)
tahun yang akan datang untuk mencapai sasaran Kantor Sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul.
Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten
Bantul Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah
kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima)
tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai
selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil
pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA
SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten
Bantul Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :

BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistimatika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRA-
TEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PE-
NYELENGGARA BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah terakhir
kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016
tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati
Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan
DPRD dan secara administratif bertangung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pelaksanaan fungsi penunjang
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD adalah:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

Selanjutnya ditegaskan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul menurut Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 pasal

15 ayat 1 terdiri dari:
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1. Sekretaris DPRD;

2. Bagian Umum, terdiri dari :

a.

b.

C.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
Subbagian Rumah Tangga dan Aset; dan

Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.

3. Bagian Program dan Keuangan, membawahi Subbagian Keuangan.

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;

5. Bagian Fasilitasi dan Pengawasan; dan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

dengan tugas dan fungsi dari masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

fungsi penunjang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan

terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan

tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD;

perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan pemberian

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD;

pengoordinasian pelaksanaan tugas fungsi unit organisasi Sekretariat

DPRD;
pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan DPRD;

pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian

internal pemerintah, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan,
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kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Sekretariat

DPRD;
j- pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

k. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaranan tugas dan fungsi

jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;

1. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan

laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugas Sekretariat DPRD.
. Bagian Umum

Bagian Umum melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dukungan
administrasi kesekreatriatan DPRD. Adapun fungsi yang dijalankan

Bagian Umum sebagai berikut:
a. penyusunan rencana kerja Bagian Umum;

b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah

tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bagian Umum;
d. penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
e. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
f. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
g. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;

h. penyelenggaraan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

serta rumah tangga DPRD;
i. pengelolaan data dan informasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
j- pengelolaan aset pada Sekretariat DPRD;

k. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan

Sekretariat DPRD;
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pelaksanaan pengelolaan tenaga ahli dan tim ahli/kelompok pakar

sesuai dengan kebutuhan DPRD;

. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
. penyusunan laporan kinerja DPRD;

. fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarabh;

. fasilitasi tugas Pimpinan DPRD’;

. penyelenggaraan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan

Sekretariat DPRD;
pengoordinasian jabatan fungsional pada Sekretariat DPRD;

. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan

fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Bagian Umum;

pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan, perpustakaan, reformasi
birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum,
organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada

Sekkretariat DPRD;

. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan

laporan kinerja Bagian Umum; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai

dengan bidang tugasnya
a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian melaksanakan ketugasan
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan
kepegawaian Sekretariat DPRD serta fasilitasi tugas DPRD.
Adapun fungsi yang dijalankan adalah:

1. penyusunan rencana Kkerja Subbagian Tata Usaha dan

Kepegawaian;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait

administrasi umum dan kepegawaian;

3. penyelenggaraan tata persuratan dan naskah dinas Sekretariat
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DPRD dan pimpinan DPRD;
4. pengelolaan data kepegawaian Sekretariat DPRD;
5. penyiapan bahan mutasi pegawai Sekretariat DPRD;

6. penyiapan kesejahteraan pegawai dan bahan pembinaan

pegawai Sekretariat DPRD;

7. penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan

administrasi kepegawaian;
8. penyelenggaraan perpustakaan Sekretariat DPRD;

9. penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat

DPRD;
10. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;

11. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas

DPRD;
12. penyusunan laporan kinerja DPRD;
13. fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
14. pelaksanaan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD;
15. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;

16. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan

kinerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
. Subbagian Rumah Tangga dan Aset

Subbagian Rumah Tangga dan Aset menyelenggarakan tugas
perencanaan, penyediaan, pengaturan, pemeliharaan, dan
pengendalian rumah tangga dan aset. Adapun fungsi yang

dijalankan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja Subbagian Rumah Tangga dan

Aset;
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2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

kerumahtanggaan dan aset Sekretariat DPRD;
3. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan;

4. pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan keamanan komplek

Sekretariat DPRD;
S. fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;

6. perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana perkantoran;

7. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat

DPRD;

8. penyediaan dan pengelolaan barang dan jasa serta

perlengkapan keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
9. pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
10. pengelolaan aset Sekretariat DPRD;
11. penyusunan laporan aset Sekretariat DPRD;

12. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan

laporan kinerja Subbagian Rumah Tangga dan Aset; dan

13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Umum sesuai dengan bidang tugasnya
c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi

Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi menyelenggarakan
ketugasan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan fasilitasi
kehumasan, keprotokoleran dan publikasi. Adapun fungsi yang

dijalankan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kerja pada Subbagian Humas, Protokol

dan Publikasi;
2. penyiapan bahan komunikasi dan publikasi;

3. penyusunan bahan keprotokoleran pimpinan DPRD;
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4. perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan

keprotokoleran DPRD;

5. pelaksanaan komunikasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan

DPRD;
6. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;

7. pengoordinasian pelayanan tamu/audiensi DPRD dan

Sekretariat DPRD;

8. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan

kinerja Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan bertugas memberikan dukungan

administrasi perencanaan dan keuangan. Fungsi yang dijalankan adalah:

1.

2.

3.

4.

penyusunan rencana kerja Bagian Program dan Keuangan;
penyusunan perencanaan dan evaluasi anggaran Sekretariat DPRD;
pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD;
penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat DPRD;
penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;

pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat

DPRD;

pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat

DPRD;
pengoordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;

pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntasi keuangan

Sekretariat DPRD;

10. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

11. penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
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12.

13

14

15.

16.

17.

18.

pelaksanaan medical check up DPRD;

. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan

informasi Sekretariat DPRD;

. fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah

pada Sekretariat DPRD;

fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada

Sekretariat DPRD;

pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan
fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Program

dan Keuangan;

pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan

laporan kinerja Bagian Program dan Keuangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai

dengan bidang tugasnya.
a. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan bertugas melaksanakan penyusunan
perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD.

Adapun fungsi yang dijalankan adalah:
1. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan,;

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait

pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
3. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
4. penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
S. pengelolaan perbendaharaan Sekretariat DPRD;
6. pelaksanaan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;

7. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan

Sekretariat DPRD;
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10.

11.

12.

13.

14.

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan

pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD;
pelaksanaan medical check up DPRD;

penyusunan laporan pengelolaan keuangan pada Sekretariat

DPRD;

pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi

keuangan Sekretariat DPRD;

pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan

penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Program dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan melaksanakan

ketugasan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi dukungan

penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi. Adapun fungsi

yang dijalankan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagai

berikut:

a.

penyusunan rencana kerja Bagian Persidangan dan Perundang-

Undangan;
perumusan kebijakan teknis bidang legislasi;
penyelenggaraan kajian perundang-undangan;

fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft rancangan

peraturan daerah inisiatif;

. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan

peraturan perundang-undangan;
pengumpulan bahan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;

penyusunan tata tertib DPRD.
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penyiapan materi dan fasilitasi pelaksanaan rapat persidangan dan

perundang-undangan;

penyusunan rancangan kerja DPRD;
fasilitasi penyelenggaraan persidangan,;
penyusunan risalah rapat;

pengoordinasian pembahasan raperda;

. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris

masalah dan evaluasi risalah rapat;

. pengelolaan sistem dan data informasi pada Bagian Persidangan dan

Perundang-Undangan;
penyusunan tata tertib DPRD;
penyediaan tenaga ahli/narasumber yang dibutuhkan DPRD;

pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan
fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Bagian Persidangan dan

Perundang-Undangan,;

pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan

laporan kinerja Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai

dengan bidang tugasnya.

. Bagian Fasilitasi dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi dan Pengawasan menyelenggarakan ketugasan

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan serta

kerjasama. Adapun fungsi yang dijalankan Bagian Fasilitasi dan

Pengawasan sebagai berikut:

a.

b.

penyusunan rencana kerja Bagian Fasilitasi dan Pengawasan;

perumusan kebijakan teknis fasilitasi penganggaran, pengawasan dan

kerjasama;

pengoordinasian kegiatan fasilitasi pengganggaran, pengawasan dan
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kerjasama;

d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA dan

PPAS/KUPA dan PPAS Perubahan, APBD/APBDP;

e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan raperda
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBDP, laporan semester
pertama dan prognosis enam bulan berikutnya dan laporan

keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;

f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan

pemeriksaan BPK RI;
g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
h. pelaksanaan rumusan rapat dalam rangka pengawasan;

i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penegakan kode

etik DPRD;
j- pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
k. pelaksanaan analisis data jaring aspirasi;
1. pelaksanaan kerja sama DPRD;

m. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan
fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian

Fasilitasi dan Pengawasan;

n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan

laporan kinerja pada Bagian Fasilitasi dan Pengawasan; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai

dengan bidang tugasnya.
6. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Dalam pasal 21 disebutkan bahwa:

(1) Setiap Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD terdapat
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

(2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Pejabat Administrator selaku Kepala Unit Organisasi.

Selanjutnya dalam Pasal 22 dijelaskan lebih rinci bahwa:

1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana ditugaskan secara:
a. perorangan; dan/atau
b. dalam tim kerja.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penunjukan; dan/atau
b. pengajuan sukarela.

(3) Penugasan melalui penunjukan kepada Pejabat Fungsional dan/atau
Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan secara langsung oleh Kepala Unit Organisasi.

(4) Penugasan melalui pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan
aktif kepada Kepala Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja
tertentu.

(5) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melibatkan 1
(satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit

Organisasi, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah.
Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Sekretariat DPRD

Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada struktur organisasi, seperti

tercantum pada Gambar 1 di bawah ini:
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SEKRETARIS DPRD

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PROGRAM DAN PERSIDANGAN DAN FASILITAS| DAN
UMUM KEUANGAN PERLINDANG PENGAWASAN
UNDANGAN
KELOMPOK KELOMPOK
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN JABATAN JABATAN
TATAUSAHA DAN RUMAHTANGGA | |HUMAS, PROTOKOL, KEUANGAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL
KEPEGAWAI AN DAN ASET DAN PUBLIKASI
KELOMPOK — ELOVFOK
JABATAN ABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
Keterangan:

: garis komando
————————————————— : garis koordinasi

Gambar: 2.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANTUL

2.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD adalah Persentase Raperda

yang disetujui Bersama, sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No

Indikator Kinerja
Perangkat Daerah

Target (%)

Realisasi (%)

Rasio Capaian

2020 | 2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023 | 2024

2020

2021

2022

2023

2024

Prosentase Raperda
yang  Disetujui

Bersama

nfa | nfa

2%

74% | T6%

nfa

n/a

92.31%

91.67%] 100%

n/a

n/a

128,21%

123,88%

132%

Kinerja Program yang diampu oleh Sekretariat DPRD selama tahun 2020
-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Program Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

Tahun 2020-2024

Kode
Rekening

Program

Indikator

Kinerja

Perangkat

Daerah

Satuan

Target (%)

Realisasi (%)

Rasio Capaian

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021 | 2022 | 2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

XXX01

PROGRAM
PENUNJAN
G URUSAN
PEMERINTA
HAN
DAERAH
KABUPATE
N/ KOTA*

Capaian
Nilai

Akuntabilitas

Kinerja
Instansi
Pemerintal
(AKIP)

Angka

h

n/a

n/a

84

84

85

n/a

n/a

81,60 | 81,58

80,25

n/a

n/a

S97%

97%

94%

40202

PROGRAM
DUKUNGAN
PELAKSANA
AN TUGAS
DAN
FUNGSI
DPRD

Persentase

Raperda
yang
Dibahas
Bersama

Persen

n/a

n/a

82

84

86

n/a

n/a

100 100

100

n/a

n/a

122%

119%

116%

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat DPRD tahun 2020-2024 yang

disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD menyusun Renstra baru yaitu

Renstra 2021-2026 sehingga untuk target dan capaian indikator

kinerja utama pada tahun 2020 dan 2021 adalah n/a karena masih

menggunakan indikator dalam Renstra 2016-2021.

. Selama periode tahun 2022 s/d 2024 semua IKU Sekretariat DPRD

dapat mencapai target. Faktor pendukung tercapainya semua IKU di

tahun 2022 s/d 2024 antara lain:

a. Kualitas Perencanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda)
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(1) Penyusunan Prolegda yang realistis dan sesuai prioritas
pembangunan daerah.

(2) Koordinasi awal yang baik dengan Bapemperda, OPD pengusul,
dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

. Dukungan Fasilitasi Sekretariat DPRD

(1)Penyediaan sarana rapat (jadwal, ruang, notulensi, dokumentasi)
secara tepat waktu.

(2)Administrasi persidangan yang akurat dan cepat.

. Komitmen dan Kapasitas Anggota DPRD

(1) Partisipasi aktif dalam pembahasan raperda.

(2) Pemahaman yang memadai terkait materi raperda, termasuk
aspek hukum dan teknis.

. Kualitas Koordinasi Eksekutif-Legislatif

(1) Sinkronisasi substansi raperda antara DPRD dan Pemerintah
Daerah.

(2) Kesepakatan bersama terhadap muatan kebijakan tanpa konflik
berkepanjangan.

. Ketersediaan Data dan Naskah Akademik yang Memadai

(1) Adanya kajian hukum dan data pendukung yang kuat untuk
setiap raperda.

(2) Narasumber/ahli yang kompeten saat pembahasan.

. Dukungan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)

(1) Ketersediaan anggaran yang cukup untuk fasilitasi pembahasan.

(2) SDM Sekretariat DPRD yang profesional dan memahami
prosedur legislasi.

. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

(1) Monitoring atas progres pembahasan raperda.

(2) Evaluasi hambatan dan tindak lanjut segera terhadap masalah

yang muncul.

. IKU yang tidak mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan
oleh

a. Satu raperda belum selesai dibahas pada tahun 2022 yaitu
raperda “Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” karena masih

proses pembahasan di tingkat Pansus;

126



b. Satu raperda belum selesai dibahas pada tahun 2023 yaitu
raperda “Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” belum selesai
dilakukan pembahasan (baru selesai dilakukan
pembahasan/Pembicaraan Tingkat I) dan masih diperlukan
pembahasan tahap berikutnya.

c. Raperda “Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan” ini pada tahun
2024 akhirnya dihapus dari Program Pembahasan Peraturan
Daerah melalui Keputusan DPRD Nomor 38 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Bantul Nomor 34
Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2024.

4. Berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU tahun 2020-2024, maka

kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan di tahun

berikutnya supaya seluruh IKU yang ditetapkan dapat tercapai sebagai

berikut:

a.

Mengintensifkan koordinasi internal ASN Sekretariat DPRD maupun
eksternal dengan Sekretariat DPRD daerah lain dalam wadah
ASDEKSI, sebagai sarana informasi serta pemecahan permasalahan

terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan;

. Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan OPD terkait, maupun

lembaga non pemerintah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi

dengan dukungan sarana prasarana yang ada.

. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang

lebih baik dengan pelatihan, bimtek, dan pengembangan kapasitas

lainnya dan penambahan ASN

. Peningkatan koordinasi dengan anggota DPRD agar dapat

menjalankan agenda kegiatan yang telah disepakati sebelumnya

dengan baik dan tepat waktu;

. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi

anggaran baik target fisik maupun keuangan agar penyerapan

anggaran optimal;

127



2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pencapaian IKU diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam Perencanaan dan Penyusunan Raperda

a. Keterlambatan dalam penyusunan dan perencanaan Program

Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), sehingga beberapa

Raperda tidak dapat dibahas sesuai jadwal.

b. Kurangnya koordinasi awal antara eksekutif (Pemda) dan legislatif

C.

(DPRD) dalam menentukan skala prioritas Raperda yang diajukan.

Keterbatasan kapasitas teknis dalam penyusunan naskah akademik

atau kajian akademik sebagai dasar pembentukan Raperda.

2. Kendala dalam Pembahasan dan Harmonisasi Raperda

a. Proses pembahasan di DPRD sering mengalami penundaan akibat

C.

padatnya agenda kerja anggota DPRD atau perbedaan pandangan

antar fraksi.

Keterlambatan dalam harmonisasi dan fasilitasi di tingkat
provinsi/Kementerian Dalam Negeri, terutama untuk Raperda yang

memerlukan pengkajian lebih lanjut.

Terbatasnya partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam
pembahasan Raperda, yang berpotensi menimbulkan revisi atau

keberatan dari masyarakat setelah Raperda diajukan.

3. Faktor Teknis dan Administratif

a. Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga teknis di Sekretariat

DPRD dalam mendukung penyusunan kajian hukum serta

penyelarasan materi Raperda.

b. Adanya kendala dalam sistem dokumentasi dan pelaporan

perkembangan pembahasan Raperda, sehingga sulit dilakukan

monitoring secara real-time.

Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan studi
komparatif atau konsultasi yang dibutuhkan dalam proses

penyusunan Raperda.
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4. Dinamika Politik dan Kebijakan

a. Adanya perbedaan kepentingan antara eksekutif dan legislatif

dalam menyepakati substansi Raperda,

sehingga menyebabkan

proses persetujuan bersama menjadi lebih lama.

b. Pergantian keanggotaan DPRD (periode transisi) yang menyebabkan

beberapa Raperda harus ditinjau ulang oleh anggota baru.

c. Perubahan regulasi di tingkat nasional yang berdampak pada

perlunya penyesuaian Raperda yang

pembahasan.

sedang dalam proses

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Sekretariat DPRD

jadwal

No e Rumusan Masalah Akar Masalah
Pokok
1 | Perencanaan Terdapat keterlambatan | Kurangnya koordinasi awal
dan dalam penyusunan | eksekutif-legislatif
penyusunan Propemperda  sehingga
Raperda belum | beberapa Raperda tidak | keterbatasan kapasitas
tepat waktu dapat dibahas sesuai | teknis dalam penyusunan

naskah akademik
Padatnya agenda dan
perbedaan pandangan

antar fraksi

Keterlambatan harmonisasi

di tingkat
provinsi/Kemendagri serta
terbatasnya partisipasi

publik dalam pembahasan

Adanya transisi
keanggotaan DPRD serta
perubahan regulasi
nasional

2.3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berikut adalah beberapa isu strategis yang dapat dijabarkan terkait

Sekretariat DPRD dalam rangka penyusunan dokumen Rencana

Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Isu-isu ini mempertimbangkan

dinamika fungsi kesekretariatan, dukungan terhadap tugas DPRD, serta

perkembangan kebijakan dan tuntutan pelayanan publik:

1. Tahun 2024 adalah tahun transisi keanggotaan DPRD 2019-2024

129




dengan periode baru 2024-2029 sehingga diperlukan banyak
penyesuaian baik di level kelembagaan DPRD maupun Sekretariat
DPRD. Secara umum, penyesuaian ini meliputi aspek administrasi,
tata kelola, dan program kerja.

. Peningkatan Kualitas Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD perlu meningkatkan kapasitas teknis dan
administratif dalam mendukung tiga fungsi utama DPRD: legislasi,
anggaran, dan pengawasan. Tantangan ke depan mencakup
kebutuhan akan penyediaan bahan kajian berkualitas, riset hukum
dan kebijakan, serta layanan fasilitatif yang lebih adaptif dan berbasis
teknologi.

. Kebutuhan Transformasi Digital dalam Layanan Kesekretariatan

Era digital menuntut efisiensi dan transparansi. Sekretariat perlu
memperkuat sistem informasi pendukung berbasis digital.
Pemanfaatan teknologi informasi juga penting dalam dokumentasi
rapat, pengelolaan aspirasi masyarakat, serta integrasi data dan
kinerja.

. Penguatan Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi

Tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) mengharuskan Sekretariat DPRD untuk memperkuat
sistem pengukuran dan pelaporan kinerja, termasuk penguatan SAKIP
dan budaya kinerja yang berkelanjutan.

. Kapasitas SDM Sekretariat yang Belum Merata

Masih terdapat kesenjangan kompetensi di kalangan ASN Sekretariat
dalam memahami teknis peraturan perundang-undangan, analisis
kebijakan, hingga pengelolaan kegiatan DPRD sehingga dibutuhkan
perencanaan pengembangan SDM yang lebih strategis melalui diklat,
pelatihan teknis, hingga kerja sama kelembagaan.

. Dinamisnya Perubahan Regulasi dan Penyesuaian Kebijakan Nasional
Dinamisnya perubahan peraturan yang diacu, terutama dengan
dibatalkannya Perpres nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan Regional dan kembali menggunakan Perpres Nomor 33 tahun
2020, berdampak pada pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas

dalam negeri yang semula dilakukan secara lumsum kembali
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menggunakan metode at cost (biaya riil), sehingga mengakibatkan

tidak optimalnya penyerapan anggaran perjalanan dinas.

7. Peningkatan Partisipasi dan Aspirasi Masyarakat

Masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan daerah dan menuntut

DPRD

lebih

terbuka

dan

partisipatif.

Sekretariat

perlu

mengembangkan mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat yang

inklusif, transparan, dan dapat ditindaklanjuti secara akurat.

8. Penguatan Fungsi Kesetaraan Gender

Sekretariat juga dituntut lebih peka terhadap isu-isu gender dan

kelompok rentan, termasuk dalam dukungan terhadap pembentukan

perda yang responsif gender serta pelayanan yang tidak diskriminatif.

Berikut ini identifikasi isu strategis dapat dirumuskan dari isu global,

nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi Sekretariat DPRD baik

secara langsung ataupun tidak langsung.

Tabel 2.4 Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Isu KLHS
yang Menjadi Permasalahan yang q Isu Isu Strategis
Kewenangan PD Relevan fenliokes (B P el Regional PD
PD dengan PD
Pengelolaan Kurang Belum Komitmen Memperkuat e Perkembang | Penguatan SDM
Administrasi meratanya optimalnya Sustainable | reformasi politik, | an teknologi| Sekretariat
kesekretariat-an | kompetensi tata nilai Develop- hukum, dan informasi DPRD
dan keuangan ASN dalam budaya ment Goals | birokrasi, serta
untuk mendukung istimewa (SDGs) memperkuat e Peningkatan
mendukung tugas dan Yogyakarta dalam pencegahan dan | kualitas dan
tugas dan fungsi | fungsi DPRD yang tujuan ke pemberantasan daya saing
DPRD, mengakar 17 yaitu korupsi, narkoba,| sumber
termasuk pada kemitraan judi, dan daya
penyediaan dan perilaku dan | untuk penyelundupan. | manusia
koordinasi pembanguna | mencapai
Tenaga Ahli, n. tujuan
fasilitasi rapat
serta dukungan
teknis lain bagi
anggota DPRD
Kurang Belum Komitmen Memperkuat e Perkembang # Pemaksimalan
optimalnya optimalnya Sustainable | reformasi politik, | an teknologi| pengelolaan datal
penggunaan tata nilai Developmen | hu-kum dan informasi dan informasi
teknologi dan | budaya t Goals birokrasi, serta e Pengembangan
informasi istimewa (SDGs) mem-perkuat e Peningkatan | sistem informasi
untuk Yogyakarta dalam pencegahan dan | kualitas dan| untuk men
mendukung yang tujuan ke pembe-rantasan | daya saing | dokumentasikan
tugas DPRD mengakar 17 yaitu korupsi, narkoba,| sumber dan
pada kemitraan judi, dan daya mendistribusikan|
perilaku dan | untuk penyelundupan. | manusia produk daerah
pembanguna | mencapai
n. tujuan
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan  tercapainya  tujuan  berupa  hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut.

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 didasarkan
pada visi dan misi Bupati terpilih yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun
2025-2029. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Suatu pernyataan visi
dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas.

Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 merupakan visi bupati
dan wakil bupati, yang disusun dengan memedomani visi RPJPDKabupaten
Bantul Tahun 2025-2045. Visi RPJPD Kabupaten Bantul Tahun2025-2045
adalah: BANTUL MAJU, SEJAHTERA, AMAN, DAN BERKELANJUTAN,
DIJIWAI KEBUDAYAAN DAN KEISTIMEWAAN.

Rumusan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029, adalah:

TERWUJUDNYA KABUPATEN BANTUL YANG MAJU, KUAT,
DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI KEBERAGAMAAN DAN
BUDAYA ISTIMEWA.

Penjelasan dari pokok-pokok visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-
2029, disajikan pada tabel di bawah:
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Tabel 3.1

Pokok-Pokok Visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Pokok-Pokok Visi

Penjelasan

Visi: Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera

dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa

MAJU

Diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang
mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transfomasi digital

menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.

KUAT

Diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan
dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan
penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

daerah yang demokratis.

DEMOKRATIS

Diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat

yang mengakui dan menghormati hak setiap warga.

SEJAHTERA

Diartikan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi hak
dasarnya dalam hal pekerjaan, pendapatan dan perumahan
layak, pangan sehat, serta kehidupan sosial masyarakat

yang guyup, rukun, aman dan tertib.

KEBERAGAMAAN

Diartikan sebagai pijakan dasar dan pedoman hidup yang
memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat
dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten
Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
setia kepada NKRI.

BUDAYA
ISTIMEWA

Diartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan
masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan
Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan

oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Misi adalah

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu

lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan

upayaupaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu

menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah

diingat. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029 meliputi:
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1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat

yang tangguh, produktif dan berdaya saing.

- SDM tangguh adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas,
resilien, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.

- SDM produktif dan berdaya saing adalah masyarakat Kabupaten Bantul

yang memiliki kreatifitas dan berani menghadapi persaingan.

2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif,
inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk
meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

- Transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan wuntuk penguatan
kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN,
pemenuhan sarana prasarana, dan regulasi yang efektif untuk pelayanan
publik yang prima berbasis digital dan pemberdayaan masyarakat dengan
etos kerja Projotamansari (produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib,
aman, sehat dan asri).

- Tata kelola pemerintahan yang kreatif dan inovatif adalah Pemerintahan
Kabupaten Bantul yang responsif dengan menerapkan prinsip good
governance dan clean government serta memadukan berbagai strategi
inovatif.

- Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah Pemerintahan Kabupaten
Bantul yang melibatkan perguruan tinggi, masyarakat, sektor swasta dan
media dalam proses pengambilan Keputusan guna mengatasi
permasalahan publik untuk mencapai tujuan bersama.

- Berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Bantul yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan Pemerintahan
Kabupaten Bantul yang ramah, mudah, cepat, tepat, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

- Pelayanan publik yang berkeadilan adalah pelayanan Pemerintahan
Kabupaten Bantul yang memenuhi asas-asas kepentingan umum,

kepastian hukum, inklusif dan bebas diskriminasi.
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3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local

didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

- Transformasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah SDA,
produktivitas tenaga kerja, ekonomi kreatif, dan investasi.

- Perekonomian berbasis sumber daya lokal adalah perekonomian
Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kekayaan alam dan kearifan lokal

dengan menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pokok daerah.

4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk
menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong
guna meningkatkan martabat kemanusiaan.
- Tranformasi sosial diarahkan untuk perlindungan sosial yang adaptif.
- Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai
budaya, seni tradisional. Pelestarian budaya dilakukan dengan
mengembangkannya secara dinamis, luwes, dan selektif.
- Guyub rukun dan gotong royong adalah kondisi Masyarakat Kabupaten

Bantul yang harmonis, tenteram, aman, dan hidup saling menolong.

5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah

lingkungan dan tangguh bencana.

- Transformasi infrastruktur ramah lingkungan adalah Pembangunan
infrastruktur di Kabupaten Bantul yang inklusif dan berkelanjutan.

- Transformasi infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur di
Kabupaten Bantul yang mendukung masyarakat untuk memiliki
kemampuan menghadapi ancaman bencana, penanganan bencana, dan

pemulihan pasca bencana

Dari Visi dan Misi yang telah dijabarkan di atas, kemudian dirumuskan
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2025-2029.
Visi, Misi serta Tujuan, Sasaran dan Indikator yang didukung oleh

Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.2
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang Didukung Sekretariat DPRD

Misi Tujuan & Sasaran Indikator

Misi 2. Mewujudkan
transformasi tata kelola
pemerintahan yang

kreatif, inovatif dan T2 Meningkatkan Reformasi .
. ; . . . Indeks Reformasi
kolaboratif berbasis Birokrasi Pemerintahan ) .
.. ) Birokrasi
teknologi informasi untuk | Daerah
meningkatkan pelayanan
publik yang berkualitas
dan berkeadilan
S2.1 Meningkatnya Kinerja
Pembangunan Daerah
Nilai AKIP
Opini BPK

Indeks Pencegahan
Korupsi Daerah

Dari visi dan misi Bupati terpilih, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Daerah yang telah ditetapkan di atas, kemudian diturunkan menjadi Tujuan
dan Sasaran Sekretariat DPRD untuk selanjutnya dirumuskan Indeks Kinerja
Utama atau IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil
(outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan
fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas
kinerja.

Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan wunsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah yang memiliki kedudukan sejajar dengan kepala daerah dan
menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki peran

penting dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan
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pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, DPRD

menjalankan tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah peran DPRD dalam pembentukan peraturan

daerah bersama pemerintah daerah. Penjabaran rinci dari fungsi ini

meliputi:

Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda): DPRD menyusun
daftar prioritas rancangan peraturan daerah setiap tahunnya bersama
pemerintah daerah sebagai acuan kerja legislasi.

Pengajuan Rancangan Perda (Raperda): DPRD berwenang
mengajukan Raperda, baik atas inisiatif anggota maupun fraksi.
Raperda tersebut bisa menyangkut tata pemerintahan, pelayanan
publik, perlindungan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Pembahasan dan Penetapan Perda: DPRD membahas Raperda
bersama kepala daerah melalui pembahasan tingkat I (rapat
komisi/pansus) dan tingkat II (rapat paripurna). Setelah disetujui
bersama, Perda ditetapkan dan diundangkan.

Penyempurnaan atas Evaluasi Gubernur: Perda yang telah disetujui
bersama, khususnya terkait APBD, akan dievaluasi oleh gubernur.
DPRD bertugas melakukan penyempurnaan bila ada koreksi.
Sosialisasi dan Pengawasan Implementasi Perda: Setelah disahkan,
DPRD juga turut bertanggung jawab memastikan Perda dipahami

masyarakat dan dilaksanakan dengan baik oleh pemda.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah kewenangan DPRD dalam pembahasan,

persetujuan, dan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Penjabaran rinci dari fungsi ini antara lain:

Pembahasan KUA-PPAS: DPRD membahas dan menyetujui Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
yang diajukan kepala daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

Persetujuan APBD: DPRD memiliki peran penting dalam menyetujui
APBD tahunan yang diajukan oleh kepala daerah, baik dari sisi

pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
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e Pengesahan Perubahan APBD: DPRD juga membahas dan menyetujui
perubahan anggaran apabila terjadi perubahan asumsi makroekonomi
atau keadaan darurat.

« Pengawasan Penggunaan Anggaran: DPRD berwenang menilai kinerja
anggaran dan menindaklanjuti hasil audit BPK. DPRD dapat
menyarankan pemotongan, pengalihan, atau penghentian anggaran

untuk program/kegiatan yang tidak efektif atau menyimpang.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah peran DPRD dalam memantau,
mengevaluasi, dan mengkritisi pelaksanaan kebijakan serta program
pembangunan oleh pemerintah daerah. Penjabaran rinci dari fungsi ini
mencakup:

e Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda dan APBD: DPRD
memantau pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD
untuk memastikan sesuai rencana dan tepat sasaran.

o Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah: DPRD menilai capaian indikator
kinerja dan output program/kegiatan pembangunan setiap tahun.

e Penggunaan Hak Pengawasan: DPRD dapat menggunakan hak
interpelasi (meminta penjelasan), hak angket (penyelidikan), dan hak
menyatakan pendapat sebagai alat kontrol terhadap kebijakan kepala
daerah.

e Menindaklanjuti Laporan Masyarakat dan Temuan Audit: DPRD
dapat meminta klarifikasi kepada eksekutif terkait pengaduan
masyarakat atau temuan BPK.

e Melakukan Kunjungan Kerja (reses): Anggota DPRD melakukan
kegiatan reses ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi
masyarakat secara langsung, yang juga menjadi bagian dari kontrol
sosial.

Fungsi DPRD tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan
Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administratif dan teknis yang
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kualitas
kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan

pengawasan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, profesionalitas, dan
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koordinasi yang baik dengan Sekretariat DPRD. Fasilitasi Sekretariat

DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD diantaranya:

1. Mendukung Fungsi Legislasi

(o]

Penyusunan Dokumen dan Agenda: Sekretariat membantu
penyusunan Prolegda, draf Raperda, serta menyusun jadwal dan
fasilitasi rapat-rapat pembahasan legislasi.

Dokumentasi dan Legal Drafting: Menyediakan tenaga ahli hukum
atau tim penyusun naskah akademik dan legal drafting untuk
mendukung pembentukan peraturan daerah.

Fasilitasi Rapat dan Konsultasi: Menyediakan logistik dan
administrasi saat rapat-rapat DPRD dengan mitra kerja atau

pemangku kepentingan eksternal (misalnya konsultasi publik).

2. Mendukung Fungsi Anggaran

(o]

Penyediaan Data dan Dokumen APBD: Sekretariat menyusun,
mengarsipkan, dan menyampaikan dokumen anggaran (KUA-
PPAS, RKA SKPD, RAPBD) kepada anggota DPRD.

Fasilitasi Rapat Banggar: Mengorganisir dan mencatat rapat
Badan Anggaran DPRD serta mendukung proses negosiasi dan
pembahasan anggaran.

Koordinasi dengan TAPD: Sekretariat menjadi penghubung
administrasi antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD).

3. Mendukung Fungsi Pengawasan

O

Penyusunan Laporan dan Data Kinerja SKPD: Sekretariat
membantu menyediakan dokumen evaluasi kinerja perangkat
daerah sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.

Fasilitasi Penggunaan Hak DPRD: Saat DPRD menggunakan hak
interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat, sekretariat
bertugas memfasilitasi prosedur administrasi dan teknisnya.
Dukungan Kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja: Sekretariat
mengatur jadwal, akomodasi, hingga pelaporan kegiatan reses
untuk menjamin kelancaran aspirasi dan pengawasan di daerah

pemilihan.
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Dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsi
Sekretariat DPRD dan luasnya cakupan tugas fasilitasi yang dilakukan
oleh Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi lembaga DPRD, maka
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan
sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan:

”Terwujudnya penerbitan produk hukum.”

Penjelasan:

Tujuan ini merupakan wujud komitmen untuk mendukung kelancaran fungsi
legislasi DPRD. Produk hukum yang dimaksud meliputi peraturan daerah,
keputusan DPRD, dan ketetapan lainnya yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui fasilitasi yang profesional,
tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
Sekretariat DPRD berperan memastikan setiap produk hukum yang
dihasilkan memiliki kualitas materi yang baik, dapat diimplementasikan,
serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Dengan
demikian, penerbitan produk hukum tidak hanya menjadi kewajiban
administratif, tetapi juga instrumen penting dalam membangun tata kelola
pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada
kepentingan publik.

Sasaran:
" Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum
DPRD."

Penjelasan:
Sasaran ini memastikan bahwa seluruh proses pembahasan peraturan daerah

dan produk hukum lainnya dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai
prosedur. Dukungan yang dimaksud mencakup penyediaan data dan
informasi yang akurat, penyiapan dokumen pembahasan, fasilitasi rapat-rapat
kerja, penyusunan notulensi, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan
pihak terkait. Melalui peningkatan kualitas dukungan tersebut, diharapkan
proses pembahasan produk hukum DPRD menjadi lebih efisien, mampu
mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta menghasilkan regulasi yang
relevan dan aplikatif. Keberhasilan sasaran ini akan memperkuat peran DPRD
dalam fungsi legislasi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan

daerah yang baik
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Hierarki penyusunan tujuan dan Sasaran pada Renstra 2025-2029

Sekretariat DPRD digambarkan pada gambar berikut:

Visi:
Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai
Keberagamaan dan Budaya Istmewa

. <

______________________________________ Misi:

Mewujudkan fransformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis
teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

Tujuan Kabupaten yang Didukung:

Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

e 2

Sasaran Kabupaten yang Didukung:

Meningkatnya Kinerja Pembangunan
Daerah
Ey=

Tujuan PD Sekretariat DPRD:

Terwujudnya penerbitan produk hukum

¥

Sasaran PD Sekretariat DPRD:

Meningkatnya dukungan pelaksanaan pembahasan produk hukum
DPRD

Gambar 3.1
Hierarki Penyusunan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD 2025-2029

Berikut ini disajikan Tabel Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra dan target
capaian Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
pada tahun 2025-2029:

Tabel 3.4 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
SEKRETARIAT DPRD

NSPK DAN

BASE- TARGET TAHUN KETE
RPS.;\I\: SRYIXL G TUJUAN SASARAN INDIKATOR | LINE RANG
RELEVAN 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 AN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Terwujudnya Persentase 100 100 100 100 100 100 100
Meningkatnya | penerbitan capaian
Kinerja produk produk
Pemerintahan | hukum hukum
Daerah yang yang
Akuntabel, diterbitkan
Bersih, DPRD (%)
Berbasis
Digital dan
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llil;l:g:ll: BASE- TARGET TAHUN KETE
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN INDIKATOR | LINE RANG
RELEVAN 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 AN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Pelayanan
Publik yang
Profesional
Meningkatnya | Indeks 94.54 | 94.72 | 9491 | 95.01 | 95.12 | 95.18 | 95.39
dukungan capaian
pelaksanaan fasilitasi
pembahasan produk
produk hukum
hukum DPRD | DPRD
(Indeks)
Target indikator Tujuan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan
dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:
Tabel 3.5
Target indikator Tujuan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029
Indikator Sumber Sumber
Tujuan . Satuan Formula Perhitungan .
J Tujuan g Data Indikator
Produk Hukum DPRD
vang diterbitkan Tahun N
Terwujudnya Persentase Jumlah Target Produk x100%
. capaian produk .
penerbitan P p Hukum DPRD Tahun N Sekretari '
hukum yang Persen Lainnya
produk . . o at DPRD
hukum diterbitkan Produk Hukum meliputi
DPRD Raperda, Keputusan DPRD,
Keputusan Pimpinan DPRD
Target indikator Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dirumuskan
dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:
Tabel 3.6
Target indikator Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029
Indik
Sasaran O Satuan Formula Perhitungan Sl Su.mber
Sasaran Data Indikator
Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP
dan IKM dengan bobot sebagai berikut:
Meningkatnya Indeks Indikator Bobot
dukungan capaian .

e s P . Lainnya
pelaksanaan fasilitasi Persentase capaian pembahasan Sekretari
pembahasan produk produx hukum Iungsi legislasi at DPRD

produk hukum hukum Persentase capaian pembahasan
DPRD DPRD produk hukum fungsi pengawasan dan 0,3
penganggaran
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 0.2
Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah ’
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 0.2
Perangkat Daerah ’
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Target capaian IKU Sekretariat DPRD ini ditetapkan secara bertahap,
dimulai tahun 2025 dan meningkat secara progresif hingga tahun 2030,
selaras dengan komitmen peningkatan kualitas layanan dan tata kelola

kelembagaan Sekretariat DPRD.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang
komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra PD Tahun
2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan
arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai
target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam
tabel berikut:

Tabel 3.7 Pentahapan Renstra PD

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V
[2026] [2027] [2028] [2029] [2030]
Penguatan Peningkatan | Optimalisasi Fasilitasi dan Fasilitasi
dasar kualitas digitalisasi dukungan kegiatan kegiatan DPRD
perencanaan, pelayanan pelayanan DPRD dengan secara
serta fungsi untuk untuk memperhatikan konsisten untuk
Sekretariat mendukung mendukung periode transisi memastikan
DPRD tugas DPRD tugas DPRD keanggotaan DPRD kesinambungan
hasil Pemilu 2029. program

Memastikan seluruh
Raperda yang
direncanakan dapat
disetujui bersama,

serta penyesuaian

legislasi, serta
melakukan
evaluasi
Renstra dan

capaian KU

kelembagaan, 20262029, dan
administratif serta penyusunan
orientasi dan agenda rekomendasi

kerja anggota DPRD

baru.

untuk Renstra

2029-2034
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Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD didasarkan
pada Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul tahun
2025-2029 sesuai Misi Bupati yang didukung oleh Sekretariat DPRD. Berikut
adalah Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029 yang telah diselaraskan dengan strategi dan arah
kebijakan Pemerintah Kabupaten serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD,
khususnya dalam mendukung fasilitasi kelembagaan, legislasi, anggaran,
dan pengawasan DPRD:

Table 3.8 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

No. Strategi Sekretariat DPRD Arah Kebijakan Sekretariat DPRD

Optimalisasi fasilitasi kegiatan pimpinan

Meningkatkan dukungan fasilitasi
dan alat kelengkapan DPRD-

kelembagaan dan
1 Peningkatan pelayanan dukungan
penyelenggaraan alat

administrasi, persidangan, dan
kelengkapan DPRD

kehumasan

Penguatan perencanaan, koordinasi, dan
Meningkatkan kualitas fasilitasi harmonisasi produk hukum DPRD-
2 | penyusunan produk hukum

DPRD

Peningkatan kompetensi ASN dalam
fasilitasi legislasi dan dokumentasi

hukum

] Peningkatan efisiensi dan transparansi
Meningkatkan tata kelola
) pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD-
3 | anggaran Sekretariat DPRD yang _ .
Peningkatan kualitas pelaporan
akuntabel dan efisien
keuangan dan aset

Pengembangan kompetensi teknis,
Meningkatkan kapasitas dan o )
manajerial, dan sosial kultural ASN-
4 | profesionalitas SDM Sekretariat

Peningkatan budaya kerja yvan
DPRD g y Jjayang

berorientasi pada pelayanan prima

Meningkatkan kualitas
pengawasan internal dalam
mendukung akuntabilitas

pelaksanaan tugas

Penguatan pengendalian dan monitoring
pelaksanaan kegiatan- Peningkatan
sistem pengawasan internal untuk

mencegah penyimpangan
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta
pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan
berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk
program/kegiatan/sub kegiatan. Rencana program, kegiatan, dan sub
kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang akan dilaksanakan tahun
2025-2029 diharapkan dapat mendukung kegiatan kesekretariatan serta
dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD.

Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD seperti
dijelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dapat

dilihat dalam bagan berikut:

A

SASARAN
RPIMD

KEGIATAN &
SUBKEGIATAN

Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan
indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2025-2030, disajikan
pada tabel 4.1 berikut:
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Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

BIDANG
RP?I‘:V‘I‘“D““ TUJUAN Pg%lcl;s&NM// INDIKATOR | REALISASI | BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT | KETE
Relev;'z“g PD SASARAN PD | OUTCOME / OUTCOME / | TAHUN TAHUN DAERAH RANG
dengan PD KEGIATAN / OUTPUT 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 AN
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
S2.1:
Meningkatnya
Kinerja
Pemerintahan . Persentase 4.02.0.00.0.0
Terwujudn . 0.01.0000 -
Daerah yang va capaian Sekretariat
gkur?tabel’ penerbitan produk 100 persen 100 100 1 57 386.503.655,00 | 190 [ 51.699.403.22500 | 190 |[s51.979.053.862,00| 1°° |51.903.580.757,00| 190 | 52257.365.014,00 | Dewan
ersih, roduk hukum yang persen persen persen persen persen persen Perwakilan
Berbasis P e diterbitkan Rekyat
Digital dan DPRD Daerah
Pelayanan
Publik yang
Profesional
Meningkatnya Indeks 38? ’ 8 60000' O_'O
dukungan capaian R
elaksanaan | <02° fasilitasi 94,72 94,91 95,01 95,12 95,18 95,39 Sekretariat
p SEKRETARIAT 94,54 L) S 51.386.503.655,00 S 51.699.403.225,00 S 51.979.953.862,00 Y 51.903.589.757,00 Y 52.257.365.014,00 | Dewan
pembahasan DPRD produk indeks indeks indeks indeks indeks indeks Perwakilan
produk hukum Rakyat
hukum DPRD DPRD
Daerah
4.02.01 -
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN 35.864.586.702,00 36.082.971.160,00 36.278.778.073,00 36.225.480.672,00 36.472.393.820,00
DAERAH
KABUPATEN/KO
TA
Indek 4.02.0.00.0.0
Meningkatnya Kepuasan ge(i{lre(iggg t-
kinerja dan Masyarakat 92,43 92,49 92,55 | 35864.586.702,00 | 2200 | 36.082.971.160,00 | 230 | 36.278.778.073,00 | 237° | 36.225.480.672,00 | %77 | 36.472.393.820,00 | Dewan
kualitas (IKM) indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks Perwakilan
pelayanan Perangkat Rakyat
Daerah
Daerah
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi 80,25 81,13 82,00 82,05 82,10 82,15 82,20
Pemerintah angka angka angka angka angka angka angka
(AKIP)
Perangkat
Daerah
4.02.01.2.01 -
Perencanaan,
Penganggaran, 85 85 85 85 85
dan Evaluasi 100 persen | 85 persen 56.100.000,00 56.100.000,00 56.100.000,00 56.100.000,00 56.100.000,00
Kinerja persen persen persen persen persen
Perangkat
Daerah
Terlaksananya
kegiatan Capaian
Perencanaan, Kinerja
genganggargn, Perencanaan | o, oo cen | 85 persen 85 56.100.000,00 85 56.100.000,00 85 56.100.000,00 85 56.100.000,00 85 56.100.000,00
an Evaluasi dan Evaluasi persen persen persen persen persen
Kinerja Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah

4.02.01.2.01.000
1 - Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah

28.050.000,00
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BIDANG

Sasasas Pg%lcl;s&NM// INDIKATOR | REALISASI | BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETE
Rpgﬂgvz':“g TU‘I’,gAN SASARAN PD OUTCOME / OUTCOME / | TAHUN TAHUN PE;‘:]?RGAF:IAT RANG
dengan PD KEGIATAN / OUTPUT 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 AN
= SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Tersusunnya Jumlah
Dokumen Dokumen 5 5 5 5 5 5
Perencanaan Perencanaan 5 dokumen 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
4.02.01.2.01.000
7 - Evaluasi
Kinerja 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00
Perangkat
Daerah
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi 6 6 6 6 6
Lo 6 laporan 6 laporan 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00 28.050.000,00
Perangkat Kinerja laporan laporan laporan laporan laporan
Daerah Perangkat
Daerah
4.02.01.2.02 -
Administrasi 85 85 85 35 35
Keuangan 100 persen | 85 persen 6.596.631.195,00 6.630.124.101,00 6.663.790.972,00 6.665.378.568,00 6.699.232.962,00
persen persen persen persen persen
Perangkat
Daerah
Capaian
Terlaksananya Kinerja
kegiatan Pengelolaan
Administrasi Adminis- 100 persen | 85 persen 85 6.596.631.195,00 85 6.630.124.101,00 85 6.663.790.972,00 85 6.665.378.568,00 85 6.699.232.962,00
Keuangan trasi persen persen persen persen persen
Perangkat Keuangan
Daerah Perangkat
Daerah
4.02.01.2.02.000
ééjfzzfd‘aan 6.438.581.195,00 6.470.774.101,00 6.503.127.972,00 6.503.778.285,00 6.536.297.176,00
Tunjangan ASN
Jumlah
Tersedianya Gaji I?Are;a;lrﬁi}r’r?: ® 39 orang/ 42 orang/ 42 42 oran 42 42 42
dan Tunjangan . g g orang/ 6.438.581.195,00 g 6.470.774.101,00 orang/ 6.503.127.972,00 orang/ 6.503.778.285,00 orang/ 6.536.297.176,00
Gaji dan bulan bulan /bulan
ASN . bulan bulan bulan bulan
Tunjangan
ASN
4.02.01.2.02.000
2 - Penyediaan
Administrasi 130.000.000,00 131.300.000,00 132.613.000,00 133.550.283,00 134.885.786,00
Pelaksanaan
Tugas ASN
Jumlah
. Dokumen
Tersedianya .
Administrasi Hasil 12 12 12
Penyediaan 130.000.000,00 12 131.300.000,00 12 132.613.000,00 12 133.550.283,00 12 134.885.786,00
Pelaksanaan .. . dokumen dokumen dokumen
Administrasi
Tugas ASN
Pelaksanaan
Tugas ASN

4.02.01.2.02.000
7 - Koordinasi
dan Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD

28.050.000,00
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Jumlah
Tersedianya Laporan
Laporan Keuangan
Keuangan Bulanan/
Bulanan/Triwula | Triwulanan/
nan/Semesteran Semesteran
SKPD dan SKPD dan
Laporan Laporan 21 laporan | 21 laporan 21 28.050.000,00 21 28.050.000,00 21 28.050.000,00 21 28.050.000,00 21 28.050.000,00
Koordinasi Koordinasi laporan laporan laporan laporan laporan
Penyusunan Penyusunan
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwula | Bulanan/Tri
nan/Semesteran | wulanan/Se
SKPD mesteran
SKPD
4.02.01.2.05 -
Administrasi 85 85 85 85 85
Kepegawaian 100 persen | 85 persen 165.000.000,00 168.126.776,00 171.037.234,00 172.747.606,00 174.475.082,00
persen persen persen persen persen
Perangkat
Daerah
Capaian
Terlaksananya Kinerja
kegiatan Pengelolaan
Administrasi Adminis- 100 persen | 85 persen 85 165.000.000,00 | 83 168.126.776,00 | 83 171.037.234,00 | 89 172.747.606,00 | 85 174.475.082,00
Kepegawaian trasi persen persen persen persen persen
Perangkat Kepegawaian
Daerah Perangkat
Daerah
4.02.01.2.05.000
9 - Pendidikan
dan Pelatihan
Pegawai 165.000.000,00 168.126.776,00 171.037.234,00 172.747.606,00 174.475.082,00
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi
Jumlah
Terlaksananya Pegawai
Pendidikan dan Berdasarkan
Pelatihan Tugas dan
Pegawai Fungsi yang 40 orang 40 orang 40 orang 165.000.000,00 | 40 orang 168.126.776,00 | 40 orang 171.037.234,00 | 40 orang 172.747.606,00 | 40 orang 174.475.082,00
Berdasarkan Mengikuti
Tugas dan Pendidikan
Fungsi dan
Pelatihan
4.02.01.2.06 -
Administrasi 100 persen | 85 persen 85 1.043.299.916,00 85 1.101.532.910,00 85 1.158.582.873,00 85 1.109.879.480,00 85 1.290.868.136,00
Umum Perangkat persen persen persen persen persen
Daerah
Capaian
Terlaksannanya Kinerja
kegiatan Pengelolaan 85 85 85 85 85
Administrasi Administrasi 100 persen 85 persen 1.043.299.916,00 1.101.532.910,00 1.158.582.873,00 1.109.879.480,00 1.290.868.136,00
persen persen persen persen persen
Umum Perangkat | Umum
Daerah Perangkat
Daerah
4.02.01.2.06.000
2 - Penyediaan
Peralatan dan 729.199.916,00 780.243.910,00 834.860.983,00 793.117.934,00 971.718.975,00
Perlengkapan
Kantor
Jumlah
Paket
Tersedianya Peralatan
Peralatan dan dan 7 paket 7 paket | 7 paket 729.199.916,00 | 7 paket 780.243.910,00 | 7 paket 834.860.983,00 | 7 paket 793.117.934,00 | 7 paket 971.718.975,00
Perlengkapan Perlengkapa
Kantor n Kantor
yang
Disediakan
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4.02.01.2.06.000
6 - Penyediaan
Bahan Bacaan 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
dan Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah
Dokumen
Tersedianya Bahan
Bahan Bacaan Bacaan dan 9 2 9 9 9 9
dan Peraturan Peraturan 2 dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Perundang- Perundang-
undangan Undangan
yang
Disediakan
4.02.01.2.06.000
8 - Fasilitasi 115.400.000,00 116.554.000,00 117.719.540,00 109.479.172,00 110.573.964,00
Kunjungan Tamu
Jumlah
Terlaksananya Laporan 12 12 12 12 12
Fasilitasi Fasilitasi 12 laporan | 12 laporan 115.400.000,00 116.554.000,00 117.719.540,00 109.479.172,00 110.573.964,00
. . laporan laporan laporan laporan laporan
Kunjungan Tamu | Kunjungan
Tamu
4.02.01.2.06.000
9-
Penyelenggaraan 120.700.000,00 126.735.000,00 128.002.350,00 129.282.374,00 130.575.197,00
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Penyelenggar
Penyelenggaraan aan Rapat 12 12 12 12 12
Rapat Koordinasi apat 12 laporan | 12 laporan 120.700.000,00 126.735.000,00 128.002.350,00 129.282.374,00 130.575.197,00
. Koordinasi laporan laporan laporan laporan laporan
dan Konsultasi
SKPD dan
Konsultasi
SKPD
4.02.01.2.06.001
0-
Penatausahaan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
Arsip Dinamis
pada SKPD
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Penatausahaan Penatausaha 12 12 12 12 12 12 12
Arsip Dinamis an Arsip dokumen dokumen | dokumen 8.000.000,00 dokumen 8.000.000,00 dokumen 8.000.000,00 dokumen 8.000.000,00 dokumen 8.000.000,00
pada SKPD Dinamis
pada SKPD
4.02.01.2.08 -
Penyediaan Jasa
Penunjang 100 persen | 85 persen 85 1.536.114.879,00 85 1.642.733.920,00 85 1.727.856.449,00 85 1.729.304.226,00 85 1.730.764.896,00
Urusan persen persen persen persen persen
Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Cfalpal.an
ke Kinerja
egiatan R
. Penyediaan
Penyediaan Jasa | ;.o 85 85 85 85 85
Penunjang P . 100 persen | 85 persen 1.536.114.879,00 1.642.733.920,00 1.727.856.449,00 1.729.304.226,00 1.730.764.896,00
Urusan enunjang persen persen persen persen persen
. Urusan
Pemerintahan .
Pemerintah
Daerah
Daerah

4.02.01.2.08.000
2 - Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

15.150.000,00
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Jumlah
Laporan
Tersedianya Jasa Penyediaan
Komunikasi Jasa 12 12 12 12 12
P Komunikasi, 12 laporan | 12 laporan 15.150.000,00 15.301.500,00 15.454.515,00 15.609.060,00 15.765.151,00
Sumber Daya Air Sumber laporan laporan laporan laporan laporan
dan Listrik .
Daya Air dan
Listrik yang
Disediakan
4.02.01.2.08.000
3 - Penyediaan
:,'1:[:1& Peralatan 111.099.304,00 118.876.255,00 113.332.400,00 114.465.724,00 115.610.381,00
Perlengkapan
Kantor
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Tersedianya Jasa | Jasa
Peralatan dan Peralatan 12 laporan | 12 laporan 12 111.099.304,00 12 118.876.255,00 12 113.332.400,00 12 114.465.724,00 12 115.610.381,00
Perlengkapan dan laporan laporan laporan laporan laporan
Kantor Perlengkapa
n Kantor
yang
Disediakan
4.02.01.2.08.000
4 - Penyediaan 1.409.865.575,00 1.508.556.165,00 1.599.069.534,00 1.599.229.442,00 1.599.389.364,00
Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah
Laporan
Tersedianya Jasa EZEZedlaan 12 12 12 12 12
Pelayanan Umum 12 laporan 12 laporan 1.409.865.575,00 1.508.556.165,00 1.599.069.534,00 1.599.229.442,00 1.599.389.364,00
Kantor Pelayanan laporan laporan laporan laporan laporan
Umum
Kantor yang
Disediakan
4.02.01.2.09 -
Pemeliharaan
Barang Milik
pacran 100 persen | 85 persen 85 936.999.527,00 85 946.369.523,00 85 955.833.218,00 85 943.290.423,00 85 964.520.574,00
enunjang persen persen persen persen persen
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya Cfelpal.an
ke Kinerja
egiatan X
. Pemeliharaa
Pemeliharaan
Barang Milik n Barang
Milik 85 85 85 85 85
Darerah h 100 persen | 85 persen 936.999.527,00 946.369.523,00 955.833.218,00 943.290.423,00 964.520.574,00
Penunjang Darera persen persen persen persen persen
Penunjang
Urusan
. Urusan
Pemerintahan .
Pemerintah
Daerah
Daerah

4.02.01.2.09.000
1 - Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

228.500.000,00
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Jumlah
Tersedianya Jasa | Kendaraan
Pemeliharaan, Perorangan
Biaya Dinas atau
Pemeliharaan Kendaraan
dan Pajak Dinas 4 unit 4 unit 4 unit 228.500.000,00 | 4 unit 230.785.000,00 | 4 unit 233.092.850,00 | 4 unit 233.095.181,00 | 4 unit 235.426.133,00
Kendaraan Jabatan
Perorangan yang
Dinas atau Dipelihara
Kendaraan Dinas | dan
Jabatan dibayarkan
Pajaknya
4.02.01.2.09.000
2 - Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, 503.450.000,00 508.484.500,00 513.569.345,00 513.574.481,00 518.710.226,00
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Jumlah
Tersedianya Jasa Ke.:ndaraan
. Dinas
Pemeliharaan, .
- Operasional
Biaya
. atau
Pemeliharaan, Lapanean
Pajak dan aﬁ g 41 unit 41 unit 41 unit 503.450.000,00 | 41 unit 508.484.500,00 | 41 unit 513.569.345,00 | 41 unit 513.574.481,00 | 41 unit 518.710.226,00
Perizinan }]]3 gl'h
Kendaraan Dinas 'pelinara
. dan
Operasional atau -
Lapanean dibayarkan
pang Pajak dan
Perizinannya
4.02.01.2.09.001
0-
Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana 205.049.527,00 207.100.023,00 209.171.023,00 196.620.761,00 210.384.215,00
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah
Terlaksananya Sarana dan
Pemeliharaan/Re | Prasarana
habilitasi Sarana | Gedung
dan Prasarana Kantor atau 6 unit 6 unit 6 unit 205.049.527,00 6 unit 207.100.023,00 6 unit 209.171.023,00 6 unit 196.620.761,00 6 unit 210.384.215,00
Gedung Kantor Bangunan
atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/D
irehabilitasi
4.02.01.2.15 -
Layanan 85 85 85 85 85
Keuangan dan 100 persen | 85 persen 25.530.441.185,00 25.537.983.930,00 25.545.577.327,00 25.548.780.369,00 25.556.432.170,00
. persen persen persen persen persen
Kesejahteraan
DPRD
Terlaksananya Ctapeu.an
. Kinerja
Kegiatan
Layanan Layanan 85 85 85 85 85
K Keuangan 100 persen | 85 persen 25.530.441.185,00 25.537.983.930,00 25.545.577.327,00 25.548.780.369,00 25.556.432.170,00
euangan dan dan persen persen persen persen persen
Kesejahteraan .
DPRD Kesejahteraa
n DPRD

4.02.01.2.15.000
1-
Penyelenggaraan
Administrasi
Keuangan DPRD

25.026.430.985,00
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Jumlah
Anggota
Tersedianya Hak DPRD yang 45 orang/ 45 orang/ 45 45 45 45 45
Keuangan Menerima bulan bulan orang/ 25.026.430.985,00 orang/ 25.028.933.628,00 orang/ 25.031.436.521,00 orang/ 25.033.939.665,00 orang/ 25.036.443.059,00
Anggota DPRD Hak bulan bulan bulan bulan bulan
Keuangan
DPRD
4.02.01.2.15.000
2 - Penyediaan
Pakaian Dinas 435.835.200,00 440.193.552,00 444.595.488,00 444.599.933,00 449.045.933,00
dan Atribut
DPRD
Jumlah
Terlaksananya Paket
Penyediaan Pakaian
Pakaian Dinas Dinas dan 5 paket 5 paket 5 paket 435.835.200,00 5 paket 440.193.552,00 5 paket 444.595.488,00 5 paket 444.599.933,00 5 paket 449.045.933,00
dan Atribut Atribut
DPRD DPRD yang
Disediakan
4.02.01.2.15.000
8 - Pelaksanaan 68.175.000,00 68.856.750,00 69.545.318,00 70.240.771,00 70.943.178,00
Medical Check
Up DPRD
Jumlah
Terlaksananya I\O/[ﬁln%k};at?g
Medical Check Medigcal 45 orang 45 orang 45 orang 68.175.000,00 | 45 orang 68.856.750,00 | 45 orang 69.545.318,00 | 45 orang 70.240.771,00 | 45 orang 70.943.178,00
Up DPRD
Check Up
DPRD
4.02.02 -
PROGRAM
DUKUNGAN
PELAKSANAAN 15.521.916.953,00 15.616.432.065,00 15.701.175.789,00 15.678.109.085,00 15.784.971.194,00
TUGAS DAN
FUNGSI DPRD
Persentase
capaian
Meningkatnya pembahasan 4.02.0.00.0.0
. 0.01.0000 -
Cap.a.lan . produk Sekretariat
pasiitasi hulcum 100 persen 100 100 1 15501.916.953,00 | 190 | 15616.432.06500| 19° | 15701.175.789,00 | 190 | 15678.109.08500 | 190 | 15784.971.194,00 | Dewan
embahasan fungsi persen persen persen persen persen persen Perwakilan
Produk Hukum pengawasan Rakyat
DPRD dan
Daerah
penganggara
n
Persentase
capaian
pembahasan 100 100 100 100 100 100
produk 100 persen
hukum persen persen persen persen persen persen
fungsi
legislasi
4.02.02.2.01 -
Pembentukan 85 85 85 85 85
Peraturan 100 persen | 85 persen 2.878.937.078,00 2.928.479.891,00 2.933.674.087,00 2.935.747.929,00 2.939.691.699,00
persen persen persen persen persen
Daerah dan
Peraturan DPRD
Terlaksananya Cgpal.an
. Kinerja
Kegiatan
Pembentukan Pengelolaan 85 85 85 85 85
Peraturan 100 persen | 85 persen 2.878.937.078,00 2.928.479.891,00 2.933.674.087,00 2.935.747.929,00 2.939.691.699,00
Peraturan persen persen persen persen persen
Daerah dan
Daerah dan Peraturan
Peraturan DPRD DPRD
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4.02.02.2.01.000
1 - Penyusunan
dan Pembahasan
Program 1.350.000.000,00 1.377.000.000,00 1.378.377.000,00 1.379.755.377,00 1.381.135.132,00
Pembentukan
Peraturan
Daerah
Jumlah
Terlaksananya Dok}lmen
Hasil
Penyusunan dan
Penyusunan
Pembahasan dan 6 6 6 6 6 6
Program 6 dokumen 1.350.000.000,00 1.377.000.000,00 1.378.377.000,00 1.379.755.377,00 1.381.135.132,00
Pembahasan dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Pembentukan
Peraturan Program
Pembentuka
Daerah
n Peraturan
Daerah
4.02.02.2.01.000
2 - Pembahasan
Rancangan 1.284.000.000,00 1.303.260.000,00 1.304.563.260,00 1.304.693.716,00 1.304.706.763,00
Peraturan
Daerah
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Pembahasan Hasil 9 9 9 9 9 9
Rancangan Pembahasan | 8 dokumen 1.284.000.000,00 1.303.260.000,00 1.304.563.260,00 1.304.693.716,00 1.304.706.763,00
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Peraturan Rancangan
Daerah Peraturan
Daerah
4.02.02.2.01.000
3.
izg‘i};ienggaraan 106.050.000,00 107.110.500,00 108.181.605,00 109.263.421,00 110.356.055,00
Perundang-
Undangan
Terlaksananya Jumlah
Penyelenggaraan Dokumen 5 5 5 5 5 5
Kajian Kajian 5 dokumen 106.050.000,00 107.110.500,00 108.181.605,00 109.263.421,00 110.356.055,00
dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
4.02.02.2.01.000
4 - Fasilitasi
Penyusunan 138.887.078,00 141.109.391,00 142.552.222,00 142.035.415,00 143.493.750,00
Penjelasan/Keter
angan Naskah
Akademik
Jumlah
Dokumen
Hasil
Terlaksananya
e s Penyusunan
Fasilitasi ;
Penjelasan
Penyusunan atau 5 5 5 5 5 5
Penjelasan atau 5 dokumen dok dok 138.887.078,00 dok 141.109.391,00 dok 142.552.222,00 dok 142.035.415,00 doku 143.493.749,00
Keterangan Keterangan okumen okumen okumen okumen okumen okumen
dan/atau
dan/atau Naskah
Akademik Naskah
ademl Akademik
yang
Difasilitasi
4.02.02.2.02 -
Pembahasan 100 persen | 85 persen 85 1.650.000.000,00 85 1.666.500.000,00 85 1.668.166.500,00 85 1.668.333.317,00 85 1.668.350.000,00
Kebijakan persen persen persen persen persen
Anggaran
Terlaksananya Capaian
Kegiatan Kinerja 85 85 85 85 85
Pembahasan Pembahasan 100 persen | 85 persen 1.650.000.000,00 1.666.500.000,00 1.668.166.500,00 1.668.333.317,00 1.668.350.000,00
Kebijakan Kebijakan persen persen persen persen persen
Anggaran Anggaran
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4.02.02.2.02.000
3 - Pembahasan 1.650.000.000,00 1.666.500.000,00 1.668.166.500,00 1.668.333.317,00 1.668.350.000,00
APBD
Jumlah
Terlaksananya Dokumen ] ] ] ] ] ]
Pembahasan Hasil 4 dokumen 1.650.000.000,00 1.666.500.000,00 1.668.166.500,00 1.668.333.317,00 1.668.350.000,00
dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
APBD Pembahasan
APBD
4.02.02.2.03 -
Pengawasan 100 persen | 85 persen 85 2.180.000.000,00 85 2.126.050.000,00 85 2.141.995.375,00 85 2.142.209.575,00 85 2.163.631.670,00
Penyelenggaraan persen persen persen persen persen
Pemerintahan
Capaian
Terlaksananya Kinerja
Kegiatan Pengawasan 85 85 85 35 35
Pengawasan Penyelenggar | 100 persen | 85 persen 2.180.000.000,00 2.126.050.000,00 2.141.995.375,00 2.142.209.575,00 2.163.631.670,00
persen persen persen persen persen
Penyelenggaraan | aan
Pemerintahan Pemerintaha
n
4.02.02.2.03.000
7 - Pengawasan 2.180.000.000,00 2.126.050.000,00 2.141.995.375,00 2.142.209.575,00 2.163.631.670,00
Penggunaan
Anggaran
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Pengawasan Hasil 8 dokumen 16 16 2.180.000.000,00 16 2.126.050.000,00 16 2.141.995.375,00 16 2.142.209.575,00 16 2.163.631.670,00
Penggunaan Pengawasan dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Anggaran Penggunaan
Anggaran
4.02.02.2.04 -
Peningkatan 71,35 85 persen 85 3.686.350.000,00 85 3.717.506.000,00 85 3.748.973.560,00 85 3.723.399.914,00 85 3.754.926.413,00
> persen persen persen persen persen persen
Kapasitas DPRD
Capaian
Terlaksananya Kinerja
Kegiatan Pengelolaan 71,35 85 persen 85 3.686.350.000,00 85 3.717.506.000,00 85 3.748.973.560,00 85 3.723.399.914,00 85 3.754.926.413,00
Peningkatan Peningkatan persen persen persen persen persen persen
Kapasitas DPRD Kapasitas
DPRD
4.02.02.2.04.000
2 - Pendalaman 2.090.000.000,00 2.110.900.000,00 2.132.009.000,00 2.106.424.892,00 2.127.489.141,00
Tugas DPRD
Jumlah
Terlaksananya Dokumen 6 6 6 6 6 6
Pendalaman Hasil 3 dokumen 2.090.000.000,00 2.110.900.000,00 2.132.009.000,00 2.106.424.892,00 2.127.489.141,00
dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Tugas DPRD Pendalaman
Tugas DPRD
4.02.02.2.04.000
4 - Penyediaan 315.000.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00
Kelompok Pakar
dan Tim Ahli
Jumlah
Tersedianya Orang dalam
Kelompok Pakar Kelompok 0 orang 42 orang 42 orang 315.000.000,00 | 42 orang 315.000.000,00 | 42 orang 315.000.000,00 | 42 orang 315.000.000,00 | 42 orang 315.000.000,00
dan Tim Ahli Pakar dan
Tim Ahli
4.02.02.2.04.000
5 - Penyediaan 255.750.000,00 255.750.000,00 255.750.000,00 255.750.000,00 255.750.000,00
Tenaga Ahli
Fraksi
Tersedianya Jumlah
Tenaga Ahli Tenaga Ahli 82 orang 96 orang 96 orang 255.750.000,00 | 96 orang 255.750.000,00 | 96 orang 255.750.000,00 | 96 orang 255.750.000,00 | 96 orang 255.750.000,00
Fraksi Fraksi

4.02.02.2.04.000
6 -
Penyelenggaraan
Hubungan

1.025.600.000,00
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BIDANG

Sasasas Pg%lcl;s&NM// INDIKATOR | REALISASI | BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETE
Rpgﬂgvz':“g TUggAN SASARAN PD OUTCOME / OUTCOME / | TAHUN TAHUN PE]?:];"RGAF:IAT RANG
dengan PD KEGIATAN / OUTPUT 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 AN
g SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Masyarakat
Jumlah
Dokumen
Terselenggaranya | Hasil
130 132 132 132 132 132 132
Hubungan Penyelenggar dokumen dokumen dokumen 1.025.600.000,00 dokumen 1.035.856.000,00 dokumen 1.046.214.560,00 dokumen 1.046.225.022,00 dokumen 1.056.687.272,00
Masyarakat aan
Hubungan
Masyarakat
4.02.02.2.05 -
Penyerapan dan 85 85 85 85 85
Penghimpunan 100 persen | 85 persen 1.756.629.875,00 1.774.196.174,00 1.791.938.135,00 1.791.956.055,00 1.809.875.615,00
Aspirasi persen persen persen persen persen
Masyarakat
Terlaksananya c .
. apaian
Kegiatan .
Penyerapan dan | Kineqa 85 85 85 85 85
. Pengelolaan 100 persen | 85 persen 1.756.629.875,00 1.774.196.174,00 1.791.938.135,00 1.791.956.055,00 1.809.875.615,00
Penghimpunan Aspirasi persen persen persen persen persen
Aspirasi M;s arakat
Masyarakat Y
4.02.02.2.05.000
3 - Pelaksanaan 1.756.629.875,00 1.774.196.174,00 1.791.938.135,00 1.791.956.055,00 1.809.875.615,00
Reses
Jumah
Dokumen
Terlaksananya | 1, j 3 dokumen 4 4 1.756.629.875,00 4 1.774.196.174,00 4 1.791.938.135,00 4 1.791.956.055,00 4 1.809.875.615,00
Reses dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Pelaksanaan
Reses
4.02.02.2.06 -
Pelaksanaan dan 100 persen | 85 persen 85 280.000.000,00 85 282.800.000,00 85 285.628.000,00 85 285.630.856,00 85 288.487.166,00
Pengawasan persen persen persen persen persen
Kode Etik DPRD
Terlaksananya Capaian
kegiatan Kinerja 85 85 85 85 85
pelaksanaan dan | Pengelolaan 100 persen | 85 persen 280.000.000,00 282.800.000,00 285.628.000,00 285.630.856,00 288.487.166,00
. persen persen persen persen persen
pengawasan Kode Etik
Kode Etik DPRD DPRD
4.02.02.2.06.000
2 - Pengawasan 280.000.000,00 282.800.000,00 285.628.000,00 285.630.856,00 288.487.166,00
Kode Etik DPRD
Jumlah
Terlaksananya I]-—llaai(i)lr an 1 1 1 1 1
Pengawasan 1 laporan 1 laporan 280.000.000,00 282.800.000,00 285.628.000,00 285.630.856,00 288.487.166,00
- Pengawasan laporan laporan laporan laporan laporan
Kode Etik DPRD -
Kode Etik
DPRD
4.02.02.2.08 - as as as as as
Fasilitasi Tugas 100 persen 85 persen 3.090.000.000,00 3.120.900.000,00 3.130.800.132,00 3.130.831.439,00 3.160.008.630,00
DPRD persen persen persen persen persen
Terlaksananya Cgpal.an
kegiatan Kinerja 85 85 85 85 85
g Pengelolaan 100 persen 85 persen 3.090.000.000,00 3.120.900.000,00 3.130.800.132,00 3.130.831.439,00 3.160.008.630,00
Fasilitasi Tugas Fasilitasi persen persen persen persen persen
DPRD Tugas DPRD
4.02.02.2.08.000
1 - Koordinasi
dan Konsultasi 2.110.000.000,00 2.131.100.000,00 2.131.102.132,00 2.131.123.442,00 2.150.303.553,00
Pelaksanaan
Tugas DPRD
Terlaksananya Jumlah
Koordinasi dan Dokumen
Konsultasi Hasil . . 15 20 20 2.110.000.000,00 20 2.131.100.000,00 20 2.131.102.132,00 20 2.131.123.442,00 20 2.150.303.553,00
Pelaksanaan Koordinasi dokumen dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Tugas DPRD dan
Konsultasi
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BIDANG

Sasaran Pg%lcl;s&NM// INDIKATOR | REALISASI | BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETE
Rpgﬂgvz':“g TU‘I’,gAN SASARAN PD OUTCOME / OUTCOME / | TAHUN TAHUN PE;‘:]?RGAF:IAT RANG
dengan PD KEGIATAN / OUTPUT 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 AN
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Pelaksanaan
Tugas DPRD
4.02.02.2.08.000
2 - Penyusunan 135.000.000,00 136.350.000,00 137.713.500,00 137.714.877,00 139.092.026,00
Laporan Kinerja
DPRD
Jumlah
Tersusunnya Laporan
Laporan Fraksi, Fraksi, Alat 1 1 1 1 1
Alat Kelengkapan | Kelengkapan 1 laporan 1 laporan 1 135.000.000,00 136.350.000,00 137.713.500,00 137.714.877,00 139.092.026,00
dan Kineria dan Kineria aporan laporan laporan laporan laporan
J J
DPRD DPRD yang
Disusun
4.02.02.2.08.000
3 - Fasilitasi
Pelaksanaan 600.000.000,00 606.000.000,00 612.060.000,00 612.066.121,00 618.186.782,00
Tugas Badan
Musyawarah
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Fasilitasi Hasil 4 4 4 4 4 4
Pelaksanaan Fasilitasi 1 dokumen d 600.000.000,00 606.000.000,00 612.060.000,00 612.066.121,00 618.186.782,00
okumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Tugas Badan Pelaksanaan
Musyawarah Tugas Badan
Musyawarah
4.02.02.2.08.000
4 - Fasilitasi 245.000.000,00 247.450.000,00 249.924.500,00 249.926.999,00 252.426.269,00
Tugas Pimpinan
DPRD
Jumlah
Dokumen
Terlaksananya Hasil
Fasilitasi Tugas Fasilitasi d 30 60 60 245.000.000,00 60 247.450.000,00 60 249.924.500,00 60 249.926.999,00 60 252.426.269,00
o okumen dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Pimpinan DPRD Tugas
Pimpinan
DPRD

Target kinerja pada Tabel 4.1 disusun hingga tahun 2030 melampaui rentang tahun Renstra 2025-2029 dimaksudkan bahwa perencanaan program, kegiatan, subkegiatan tahun 2030

sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030,

sebagaimana diarahkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 halaman 48 dan arahan Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/000.7.2/02213/BAPPEDA halaman 10.
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Sekretariat DPRD setiap tahun melakukan Analisa gender untuk
menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi
sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya. Dalam melakukan analisis gender, Sekretariat DPRD menggunakan
metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender
tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS)
yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif
gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah
dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan
kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS
menjadi dasar Sekretariat DPRD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA
Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Sekretariat DPRD mempunyai
kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik
secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi publik masyarakat
Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan
dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik
Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi
tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana;
kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi;
dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik
di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah
DIY.

Berikut Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program

prioritas Pembangunan Daerah:
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TABEL 4.2 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM

PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

NIHIL

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Berikut ini disajikan Tabel Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra dan target

capaian Indikator Kinerja Utama kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada

tahun 2025-2029:

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR | SATUAN | TAHUN KETERANGAN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
1. | 4.02.0.00.0.00.01
.0000 -
Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah
2. | Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
capaian produk
hukum yang
diterbitkan DPRD
3. Indeks capaian Indeks 94,54 94,72 9491 95,01 95,12 95,18 95,39
fasilitasi produk
hukum DPRD
Target capaian IKU ini ditetapkan secara bertahap, yaitu sebesar 94,72%
pada tahun 2025 dan meningkat secara progresif hingga 95,39% pada tahun
2030, selaras dengan komitmen peningkatan kualitas layanan dan tata kelola
kelembagaan Sekretariat DPRD. Sedangkan target IKK mengacu pada target
yang ditetapkan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 Kabupaten
Bantul.
TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BASELINE TARGET TAHUN TS
NO INDIKATOR STATUS | SATUAN | TAHUN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ANGAN

(01

(02)

(03)

(04)

(05) (06)

(07) (08)

(09)

(10) (11)

(12)

4.02 - SEKRETARIAT
DPRD
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BAB V
PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan
daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis

dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027,
2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030
akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030
yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan
berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai
periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan
dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik
antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia wusaha

diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.
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Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa
Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi
pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem
pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang
memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan
langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar
mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategik lokal, nasional
dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan stratejik yang jelas dan
sinergis. Dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang
jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima
tahun (Tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata
kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pembinaan

dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
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Daerah, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan sesuai dengan
urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari
sasaran daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten
Bantul dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai
indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang
dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode
perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program
kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Pemerintah  Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang
dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah
untuk periode S (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program
Kepala Daerah.

Selanjutnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang
ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat
Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan dokumen perencanaan tahunan
dan penjabaran dari perencanaan periode S (lima) tahunan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disusun
dengan tahapan sebagai berikut:

persiapan penyusunan;

o P

penyusunan rancangan awal;

penyusunan rancangarn;

o o

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen

perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini:

162



~ RPJP

NAS/PROP NASIPROP
&

RTR NAS - RTR PROP

RINCIAN
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RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat
dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada
RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 pada tahap pertama (2025-2029)
dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen
perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat
Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang
mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran

Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum
penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;
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i.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021;

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2045;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
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Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); dan

r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2023 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah
memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub
kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun
2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah
kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima)
tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;

2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai
selama periode Renstra Perangkat Daerah;

3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai
hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;dan

4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA
SKPD.
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1.4

Sistematika Penulisan
Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi,Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Inspektorat
Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pengawasan/melaksanakan fungsi penunjang pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Inspektur yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun
2023, tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Untuk melaksanakan
tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,;

b. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

d. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang
tugasnya

Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
adalah sebagai berikut:

a. Inspektur;

b. Sekretariat, terdiri atas :
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1. Subbagian Program dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

3. Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan;

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah;
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

adalah sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]
INSPEKTORAT DAERAH

NEPEKTUR

SEKRET ARIAT

]
1 ] | |

KELOMPOK JABATAN
SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN LMUM DAN SUBBAGIAN EVALUAS, FUNGEIONAL
DAN KELIANGAN KEPEGAW AIAN DATA DANPELAPORAN I I I I II I -I l
LIJITTI0]
{ 1 i T 1
I I I I 1
INSPENTUR PEMBANTU INSPETUR PEMBANTU é“g:ﬁ?;%::gﬁmwv IMSPEKTUR PEMBANTL INSPENTUR PEMBANTU
BIDANG PEMERINT AHAN BIDANG PERENCANAAN, I EALALLA BIDANG KESEJAHTERAAN BIDANG PENGAWASAN
DAN APARATUR KEUANGAN, DAN ASET # SOSIAL DAN BUDA YA KHUSUS
PRASARANA
1 1 1 1 |
EELOMPOK JABATAN KELOMPOK JAEATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABAT AN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGEITRAL FUNGSIONAL
LITIToLiient [ ENENINEEEEN] LIBIIQIIILy ENNERREENE] RN RN
LITITAITd00d [ ENERIREREENI ENREREREEA ENNERRERERI ENREREREERI

+ qaris kamandn

+ qoris knmedirari

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bantul

Tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada Inspektorat
Dearah Kabulaten Bantul sebagai berikut:
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan
pengooordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan
Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana kerja Sekretariat;

- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
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penyusunan program kerja Inspektorat Daerah;

pengoordinasian pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
penyelenggaraan kesekretariatan;

penyelenggaraan ketatausahaan Inspektorat Daerah;
pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Inspektorat
Daerah;

pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada
Inspektorat Daerah;

pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggan,
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan
kehumasan pada Inspektorat Daerah;

fasilitasi  penyelenggaraan  reformasi  birokrasi, sistem
pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Inspektorat
Daerah;

pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan internal
dan eksternal;

pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan Inspektorat Daerah;

pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi
jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah;

pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
fungsional pada Sekretariat;

pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja
Inspektorat Daerah;

pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran
Inspektorat Daerah;

pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan
prasarana;

pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
program kerja Sekretariat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai

dengan bidang tugasnya.
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b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, urusan
pemerintahan di Kalurahan dan tugas pembantuan Bidang
Pemerintahan dan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur
Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan
fungsi :

- penyusunan program Kkerja Inspektur Pembantu Bidang
Pemerintahan dan Aparatur;

- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta
fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;

- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah, urusan  pemerintahan  bidang
pemerintahan, aparatur dan Kalurahan,;

- pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal
penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan, aparatur
dan Kalurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan,
pemantauan dan layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan
lainnya;

- pengoordinasian pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten;

- pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan
kabupaten;

- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan
pengawasan,;

- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
bidang pemerintahan dan aparatur;

- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

bidang pemerintahan dan aparatur;
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- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan
aparatur;

- asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;

- asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas
dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur
Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai
dengan bidang tugasnya.

c. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset

Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset

Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan

dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, di bidang perencanaan, keuangan dan aset. Dalam
melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan,

Keuangan, dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang
Perencanaan, Keuangan dan Aset;

- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta
fasilitasi pengawasan bidang perencanaan, keuangan dan aset;

- pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah di bidang perencanaan, keuangan dan aset;

- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan
pemerintahan bidang perencanaan, keuangan dan aset melalui
audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan, layanan
konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya;

- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan
pengawasan;

- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan

bidang perencanaan, keuangan dan aset;
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pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di
bidang perencanaan, keuangan dan aset;

penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perencanaan,
keuangan dan aset;

asistensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) perangkat daerah dan kabupaten;

asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten,;
asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas
dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada
Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur
Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai

dengan bidang tugasnya.

d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana

mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, bidang

perekonomian dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas,

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana

menyelenggarakan fungsi :

penyusunan program Kkerja Inspektur Pembantu Bidang
Perekonomian dan Sarana Prasarana;

perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta
fasilitasi pengawasan bidang perekonomian dan sarana
prasarana;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sarana

prasarana,
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- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan
pemerintahan bidang perekonomian dan sarana prasarana
melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan,
layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya;

- pelaksanaan monitoring program Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN);

- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan
pengawasan;

- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
bidang perekonomian dan sarana prasarana;

- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di
bidang perekonomian dan sarana prasarana;

- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian dan
Sarana Prasarana;

- asistensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) perangkat daerah dan kabupaten;

- asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten;

- asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;

- asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas
dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana
Prasarana;

- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan
Sarana Prasarana; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai
dengan bidang tugasnya.

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya

mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
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urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

kesejahteraan sosial dan budaya serta sebagian wurusan

keistimewaan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu

Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Budaya;

perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta
fasilitasi pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan budaya
dan sebagian urusan keistimewaan;

pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan
pemerintahan bidang kesejahteraan sosial dan budaya melalui
audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan, layanan
konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya;

pengoordinasian pengawasan penyelenggaraan penugasan
urusan keistimewaan;

pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan
pengawasan,;

pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
bidang kesejahteraan sosial dan budaya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di
bidang kesejahteraan sosial dan budaya;

penyusunan laporan hasil pengawasan bidang kesejahteraan
sosial dan budaya;

asistensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) perangkat daerah dan kabupaten;

asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten;
asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;

asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
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pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas
dan fungsi pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Budaya;

pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur
Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai

dengan bidang tugasnya

f. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas

membantu Inspektur melakukan audit dengan tujuan tertentu, audit

Investigatif, pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi,

penanganan pengaduan, pengoordinasian pengawasan program

reformasi birokrasi serta pengoordinasian kerja sama dengan aparat

penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu

Bidang Pengawasan Khusus menyelenggarakan fungsi :

penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang
Pengawasan Khusus;

perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta
fasilitasi pengawasan bidang pengawasan khusus;

pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;

pelaksanaan audit investigatif;

pengoordinasian pelaksanaan penanganan aduan;
pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana
korupsi;

pengoordinasian pengawasan pelaksanaan program reformasi
birokrasi;

pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan intern
pemerintah, badan pemeriksa keuangan, aparat penegak
hukum, dan pihak lainnya;

penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pengawasan
khusus;

pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas
dan fungsi pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu Bidang

Pengawasan Khusus;
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- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur
Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai
dengan bidang tugasnya.

Telaah tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi ditinjau

dari proses bisnis ideal Perangkat Daerah untuk mendukung

pencapaian sasaran daerah :

Persentase

Penyelesaian
Audit Tmdak Lanjut
+ Kewenangan Prngawasan

BPK,

<+ Jakwas Inspektorat
. DIY dan
% Standar Audit Inspektorat
<+ Kode Etik Sapspes
) - Peningkaian
“ Diklat JFA | W Kapabilitas
Aparat
<+ SOP Pengawasan
& Shit Intern

Pemerintah

[AFIP)

% Sarana Prasarana

4 Anggaran

Gambar 2.2 Proses Bisnis Inti Inspektorat Daerah Kab. Bantul Sumber:

Inspektorat Daerah, 2025 (Hasil Analisis)

Inspektorat Daerah kabupaten Bantul dalam melaksanakan

tugas menyelenggarakan fungsi antara lain:

perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,;

pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang
tugasnya

Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat Daerah

Kabupaten Bantul pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan

dan

fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja
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Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Demikian juga mengacu

Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan

kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

Bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat
Daerah Kabupaten Bantul antara lain asistensi atau pendampingan
kepada Perangkat Daerah (PD) mulai dari tahapan perencanaan sampai
dengan pelaporan, pencegahan/peringatan dini, audit, reviu, monitoring,
evaluasi dan pengukuran kinerja.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga melaksanakan
kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan
antara lain sebagai berikut:

a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan
Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Inspektorat Daerah di Wilayah
Kerja Perwakilan BPKP Provinsi DIY;

c. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui AAIPI;

d. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan
evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;

e. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)
untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil
pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, Inspektorat DIY
dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul,

f. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan
tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK;

Membantu dalam Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK;

0

h. Koordinasi dan Pemantauan Upaya Pencegahan Korupsi Pada

Pemerintah Daerah;
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i.

j-

Penggerakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ;
Koordinasi dengan APIP lainnya dan APH dalam mendeteksi dan

menangani kasus korupsi; dan

k. Melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam upaya membangun

budaya anti-korupsi.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1.

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah
didukung sumber daya manusia sebanyak 66 (enam puluh enam)
orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat
dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul
No PEGAWAI Jumlah (orang) %
1 ASN 60 90,91%
2 Non ASN 6 9,09%
JUMLAH 66 100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 90,91% jumlah
pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul adalah ASN dan 9,09%
adalah tenaga non ASN terdiri dari tenaga administrasi, tenaga
keamanan dan tenaga kebersihan.

Komposisi pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan jabatan
struktural, fungsional dan pelaksana terdiri dari jabatan struktural
sebanyak 16,67%, jabataan fungsional auditor 33,33%, Fungsional
PPUPD 16,67%, fungsional tertentu 6,67 % dan fungsional umum
sebanyak 26,67%.

= Struktural

= Fungsional Auditor

Fungsional PPUPD

6,67% 33,33%
16,67%

Fungsional tertentu

i ® Fungsional umum

Gambar 2.3 Sebaran ASN Berdasarkan Jabatan
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Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD proporsinya cukup besar
untuk menunjang fungsi utama yaitu pengawasan dan mendukung
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Formasi
jabatan fungsional umum terdiri atas 5 (lima) pelaksana yaitu 2 (dua)
orang Penelaah Teknis Kebijakan, 1 (satu) orang Pengelola Layanan
Operasional, 2 (dua) orang Administrasi Perkantoran, 10 (sepuluh)

CPNS Auditor dan 1 (satu) CPNS PPUPD.

Adapun sebaran ASN berdasarkan golongan paling banyak
Golongan III sebesar 55%, golongan IV sebesar 36,67%, dan Golongan
II 8,33%. Mayoritas Golongan III sebagian besar adalah Auditor
pertama dan muda, PPUPD pertama dan muda, dan Kepala Sub
Bagian. Golongan IV banyak terisi Auditor madya, PPUPD madya, dan
pejabat struktural. Golongan II sebagian besar ada di fungsional

umum dan tertentu.

8,33%

= Golongan IV = Golongan 1l Golongan |l
Gambar 2.4 Sebaran ASN Berdasarkan Golongan

Personil Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas
personil Perempuan sebanyak 35 orang atau sebesar 58,33% dan Laki-
laki sebanyak 25 atau 41,67% dari total personil. Dari sisi pendidikan
proporsi pegawai Inspektorat Daerah adalah untuk jenjang S2 30%,
S1/D4 56,67%, D3 8,33% dan SMA/sederajat 5% sebagaimana dapat
dilihat pada Gambar 2.4.

180



34
35

30

25

20

15

10

52 S1/D4

Gambar 2.5 Sebaran ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

2. Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM

Kondisi ideal dan kebutuhan SDM Aparatur Pengawasan disajikan

pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah

No

Nama Jabatan

Kebutuhan

Jumlah
Pegawai Saat
Ini

Kekurangan
Pegawai

Jabatan Struktural

Inspektur

Sekretaris

Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

Ka. Subbag Evaluasi Data dan

Pelaporan

Ka. Subbag Program dan Keuangan

olu| & |w|o|~]|>

Inspektur Pembantu Bidang
Pemerintahan dan Aparatur

o|Oo| © |[©O|O|O

Inspektur Pembantu Bidang
Perencanaan, Keuangan dan Aset
Daerah

o

Inspektur Pembantu Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Inspektur Pembantu Bidang
Perekonomian dan Sarana Prasarana

—
o

Inspektur Pembantu Bidang
Pengawasan Khusus

Jabatan Fungsional

Arsiparis Terampil

Arsiparis Mahir

Arsiparis Penyelia

Pranata Komputer Terampil

Pranata Komputer Mahir

Pranata Komputer Penyelia

Auditor Ahli Madya

O|l—|IN|[O|—|O|O

Auditor Ahli Muda

(0O |O|IN[O|F |+

—
(o))

Auditor Ahli Pertama

._.
N

Auditor Terampil

o

Clelo|x|Njoja|s|w|d|~|W

Auditor Mahir
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Jumlah

No Nama Jabatan Kebutuhan Pega\g::ii Saat K‘;,ke';;a;:f:n
12 | Auditor Penyelia 2 0 2
13 /;dic;i;zr Kepegawaian Tingkat Ahli 0 0 0
14 | Auditor Kepegawaian Ahli Muda 0 0 0
15 | Auditor Kepegawaian Ahli Pertama 0 0 0
16 | PPUPD Ahli Madya 7 7 0
17 | PUPD Ahli Muda 12 0 12
18 | PUPD Ahli Pertama 18 4 14
C | Jabatan Pelaksana

1 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 5
2 Pengolah Data dan Informasi 1 0 1
3 Pengelola Layanan Operasional 1 1 0
4 Pengadministrasi Perkantoran 4 3 1
5 Operator Layanan Operasional 2 0 2

Jumlah 150 60 90

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per Juni 2025

Analisa kebutuhan dan kondisi saat ini berdasakan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Hasil Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah
kabupaten Bantul, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi No B/3355/M.SM.01.00/2023 tanggal 7
Desember 2023 tentang Perihal Persetujuan Usulan Kebutuhan
Jabatan Fungsional di Lingkungan Kabupaten Bantul dan Surat
Kepala BPKP RI Nomor HK.01.01/S-733/K/JF/2022 Perihal
Kebutuhan Pegawai Jabatan Fungsional Auditor. Berdasarkan tabel
tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Inspektorat secara
keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut,
jumlah auditor maupun pejabat pengawas masih dibutuhkan untuk

memenuhi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

. Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Sarana kerja yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

seperti terlihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bantul

No Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Satuan
1. |A.C. Split 19 Unit
2. | Alat Angkutan Darat Bermotor 1 Unit
Lainnya
3. | Alat Pemadam /Portable 1 Unit
4. | Alat Pemotong Kertas 2 Unit
S. | Alat Perekam Suara (Voice Pen) 6 Unit
6. | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 6 Unit
Use) Lain-lain
Alat SAR Lainnya 2 Unit
Alat Ukur Lainnya 6 Unit
Audio Mixing Portable 1 Unit
10. | Brandkas 1 Unit
11. | Camera film 4 Unit
12. | Camera Video 1 Unit
13. | CCTV - Camera Control Television 21 Unit
System )
14. | External/ Portable Hardisk 7 Unit
15. | Facsimile 1 Unit
16. | Filing Cabinet Besi 40 Unit
17. | Filing Cabinet Kayu 2 Unit
18. | Filing Kabinet 0 Unit
19. | Focusing Screen/Layar LCD Projector 13 Unit
20. | Genset 1 Unit
21 | Gordyin/Kray 22 Unit
22. | Handy Talky (HT) 1 Unit
23. | Karpet 1 Unit
24. | Kipas Angin 18 Unit
25. | Kursi 0 Unit
26. | Kursi Besi/Metal 9 Unit
27. | Kursi Kayu 21 Unit
28. | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 1 Unit
29. | Kursi Putar 13 Unit
30. | Kursi Rapat 124 Unit
31. | Kursi Tamu 4 Unit
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No Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Satuan
32. | Lambang Garuda Pancasila 2 Unit
33. | Lap Top 39 Unit
34. | LCD Projector/Infocus 11 Unit
35. | Lemari Besi/Metal 4 Unit
36. | Lemari Kaca 15 Unit
37. | Lemari Kayu 10 Unit
38. | Loudspeaker 2 Unit
39. | Meja 1/2 Biro 58 Unit
40. | Meja Kerja Besi/Metal 7 Unit
41. | Meja Kerja Kayu 13 Unit
42. | Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Unit
43. | Meja Komputer 10 Unit
44. | Meja Podium 1 Unit
45. | Meja Rapat 17 Unit
46. | Meja Resepsionis 1 Unit
47. | Meja Tamu Biasa 1 Unit
48. | Meja Telepon 12 Unit
49. | Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer Unit
50. | Mesin Penghisap Debu/Vacuum 2 Unit
Cleaner
S51. | Microphone/Wireless MIC Unit
52. | Multi Purpose Vehicle (MPV) Unit
53. | Net Book Unit
54. | Note Book 14 Unit
55. | P.C Unit 28 Unit
56. | Panggung 1 Unit
57. | Papan Nama Instansi 1 Unit
58. | Papan Tulis 1 Unit
59. | Peralatan Studio Audio Lain-Lain 2 Unit
60. | Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting Lain- 3 Unit
Lain
61. | Pesawat Telephone 6 Unit
62. | Pompa Air Unit
63. | Printer (Peralatan Personal Komputer) 40 Unit
64. | Rak Besi 44 Unit
65. | Rak Kayu S Unit
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No Jenis Barang/Nama Barang Jumlah Satuan
66. | Rol Meter 2 Unit
67. | Scanner (Peralatan Personal 5 Unit
Komputer)
68. | Sepeda Motor 14 Unit
69. | Sice 2 Unit
70. | Sofa 2 Unit
71. | Sound System 1 Unit
72. | Station Wagon 6 Unit
73. | Telephone Mobile 1 Unit
74. | Televisi 5 Unit
75. | Termometer Standar 1 Unit
76. | White Board 4 Unit
77. | Wireless 1 Unit
78. | Wireless Amplifier 2 Unit

Sumber : Buku Inventaris Barang Inspektorat Daerah (Juni 2025)

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdapat masalah sebagai

berikut:

a. Gedung yang dimiliki saat ini terdiri dari 1 (satu) unit gedung

induk. Seiring perkembangan waktu, usia gedung yang telah
melewati umur ekonomis lebih dari 20 (dua puluh) tahun
menyebabkan kondisi fisiknya kurang layak untuk mendukung
aktivitas perkantoran. Oleh karena itu, diperlukan renovasi
menyeluruh agar fungsi dan kenyamanan gedung dapat optimal
kembali;

. Laptop dan notebook yang digunakan saat ini telah melewati umur
ekonomisnya, sehingga sering mengalami penurunan kinerja dan
kerusakan Untuk itu, peremajaan perangkat laptop/notebook
perlu dilakukan secara bertahap guna menunjang kinerja pegawai
dan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal;

. Kendaraan operasional yang tersedia jumlahnya terbatas dan
sebagian besar telah berada dalam kondisi tidak layak pakai,

sehingga kurang mendukung mobilitas pelaksanaan tugas; dan
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d. Peralatan pendukung pemeriksaan yang dimiliki saat ini sangat
minim dan kurang memadai, sehingga menghambat kelancaran

serta efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
1. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Upaya pencegahan korupsi pada prinsipnya dilakukan untuk
mendorong tata kelola pemerintahan atau sistem pencegahan
korupsi. Inspektorat Daerah berperan sebagai unit pengawasan
internal pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan daerah dilakukan
secara efektif, efisien, taat hukum, transparan, dan akuntabel. Peran
krusial pada Inspektorat Daerah itu mendorong Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul secara terus-menerus dituntut meningkatkan
kinerjanya. Tuntutan ini semakin besar seiring dengan meningkatnya
kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan,
dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029,
yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis
dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa®,
khususnya Misi “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis
Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang
Berkualitas dan Berkeadilan”, dengan Tujuan Meningkatkan
Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul berupaya penguatan fungsi pengawasan intern dan
mengimplementasikan SPIP terintegrasi dalam setiap OPD.

Nilai capaian kinerja Inspektorat Daerah dari tahun 2020-2024
disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 2.4
Pencapain Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

Indikator Kinerja
Utama

Satuan

Target Realisasi

Rasio Capaian

2020

2021

2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

2020

2021

2022

2023

2024

3

6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

16

17

18

Indikator Sasaran
Daerah :

MCP KPK

Persen

na

na

82,5 83,5 85 80,69 85,37 92,52 94,49 93,29

na

na

112%

113%

110%

Indikator Kinerja
Sasaran PD

Kapabilitas APIP

Level

Level 3

Level 3

Level 3 Level 3 Level 3 Level 2 | Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

100%

100%

100%

100%

Persentase
Penyelenggaraan tindak
lanjut pengawasan BPK,
Inspektorat DIY dan
Inspektorat Kabupaten

Persen

82,50 83,50 84,50 - 92 93,33 92,10 93,79

113,13
Y%

110,30
%

110,99
%

Indikator Kinerja
Kunci Urusan FPUP
Perencanaan dan
Keuangan

Maturitas SPIP

Level

Level 3

Level 3

Level 3 Level 3 Level 3 na na Level 3 Level 3 Level 3
(3,010) (3,193)

na

na

100%

100%

100%
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Berdasarkan tabel di atas, Inspektorat Daerah telah menunjukkan
kinerja pelayanan yang baik. Pelayanan pengawasan intern dilakukan
untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari
capaian indikator kinerja utama yang telah memenuhi atau
melampaui target yang ditetapkan. IKU Inspektorat Daerah
Kapabilitas APIP selama periode Renstra telah menunjukkan tren
kenaikan capaian realisasi. Peningkatan ini didukung adanya
koordinasi internal yang semakin intensif, serta adanya perbaikan
pada komponen Praktik Profesional, yang merupakan salah satu
unsur utama dalam penilaian kapabilitas APIP. Namun beberapa
penghambat pencapaian target kinerja antara lain kecukupan
anggaran pengawasan belum sesuai dengan arahan Permendagri
tentang pedoman penyusunan APBD, kekurangan SDM APIP, belum
terpenuhinya alokasi anggaran pelatihan berkelanjutan bagi JF
PPUPD dan JF Auditor.

Capaian Persentase Penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan
BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten juga menunjukkan
tren kenaikan dipengaruhi oleh pemantauan tindak lanjut secara

berkala dan koordinasi dengan Perangkat Daerah secara intensif.

. Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan
dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan
sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan penyediaan layanan
informasi sebagai upaya meningkatkan public trust dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan melalui terimplementasikannya
keterbukaan dan pelayanan informasi.

Sebagai Badan Publik, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
menjadi sasaran Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi

Publik yang dilaksanakan oleh KID DIY.
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Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhaap
Inspektorat Daerah selama tahun 2020 s/d 2024 disajikan dalam
Tabel 2.5 berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

a. Informatif : Nilai 90 - 100

b. Menuju Informatif : Nilai 80 - 89

c. Cukup Informatif : Nilai 60 - 79

d. Kurang Informatif : Nilai 40 - 59

e. Tidak Informatif : Nilai < 40

Tabel 2.5 Hasil Monev keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022-2024

Tahun Nilai Ket
Tahun 2020 | 65,21 Cukup Informatif
Tahun 2021 | 25,20 Tidak Informatif
Tahun 2022 | 58,80 Kurang Informatif
Tahun 2023 | 33 Tidak Informatif
Tahun 2024 | 78 Cukup Informatif

Sumber : https://komisi-informasi.jogjaprov.go.id/

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari tahun ke tahun
menunjukkan tren yang fluktuatif. Namun, pada tahun 2024 terjadi
peningkatan, di mana Inspektorat Daerah berhasil meraih predikat
Badan Publik dengan kategori “Cukup Informatif’. Badan Publik
dituntut mampu memberikan layanan informasi publik yang benar—
benar berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat mupun pengguna
layanan. Ke depan, diharapkan Inspektorat Daerah dapat
meningkatkan komitmen dalam upaya memperkuat keterbukaan
informasi  publik, meningkatkan kualitas layanan, serta
mengoptimalkan peran pengawasan demi terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

. Kinerja Keuangan Inspektorat Daerah

Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Inspektorat
Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel
2.6 berikut:
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Tabel 2.6 Perkembangan Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

Tahun
No Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
1 | Anggaran 5.933.450.095 | 11.798.272.635 | 13.222.935.841 | 13.053.794.258 | 12.702.054.145
2 | Realisasi 5.506.663.018 | 10.741.065.170 | 11.651.753.397 | 12.659.547.893 | 11.734.494.459
3 | Rasio Realisasi 92,81% 91,04% 88,12% 96,98% 92,38%
dan Anggaran

Sumber: Laporan Keuangan Inspektorat Daerah (2020-2024)

Rasio realisasi terhadap anggaran berkisar 88% - 97%,
menunjukkan pemanfaatan anggaran yang relatif optimal, meskipun
terdapat fluktuasi pada beberapa tahun. Capaian paling rendah
terjadi pada Tahun 2022 terutama disebabkan belanja pegawai yang
menyesuaikan dengan kebutuhan gaji dan tunjangan pada tahun
tersebut. Secara keseluruhan, kinerja keuangan menunjukkan tren
positif dan efisiensi penggunaan anggaran yang baik, menjadi dasar

perencanaan program Renstra berikutnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Analisis permasalahan isu strategis perlu dilakukan sebagai upaya dalam
pengendalian perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
akan dicapai. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat
Daerah perlu diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam karena akan
mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah dan Badan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki
tugas untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan
kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta. Inspektorat sebagai pilar utama dalam pengawasan
berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berjalan sesuai dengan aturan,

transparan, dan akuntabel, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

190



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten

Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu :

1.

Dari

Penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan BPK, Inspektorat DIY

dan Inspektorat Kabupaten yang belum optimal,

perlu ditingkatkan /belum optimal.

permasalahan-permasalahan

menghasilkan gambar sebagai berikut :

tersebut dapat diidentifikasi

. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masih

akan

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dipetakan ke dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

No

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

Kualitas
pengawasan
belum optimal

Penyelesaian tindak
lanjut temuan
Pengawasan BPK,
Inspektorat DIY dan
Inspektorat Kabupaten
belum optimal

Komitmen objek pemeriksaan
dalam menyelesaikan tindak
lanjut masih rendah

Sarana dan prasarana
penyelesaian tindak lanjut
belum memadai

Kapabilitas Aparat
Pengawasan

Intern Pemerintah
(APIP) yang masih perlu
ditingkatkan /belum
optimal

APIP belum sepenuhnya
menerapkan Praktik
Profesional dengan baik

Kurangnya sumber daya
aparatur pengawas jika
dibandingkan dengan jumlah
objek pengawasan

Kurangnya kompetensi
Aparatur Pengawas

Pemenuhan kecukupan
anggaran APIP belum sesuai
regulasi

Nilai capaian Indeks
Efektivitas Pencegahan
korupsi masih di level 2
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2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya dan

permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu

strategis pengawasan Inspektorat dengan kriteria sebagai berikut:

a.

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian
sasaran Inspektorat;

Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Inspektorat;

Tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang
ditimbulkan terhadap Inspektorat dan Pemerintah Daerah;

Memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
dan

Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Mengacu pada tujuan Pemerintah Daerah, yaitu Meningkatkan

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan sasaran Meningkatnya Kinerja

Pembangunan Daerah, serta berdasarkan identifikasi permasalahan yang

telah dilakukan, maka ditetapkan isu-isu strategis Inspektorat Daerah

Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1.

Belum optimalnya Evaluasi Kinerja atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kalurahan;

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP;

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengawasan,
termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi
pengawasan yang terintegrasi;

Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
terintegrasi;

Belum terpenuhinya alokasi anggaran pengawasan 0,5% dari belanja
daerah untuk program dan kegiatan pengawasan;

Belum optimalnya kegiatan pendampingan dalam rangka mendorong
dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa
pengecualian (WTP);

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pencegahan serta
pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
termasuk pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK; dan
Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP
dan BPK.
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Tabel 2.8

Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah

Isu KLHS yang

Yang Menjadi U e S Relevan Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Strategis PD
PD
Kewenangan PD Dengan PD
Keberadaan Kualitas Penurunan Tuntutan Good = Target peningkatan Koordinasi pengawasan . Belum optimalnya Evaluasi Kinerja atas
Aparat pengawasan nilai Survey Governance di Indeks Persepsi Korupsi antar-Inspektorat se- Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pengawasan yang belum Penila.ian era globalisasi (IPK) nasional. DIY. Pemerintah (SAKIP) Kalurahan;
Intern . Integritas (SPI) . - . .
optimal * Peningkatan kapabilitas Penguatan koordinasi . Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP;

Pemerintah (APIP)
dengan mandat
melakukan
pengawasan,
reviu, evaluasi,
pemantauan, dan
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah.

APIP dan maturitas
SPIP terintegrasi.

= Reformasi birokrasi
tematik berbasis
integritas dan
pelayanan publik

dan sinergi dengan APIP
Internal dan Eksternal.

Upaya mempertahankan
opini WTP.

Memperkuat reformasi
politik, hukum, dan
birokrasi, serta
memperkuat pencegahan
dan pemberantasan
korupsi, narkoba, judi,
dan penyelundupan.

. Belum

3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana

pendukung pengawasan, termasuk
pemanfaatan teknologi informasi dalam
sistem informasi pengawasan yang
terintegrasi,

. Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;

terpenuhinya  alokasi
pengawasan 0,5% dari belanja daerah untuk

program dan kegiatan pengawasan,;

anggaran

. Belum optimalnya kegiatan pendampingan

dalam rangka mendorong dan
mempertahankan predikat opini laporan
keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP);

. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

pencegahan serta pemberantasan korupsi
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
termasuk pelaksanaan Survei Penilaian
Integritas (SPI) oleh KPK; dan

. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut

hasil pengawasan APIP dan BPK.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah didasarkan pada
sasaran dan indikator serta target kinerja dalam sasaran RPJMD 2025-2029.
Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran langsung dari
visi dan misi kepala daerah, dan menjadi dasar penyusunan program dan
kegiatan perangkat daerah selama S (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029
“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera
Dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa“, khususnya Misi
“Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan
Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Yang Berkualitas dan Berkeadilan”, serta Tujuan Meningkatkan Reformasi
Birokrasi Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
merumuskan Tujuan yaitu: Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan indikator Nilai Capaian Area Penguatan
APIP.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan
Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas
Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, dengan indikator Sasaran Kapabilitas
APIP dan Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK, Inspektorat

DIY dan Inspektorat Kabupaten.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah

Kabupaten Bantul disajikan pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 3.1

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK Dan Sasaran . . Basel.lne L
Tujuan PD Sasaran PD Indikator Capaian Ket
RPJMD Yang Relevan 2024 Tahun Tahun Tahun Tahun | Tahun Tahun
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (©8) | (09 | (0 | (1) (12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kinerja Meningkatkan Nilai Capaian 90,23 90,25 90,30 90,40 90,50 90,60 90,70
Pemerintahan Daerah Kualitas Area
yang Akuntabel, Bersih, | Pengawasan Penguatan
Berbasis Digital dan Dalam APIP (Nilai)
Pelayanan Publik yang Penyelenggaraan
Profesional Pemerintahan
Meningkatnya Kapabilitas 3,12 3,13 3,16 3,18 3,21 3,23 3,26
Kapasitas dan Aparat
Efektivitas Pengawasan
Pengawasan Intern
Intern Pemerintah | Pemerintah
Daerah (APIP)
Persentase 93,79 93,84 94,19 94,40 94,60 94,80 95,00
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Pengawasan
BPK,
Inspektorat
DIY dan
Inspektorat
Kabupaten
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3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam
pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan
dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah.

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian
indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan
mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan
menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan
mengindentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi
kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) yang dijumpai di Inspektorat
Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Selain itu
penentuan strategi juga mengindentifikasi dan mempertimbangkan faktor-
faktor di luar Inspektorat Daerah yang merupakan peluang (opportunity) dan
ancaman (threats) dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan.
Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa
dengan metode SWOT, analisa ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Internal

Kekuatan (Strength):

1. Adanya dukungan SDM berkomitmen tinggi dalam meningkatkan
kualitas pengawasan;

2. Inspektorat sebagai Quality Assurance, Early Warning System
kepada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Inspektorat sebagai pendamping OPD dalam 5 aspek : pengelolaan
Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan sarana prasarana.

4. Inspektorat sebagai APIP mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam bidang pengawasan.

5. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis

risiko.

Kelemahan (Weakness):
1. Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi

kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai.
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2. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi auditor dan

PPUPD.

Sarana dan prasarana pendukung operasional pengawasan belum
memadai (gedung perkantoran, kendaraan dinas roda 4/roda 2,
komputer/laptop, LCD, alat pendukung pengawasan fisik).
Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis

TI.

B. Faktor Eksternal

Peluang (Opportunity):

1.

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai pengemban tugas
membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan
pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di
bawah kewenangan Bupati.

Terbitnya berbagai peraturan/regulasi yang membuka peluang
penguatan peran Inspektorat Daerah;

Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas
besaran APBD daerah untuk kepentingan peningkatan kapasitas
APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan

Keberadaan mitra pengawasan seperti BPK, Irjen Kemendagri dan
Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan
pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul,

MOU kerjasama antara APIP dan APH (Kejaksanaan dan
Kepolisian) terkait penanganan pengaduan masyarakat
penyelenggaraan pemerintahaan yang baik dan bebas dari
korupsi.

Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka

pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Ancaman (Threat):

1.

Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan

Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya maupun anggaran
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yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan
pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada
disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang
dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang
dibutuhkan dalam pengawasan;

2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif,
dan efisien) suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi
pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;

3. Tuntutan terhadap hasil pengawasan Inspektorat yang
transparan;

4. Perangkat Daerah yang masih belum dapat menyelesaikan tindak

lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan.

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah dilakukan melalui pentahapan pembangunan tahunan,
yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
daerah setiap tahunnya, sehingga capaian kinerja dapat terukur,
bertahap, dan berkelanjutan. Pentahapan pembangunan tahunan

disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)

(1) (2) (3) (4) ()
Penguatan Peningkatan Optimalisasi Penguatan Konsolidasi
fondasi kompetensi teknologi peran capaian dan
kelembagaan dan dan integrasi konsultatif inovasi
dan kapasitas implementasi sistem dan layanan
SDM pengawasan pengawasan pengawasan pengawasan
pengawas berbasis tematik

risiko

Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah
kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 adalah

rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan

198



arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalamrangka
mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inpektorat Daerah.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah

No | Arah Kebijakan Arah Kebijakan Ket
RPJMD Renstra PD

(1) (2) (3) (4)

1 Menurunnya * Pencegahan dan * Melaksanakan reviu
terjadinya deteksi dini dokumen perencanaan dan
penyelewengan penyimpangan penganggaran secara
atau = Optimalisasi berkala '

. = Menyusun Program Kerja
penyimpangan, pemanfaatan
. .. . Pengawasan Tahunan
baik yang teknologi informasi

(PKPT) berbasis risiko

bersifat dalam pelaksanaan = Penguatan SPIP

anggaran pengawasan dan * Pemenuhan pelatihan
ataupun pemantauan tindak berkelnjutan bagi JF
proses dan lanjut PPUPD dan JF Auditor
kewenangan * Pengembangan secara berkala

kompetensi dan
integritas SDM

pengawas
2 Meningkatkan * Peningkatan * Menyusun rencana aksi
kualitas efektivitas tindak tindak lanjut hasil
pendampingan lanjut hasil pengawasan bersama OPD
dan asistensi pengawasan serta melakukan
= Penguatan peran pemantauan dan eva.lluas1
) berkala atas progres tindak

konsultatif lanjut

Inspektorat Daerah « Pendampingan dan

asistensi  kepada  OPD
dalam seluruh tahapan
penyelenggaraan

pemerintahan, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan,
hingga pelaporan kegiatan.
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk
mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program
dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai
sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian

dari fungsi penunjang lainnya dalam urusan pemerintahan.

Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra

Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

SASARAN 4
RPIMD sEssEmasy

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan
Renstra PD

1. Program
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan
terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat
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atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai

sasaran da

n tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah

Kabupaten

Bantul melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/

Kota.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan

instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan

cerminan dari strategi konkrit organisasi untuk diimplementasikan

dengan seb

aik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten

Bantul adalah:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, di dukung oleh 2 (dua)

kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terditi atas

Subkegiatan:

a
b.

o o o

=

. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;

Reviu Laporan Kinerja;

. Reviu Laporan Keuangan;

Pengawasan Desa;

Kerjasama Pengawasan Internal,

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP.

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan

Tertentu, terdiri atas Subkegiatan:

a
b

. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah;

. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
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b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, di

dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

dan Fasilitasi Pengawasan, terdiri atas Subkegiatan:

a.

b.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi

Pengawasan.

2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, terdiri atas:

a.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan

Daerah;

. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian

Reformasi Birokrasi;

. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan

. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan

Integritas.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/

Kota, di dukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 21 (dua puluh satu)

sub kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah, terdiri atas Subkegiatan:

a.

b.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri

atas Subkegiatan:

a.
b.

C.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri

atas Subkegiatan:

a.

b.

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; dan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi.
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4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas
Subkegiatan:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor;

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan;

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu,;

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD;

h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan

i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah terdiri atas Subkegiatan:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik;

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
dan

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Subkegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan; dan

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya.

Inspektorat Daerah setiap tahun melakukan Analisa gender untuk
menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat
terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan

pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Inspektirat
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Daerah menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway
(GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan
Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan
suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang
ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan
untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis
gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Inspektorat
Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat

Daerah.
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Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

SASARAN BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGEAT KET
DAERAH
REJMD TUJUAN | SASARAN | 'ovtcoms/ | INDIKATOR | .. .., | TARGET
YANG / OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD KEGIATAN / OUTPUT SI TAHUN 2025
DENGAN PD SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Meningkatnya [Meningkatkan Nilai Capaian 90,23 90,25 90,30 90,40 90,50 90,60 90,70
Kinerja [Kualitas Area
Pemerintahan [Pengawasan Penguatan
[Daerah yang [Dalam APIP (Nilai)
Akuntabel, [Penyelenggaraan
Bersih, [Pemerintahan
Berbasis
Digital dan
[Pelayanan
[Publik yang
IProfesional
Meningkatnya Kapabilitas
Kapasitas dan Aparat
[Efektivitas Pengawasan 3,12 3,13 3,16 3,18 3,21 3,23 3,26
[Pengawasan Intern
[ntern Pemerintah
IPemerintah (APIP)
[Daerah Persentase
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Pengawasan
BPK, 93,79 93,84 94,19 94,40 94,60 94,80 95,00
Inspektorat
DIY dan
Inspektorat
Kabupaten
6.01 -
INSPEKTORAT 12:814.638.173,0 12:892.668.287, 12:962.631.305, 12.943.587.816,00 13.031.811.408,00
DAERAH
6.01.01 -
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN 11.672.056.943,0 11.743.129.721, 11.806.854.684,
PEMERINTAHAN 0 00 00 11.789.509.153,00 11.869.866.536,00
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A
Nilai
Akuntabilitas
Meningkatnya Kinerja 6.01.0.00.0.00.01
Emega dan Instan§1 83,7 83,03 84,16 11.672.056.943,0 84,25 11.743.129.721, 84,5 11.806.854.684, 84,75 11.789.509.153,00 85 11.869.866.536,00 .0000 -
ualitas Pemerintah 0 00 00 Inspektorat
pelayanan (AKIP) Daerah
Perangkat
Daerah
Indek
Kepuasan
%;%arakat 94,71 94,76 | 94,81 94,85 94,9 94,95 95
Perangkat
Daerah
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PERANGKAT

s ﬁf’ 3;1\)N BI/D:ggGﬁI]Jv[S?N INDIKATOR ARGET TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN DAERAH KET
YANG TUJUAN | SASARAN | = OUTCOME/ | qupcoME / | REALISA | papyn 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD KEGIATAN / OUTPUT SI TAHUN 2025
DENGAN PD SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
6.01.01.2.01 -
Perencanaan,
Penganggaran, 12.000.000,00 12.750.000,00 13.500.000,00 14.250.000,00 15.500.000,00
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah
Meningkatnya Jumlah
X LY Laporan
Capaian Kinerja Evaluasi
Perencanaan dan Kineria 6 7 12.000.000,00 7 12.750.000,00 7 13.500.000,00 7 14.250.000,00 7 15.500.000,00
Evaluasi Pera nJgka t
Perangkat Daerah Daerah
Jumlah
Dokumen
Perencanaan 8 8 8 8 8 8
Perangkat
Daerah
6.01.01.2.01.0001
- Penyusunan
Dokumen 7.500.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00
Perencanaan
Perangkat Daerah
Tersusunnya Jumlah
Dokumen Dokumen
P Perencanaan 8 8 7.500.000,00 8 8.000.000,00 8 8.500.000,00 8 9.000.000,00 8 10.000.000,00
erencanaan
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah
6.01.01.2.01.0007
- Evaluasi Kinerja 4.500.000,00 4.750.000,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.500.000,00
Perangkat Daerah
Jumlah
Terlaksananya Iéigﬁ;:;
Evaluasi Kinerja Kineria 6 7 4.500.000,00 7 4.750.000,00 7 5.000.000,00 7 5.250.000,00 7 5.500.000,00
Perangkat Daerah P )
erangkat
Daerah
6.01.01.2.02 -
Administrasi 9.923.551.738,00 9.983.335.001,0 10.036.800.577, 10.021.263.855,00 10.088.480.296,00
Keuangan 0 00
Perangkat Daerah
I\C/Iemr}gkatp va Jumlah Orang
apaian Kinerja .
Pengelolaan yang Menerima 9.983.335.001,0 10.036.800.577
A . Gaji dan 52 60 9.923.551.738,00 54 ’ 54 ¢ 54 10.021.263.855,00 54 10.088.480.296,00
Administrasi Tuni 0 00
unjangan
Keuangan ASN
Perangkat Daerah
Jumlah
Dokumen Hasil
Penyediaan
Administrasi 12 12 12 12 12 12
Pelaksanaan
Tugas ASN
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PERANGKAT

RAN BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET
“RewD TUJUAN | SASARAN | 'ovtcoms/ | INDIKATOR | .. .., | TARGET —
YANG KEGIATAN / OUTCOME / SI TAHUN TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD OUTPUT 2025
DENGAN PD SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
01 (02) (03) (04) (05) (09) (07) (08) (99 (19) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Jumlah
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran
SKPD dan
Laporan 24 15 15 15 15 15
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwu
lanan/Semeste
ran SKPD
6.01.01.2.02.0001
ape“yed.‘aa“ Gaji 0.808.741.738,00 9-866.885.001,0 9.920.350.577,0 0.904.813.855,00 9.972.030.296,00
an Tunjangan 0 0
ASN
Jumlah Orang
Tersedianya Gaji yang Menerima
dan Tunjangan Gaji dan 52 60 9.808.741.738,00 54 9'866‘885'001’8 54 9'920‘350'577’8 54 9.904.813.855,00 54 9.972.030.296,00
ASN Tunjangan
ASN
6.01.01.2.02.0002
- Penyediaan
Administrasi 108.360.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
Pelaksanaan
Tugas ASN
Jumlah
Tersedianya Dokumen Hasil
Administrasi Penyediaan 12 12 108.360.000,00 12 110.000.000,00 12 110.000.000,00 12 110.000.000,00 12 110.000.000,00
Pelaksanaan Administrasi
Tugas ASN Pelaksanaan
Tugas ASN
6.01.01.2.02.0007
- Koordinasi dan
Penyusunan
Eapora“ 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00
euangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Tersedianya Jumlah
Laporan
Laporan
Keuangan
. Keuangan
Bulanan/Triwula
Bulanan/
nan/Semesteran Triwal
SKPD dan riwulanan/
Laporan Semesteran
Koordinasi SKPD dan 24 15 6.450.000,00 15 6.450.000,00 15 6.450.000,00 15 6.450.000,00 15 6.450.000,00
Pen: nan Laporan
yusuna Koordinasi
Laporan
Penyusunan
Keuangan
. Laporan
Bulanan/Triwula
Keuangan
nan/Semesteran Bulanan/Triwu
SKPD
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PERANGKAT

BIDANG URUSAN
s, gﬁﬁ‘;" Py INDIKATOR ARGET TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN DAERAH KET
YANG TUJUAN | SASARAN | = OUTCOME/ | qupcoME / | REALISA | papyn 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD KEGIATAN / TPUT SI TAHUN 2025
R Ty SUBKEGIATAN OUTPU 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
lanan/Semeste
ran SKPD
6.01.01.2.05 -
Administrasi 242.203.000,00 243.680.000,00 244.975.000,00 244.625.000,00 246.300.000,00
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Meningkat: Jumlah
ngratnya Dokumen
Capaian Kinerja e
Pengelolaan Momtorl_ng,
. . Evaluasi, dan 2 2 242.203.000,00 2 243.680.000,00 2 244.975.000,00 2 244.625.000,00 2 246.300.000,00
Administrasi Py
. Penilaian
Kepegawaian Kineria
Perangkat Daerah 2
Pegawai
Jumlah
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan 33 41 40 40 40 40
Fungsi yang
Mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan
6.01.01.2.05.0005
- Monitoring,
Evaluasi, dan 9.750.000,00 9.850.000,00 9.900.000,00 9.850.000,00 9.950.000,00
Penilaian Kinerja
Pegawai
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Monitoring, Monitoring,
Evaluasi, dan Evaluasi, dan 2 2 9.750.000,00 2 9.850.000,00 2 9.900.000,00 2 9.850.000,00 2 9.950.000,00
Penilaian Kinerja Penilaian
Pegawai Kinerja
Pegawai
6.01.01.2.05.0009
- Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai 232.453.000,00 233.830.000,00 235.075.000,00 234.775.000,00 236.350.000,00
Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
Jumlah
Pegawai
Terla_'ks'ananya Berdasarkan
Pendidikan dan Tueas dan
Pelatihan Pegawai F 8as 33 41 232.453.000,00 40 233.830.000,00 40 235.075.000,00 40 234.775.000,00 40 236.350.000,00
ungsi yang
Berdasarkan X -
Tugas dan Fungsi Mengikuti
& g Pendidikan
dan Pelatihan
6.01.01.2.06 -
Administrasi 990.970.944,00 996.874.563,00 1.002.332.042,0 1.000.804.548,00 1.007.705.000,00
Umum Perangkat 0
Daerah
Menu}gkatp va Jumlah Paket
Capaian Kinerja
Pengelolaan Peralatan dan 1.002.332.042,0
Admini . Perlengkapan 21 23 990.970.944,00 23 996.874.563,00 23 : . : ’ 23 1.000.804.548,00 20 1.007.705.000,00
dministrasi 0
Kantor yang
Umum Perangkat Disedi
isediakan
Daerah
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SASARAN
RPJMD
YANG
RELEVAN
DENGAN PD

TUJUAN
PD

SASARAN
PD

BIDANG URUSAN
/ PROGRAM /
OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

REALISA
SI TAHUN
2024

TARGET
TAHUN
2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
DAERAH

KET

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET)

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09

(19)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Jumlah Paket
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor yang
Disediakan

Jumlah Paket
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
yang
Disediakan

Jumlah Paket
Peralatan
Rumah Tangga
yang
Disediakan

25

27

23

23

23

27

Jumlah
Laporan
Penyelenggaraa
n Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD

185

150

150

150

150

150

Jumlah
Laporan
Fasilitasi
Kunjungan
Tamu

30

24

30

30

30

30

Jumlah
Dokumen
Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Jumlah
Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
pada SKPD

12

12

12

12

Jumlah
Dokumen
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan
yang
Disediakan

12

12

12

12

12
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PERANGKAT

BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET
“Reup' TUJUAN | SASARAN | ourcoms; | INDIKATOR | ..., | TaRGET PARRER
YANG / OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD KEGIATAN / OUTPUT SI TAHUN 2025
RGeS SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
6.01.01.2.06.0001
- Penyediaan
Komponen
Instalasi 2.436.690,00 2.451.528,00 2.464.831,00 2.461.210,00 2.477.986,00
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Jumlah Paket
Tersedianya Komponen
Komponen Instalasi
f‘sm‘.las‘ Listrik/Penera 9 4 2.436.690,00 4 2.451.528,00 4 2.464.831,00 4 2.461.210,00 4 2.477.986,00
istrik/Peneranga ngan
n Bangunan Bangunan
Kantor Kantor yang
Disediakan
6.01.01.2.06.0002
- Penyediaan
Peralatan dan 298.564.919,00 300.210.053,00 301.817.014,00 301.252.805,00 303.255.713,00
Perlengkapan
Kantor
Tersedianya Jumlah Paket
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan 21 23 298.564.919,00 23 300.210.053,00 23 301.817.014,00 23 301.252.805,00 20 303.255.713,00
Kantor Kantor yang
Disediakan
6.01.01.2.06.0003
;Pe“yed‘aa“ 248.247.969,00 249.913.758,00 251.269.934,00 250.900.792,00 252.610.933,00
eralatan Rumah
Tangga
Jumlah Paket
Tersedianya Peralatan
Peralatan Rumah Rumah Tangga 25 27 248.247.969,00 23 249.913.758,00 23 251.269.934,00 23 250.900.792,00 27 252.610.933,00
Tangga yang
Disediakan
6.01.01.2.06.0005
épenyedlaan 42.487.040,00 42.745.750,00 42.977.713,00 42.914.574,00 43.207.080,00
arang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah Paket
Barang Cetakan P d 8 9 42.487.040,00 9 42.745.750,00 9 42.977.713,00 9 42.914.574,00 9 43.207.080,00
dan Penggandaan enggandaan
yang
Disediakan
6.01.01.2.06.0006
- Penyediaan
Bahan Bacaan 7.500.000,00 7.700.000,00 7.800.000,00 7.900.000,00 8.000.000,00
dan Peraturan
Perundang-
undangan
Tersedianya Jumlah
Bahan Bacaan Dokumen
dan Peraturan Bahan Bacaan 6 12 7.500.000,00 12 7.700.000,00 12 7.800.000,00 12 7.900.000,00 12 8.000.000,00
Perundang- dan Peraturan
undangan Perundang-
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PERANGKAT

s ag 31%N Bl/D;\ll:gGIlllellI“S?N INDIKATOR ARGET TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN DAERAH KET
YANG TUJUAN | SASARAN | = OUTCOME/ | qupcoME / | REALISA | papyn 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD KEGIATAN / OUTPUT SI TAHUN 2025
RGeS SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Undangan
yang
Disediakan
6.01.01.2.06.0008
- Fasilitasi 30.750.000,00 30.950.000,00 31.100.000,00 31.050.000,00 31.300.000,00
Kunjungan Tamu
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Fasilitasi Fasilitasi 30 24 30.750.000,00 30 30.950.000,00 30 31.100.000,00 30 31.050.000,00 30 31.300.000,00
Kunjungan Tamu Kunjungan
Tamu
6.01.01.2.06.0009
- Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi 324.800.000,00 326.500.000,00 328.300.000,00 327.820.000,00 330.055.000,00
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraa
Rapat Koordinasi n Rapat 185 150 324.800.000,00 150 326.500.000,00 150 328.300.000,00 150 327.820.000,00 150 330.055.000,00
dan Konsultasi Koordinasi dan
SKPD Konsultasi
SKPD
6.01.01.2.06.0010
;\P‘?na‘?‘lsahaan 31.884.326,00 32.078.474,00 32.252.550,00 32.205.167,00 32.425.000,00
rsip Dinamis
pada SKPD
Terlaksananya %‘;Eﬁ:en
i??ft%‘iiiﬁin Penatausahaan 2500 2500 31.884.326,00 | 2500 32.078.474,00 2500 32.252.550,00 2500 32.205.167,00 2500 32.425.000,00
a dg SKPD Arsip Dinamis
p pada SKPD
6.01.01.2.06.0011
- Dukungan
Pelaksanaan
g‘Stem. 4.300.000,00 4.325.000,00 4.350.000,00 4.300.000,00 4.373.288,00
emerintahan
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Dukungan
Dukungan
Pelaksanaan
Sistem Pglaksanaan
P . Sistem 12 12 4.300.000,00 12 4.325.000,00 12 4.350.000,00 12 4.300.000,00 12 4.373.288,00
emerintahan .
. Pemerintahan
Berbasis .
. Berbasis
Elektronik pada B
SKPD Elektronik
pada SKPD
6.01.01.2.08 -
Penyediaan Jasa
giﬁ‘;:f“g 259.350.000,00 261.675.000,00 263.950.000,00 265.970.000,00 268.400.000,00
Pemerintahan
Daerah
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PERANGKAT

s ag 311‘/2&\)N BI/D;\ggGﬁIII“S?N INDIKATOR ARGET TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN DAERAH KET
YANG TUJUAN | SASARAN | = OUTCOME/ | qupcoME / | REALISA | papyn 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD KEGIATAN / OUTPUT SI TAHUN 2025
DENGAN PD SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Jumlah
Meningkatnya Laporan
Capaian Kinerja Penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa
Penunjang Komunikasi, 12 12 259.350.000,00 12 261.675.000,00 12 263.950.000,00 12 265.970.000,00 12 268.400.000,00
Urusan Sumber Daya
Pemerintahan Air dan Listrik
Daerah yang
Disediakan
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa Pelayanan 24 24 24 24 24 24
Umum Kantor
yang
Disediakan
Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa Peralatan 4 4 4 4 4 4
dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
6.01.01.2.08.0002
- Penyediaan Jasa
Komunikasi, 4.250.000,00 4.300.000,00 4.350.000,00 4.400.000,00 4.500.000,00
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah
Laporan
Tersedianya Jasa EZISZ ediaan
Komunikasi, = Komunikasi, 12 12 4.250.000,00 12 4.300.000,00 12 4.350.000,00 12 4.400.000,00 12 4.500.000,00
Sumber Daya Air
dan Listrik Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan
6.01.01.2.08.0003
- Penyediaan Jasa
Peralatan dan 47.100.000,00 47.375.000,00 47.600.000,00 47.570.000,00 47.900.000,00
Perlengkapan
Kantor
Jumlah
Laporan
Tersedianya Jasa Penyediaan
ﬁeralatan dan Jasa Peralatan 4 4 47.100.000,00 4 47.375.000,00 4 47.600.000,00 4 47.570.000,00 4 47.900.000,00
erlengkapan dan
Kantor Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
6.01.01.2.08.0004
;Pe“ye‘h"‘a“ Jasa 208.000.000,00 210.000.000,00 212.000.000,00 214.000.000,00 216.000.000,00
elayanan Umum
Kantor
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PERANGKAT

BIDANG URUSAN
s, ggﬁglq Py INDIKATOR ARGET TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN DAERAH KET
YANG TUJUAN | SASARAN | v CoM=/ | ouTCOME / | REAUSA | ‘ramun 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD OUTPUT 2025
DENGAN PD SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Jumlah
Laporan
Tersedianya Jasa Penyediaan
Pelayanan Umum Jasa Pelayanan 24 24 208.000.000,00 24 210.000.000,00 24 212.000.000,00 24 214.000.000,00 24 216.000.000,00
Kantor Umum Kantor
yang
Disediakan
6.01.01.2.09 -
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah 243.981.261,00 244.815.157,00 245.297.065,00 242.595.750,00 243.481.240,00
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya
Capalf_;m Kinerja Jumlah
Pemeliharaan
s Gedung Kantor
Barang Milik dan Bangunan
Daerah - g 1 1 243.981.261,00 1 244.815.157,00 1 245.297.065,00 1 242.595.750,00 1 243.481.240,00
Penunjang Lainnya yang
Dipelihara/Dir
Urusan ehabilitasi
Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau Lapangan 23 23 23 23 23 23
yang
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
6.01.01.2.09.0002
- Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
llze‘.“ehh"“a"‘“’ 216.997.298,00 218.318.620,00 219.503.350,00 219.205.870,00 220.674.812,00
ajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Tersedianya Jasa Jumlah
. Kendaraan
Pemeliharaan, N
N Dinas
Biaya o .
B perasional
Pemeliharaan, tau Lapangan
Pajak dan a ‘;u apanga 23 23 216.997.298,00 23 218.318.620,00 23 219.503.350,00 23 219.205.870,00 23 220.674.812,00
Perizinan yang,
. Dipelihara dan
Kendaraan Dinas .
N dibayarkan
Operasional atau 3
L Pajak dan
apangan -
Perizinannya
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PERANGKAT

BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET
“Reup' TUJUAN | SASARAN | 'ovtcoms/ | INDIKATOR | .. .., | TARGET PARRER
YANG KEGIATAN / OUTCOME / SI TAHUN TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD / OUTPUT 2025
RGeS SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
6.01.01.2.09.0009
Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung 26.983.963,00 26.496.537,00 25.793.715,00 23.389.880,00 22.806.428,00
Kantor dan
Bangunan
Lainnya
Terlaksananya Jumlah
Pemeliharaan/Re Gedung Kantor
habilitasi Gedung | dan Bangunan 1 1 26.983.963,00 1 26.496.537,00 1 25.793.715,00 1 23.389.880,00 1 22.806.428,00
Kantor dan Lainnya yang
Bangunan Dipelihara/Dir
Lainnya ehabilitasi
6.01.02 -
PROGRAM
PENYELENGGAR 128.925.747,00 129.710.794,00 130.414.679,00 130.223.086,00 131.110.687,00
AAN
PENGAWASAN
Menurunnya
penyelewengan 6.01.0.00.0.00.01
atau Persentase 600'0 e
penyimpangan temuan 4,90 4,70 4,50 128.925.747,00 4,30 129.710.794,00 4,10 130.414.679,00 3,90 130.223.086,00 3,70 131.110.687,00 ins ektorat
pengelolaan berulang Dafrah
anggaran dan
kewenangan
6.01.02.2.01 -
ienyelenggaraan 118.805.000,00 119.550.000,00 120.210.000,00 120.045.000,00 120.890.000,00
engawasan
Internal
Jumlah
Dokumen Hasil
Monitoring dan
Terpenuhinya Evaluasi
Tindak Lanjut
Persentase Hasil
penyelenggaraan . 4 4 118.805.000,00 4 119.550.000,00 4 120.210.000,00 4 120.045.000,00 4 120.890.000,00
pengawasan Pemeriksaan
. BPK RI dan
internal Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
APIP
Jumlah
Kesepakatan
Pengawasan 6 1 2 1 1 2
Internal yang
Terbentuk
Jumlah
Laporan Hasil 42 30 30 30 30 30
Pengawasan
Desa
Jumlah
Laporan Hasil
Pengawasan 89 124 124 124 124 123
Keuangan
Pemerintah
Daerah
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PERANGKAT

BIDANG URUSAN
s, gglﬁglq Py INDIKATOR ARGET TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN DAERAH KET
YANG TUJUAN | SASARAN | v CoM=/ | ouTCOME / | REAUSA | ‘ramun 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD OUTPUT 2025
DENGAN PD SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Jumlah
Laporan Hasil
Pengawasan 16 147 148 147 194 147
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Jumlah
Laporan Hasil 100 98 98 98 98 98
Reviu Laporan
Keuangan
Jumlah
Laporan Hasil 208 15 15 15 15 15
Reviu Laporan
Kinerja
6.01.02.2.01.0001
- Pengawasan
Kinerja 22.450.000,00 22.550.000,00 22.675.000,00 22.650.000,00 22.800.000,00
Pemerintah
Daerah
Jumlah
Terlaksananya Laporan Hasil
Pengawasan Pengawasan
Kinerja anegr'a 16 147 22.450.000,00 148 22.550.000,00 147 22.675.000,00 194 22.650.000,00 147 22.800.000,00
Pemerintah )8
Daerah Pemerintah
¢ Daerah
6.01.02.2.01.0002
- Pengawasan
Keuangan 6.500.000,00 6.550.000,00 6.600.000,00 6.550.000,00 6.600.000,00
Pemerintah
Daerah
Jumlah
Terlaksananya Laporan Hasil
Pengawasan Pengawasan
Keuangan Keu%m n 89 124 6.500.000,00 124 6.550.000,00 124 6.600.000,00 124 6.550.000,00 123 6.600.000,00
Pemerintah g
Daerah Pemerintah
aera Daerah
6.01.02.2.01.0003
- Reviu Laporan 21.800.000,00 22.000.000,00 22.050.000,00 22.045.000,00 22.200.000,00
Kinerja
Terlaksananya i‘;n:)l::; Hasil
Reviu Laporan R b 208 15 21.800.000,00 15 22.000.000,00 15 22.050.000,00 15 22.045.000,00 15 22.200.000,00
X . eviu Laporan
Kinerja Kineri
nerja
6.01.02.2.01.0004
- Reviu Laporan 11.850.000,00 11.900.000,00 12.000.000,00 11.975.000,00 12.050.000,00
Keuangan
Terlaksananya i:lﬁl;}; Hasil
Reviu Laporan P 100 98 11.850.000,00 98 11.900.000,00 98 12.000.000,00 98 11.975.000,00 98 12.050.000,00
Reviu Laporan
Keuangan
Keuangan
6.01.02.2.01.0005
- Pengawasan 9.000.000,00 9.050.000,00 9.125.000,00 9.100.000,00 9.175.000,00
Desa
Terlaksananya Jumlah 42 30 9.000.000,00 30 9.050.000,00 30 9.125.000,00 30 9.100.000,00 30 9.175.000,00
Pengawasan Desa Laporan Hasil
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PERANGKAT

BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET
“Reup' TUJUAN | SASARAN | 'ovtcoms/ | INDIKATOR | .. .., | TARGET —
YANG / OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD KEGIATAN / OUTPUT SI TAHUN 2025
RGeS SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pengawasan
Desa
6.01.02.2.01.0006
- Kerja Sama 6.855.000,00 6.900.000,00 6.975.000,00 6.950.000,00 7.010.000,00
Pengawasan
Internal
Jumlah
’Il;:}z;kss:;l;nya Kesepakatan
Pengawasan 6 1 6.855.000,00 2 6.900.000,00 1 6.975.000,00 1 6.950.000,00 2 7.010.000,00
Pengawasan
Internal Internal yang
Terbentuk
6.01.02.2.01.0007
- Monitoring dan
Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil 40.350.000,00 40.600.000,00 40.785.000,00 40.775.000,00 41.055.000,00
Pemeriksaan BPK
RI dan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
Jumlah
Dokumen Hasil
Terlaksananya Monitoring dan
Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Tindak Tindak Lanjut
]l;a“J“t. Hasil Hasil 4 4 40.350.000,00 4 40.600.000,00 4 40.785.000,00 4 40.775.000,00 4 41.055.000,00
emeriksaan BPK Pemeriksaan
RI dan Tindak BPK RI dan
Lanjut Hasil Tindak Lanjut
Pemeriksaan APIP Hasil
Pemeriksaan
APIP
6.01.02.2.02 -
Penyelenggaraan
Pengawasan 10.120.747,00 10.160.794,00 10.204.679,00 10.178.086,00 10.220.687,00
dengan Tujuan
Tertentu
Terpenuhinya Jumlah
Persentase :
Pengaduan Laporan Hasil
d Pengawasan 10 19 10.120.747,00 19 10.160.794,00 19 10.204.679,00 19 10.178.086,00 19 10.220.687,00
an/atau .
Permohonan yan; Dengan Tujuan
S 1 yang Tertentu
Ditindaklanjuti
Jumlah
Laporan
Penyelesaian 1 2 2 2 2 2
Kerugian
Negara/Daerah
yang Ditangani
6.01.02.2.02.0001
- Penanganan
Penyelesaian 2.850.000,00 2.875.000,00 2.900.000,00 2.875.000,00 2.900.000,00
Kerugian
Negara/Daerah
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PERANGKAT

BIDANG URUSAN
s, gglﬁglq Py INDIKATOR ARGET TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN DAERAH KET
YANG TUJUAN | SASARAN | v CoM=/ | ouTCOME / | REAUSA | ‘ramun 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD OUTPUT 2025
DENGAN PD SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Jumlah
Tertanganinya Laporan
Penyelesaian Penyelesaian 1 2 2.850.000,00 2 2.875.000,00 2 2.900.000,00 2 2.875.000,00 2 2.900.000,00
Kerugian Kerugian
Negara/Daerah Negara/Daerah
yang Ditangani
6.01.02.2.02.0002
- Pengawasan 7.270.747,00 7.285.794,00 7.304.679,00 7.303.086,00 7.320.687,00
dengan Tujuan
Tertentu
Jumlah
g:;la':‘izzzsya Laporan Hasil
D g . Pengawasan 10 19 7.270.747,00 19 7.285.794,00 19 7.304.679,00 19 7.303.086,00 19 7.320.687,00
engan Tujuan :
T Dengan Tujuan
ertentu
Tertentu
6.01.03 -
PROGRAM
PERUMUSAN 1.019.827.772,0 1.025.361.943,0
KEBLJAKAN, 1.013.655.483,00 0 0 1.023.855.577,00 1.030.834.184,00
PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI
Meningkatnya Indeks 6.01.0.00.0.00.01
kualitas Efektivitas 2,814 2,919 | 3,024 | 1.013.655.483,00 | 3,120 | L019827.7720 | 5,5, | 1.025.361.943,0 | 599, 1.023.855.577,00 | 3,351 1.030.834.184,00 | 0000~
pendampingan Pencegahan 0 0 Inspektorat
dan asistensl Korupsi Daerah
6.01.03.2.01 -
Perumusan
Kebijakan Teknis
di Bidang 12.750.000,00 12.850.000,00 12.950.000,00 12.850.000,00 12.955.000,00
Pengawasan dan
Fasilitasi
Pengawasan
Terpenuhinya Jumlah
Presentase :
Rekomendasi
Perumusan -
Kebijakan Teknis Kebijakan
di Bidan Teknis di 6 2 12.750.000,00 2 12.850.000,00 2 12.950.000,00 2 12.850.000,00 2 12.955.000,00
g Bidang
Pengawasan dan
AP Pengawasan
Fasilitasi ane Disusun
Pengawasan yang
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan
Teknis di
Bidang 2 2 2 2 2 2
Fasilitasi
Pengawasan
yang Disusun
6.01.03.2.01.0001
- Perumusan
Kebijakan Teknis 7.000.000,00 7.050.000,00 7.100.000,00 7.050.000,00 7.130.000,00
di Bidang
Pengawasan
Tersusunnya Jumlah
. ya Rekomendasi 6 2 7.000.000,00 2 7.050.000,00 2 7.100.000,00 2 7.050.000,00 2 7.130.000,00
Kebijakan Teknis Kebijakan
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PERANGKAT

s ﬁf’ 3;1\)N BI/D:ggGﬁlljv[s?N INDIKATOR ARGET TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN DAERAH KET
YANG TUJUAN | SASARAN | = OUTCOME/ | qupcoME / | REALISA | papyn 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD KEGIATAN / OUTPUT SI TAHUN 2025
DENGAN PD SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
di Bidang Teknis di
Pengawasan Bidang
Pengawasan
yang Disusun
6.01.03.2.01.0002
- Perumusan
Kebfjakan Teknis 5.750.000,00 5.800.000,00 5.850.000,00 5.800.000,00 5.825.000,00
di Bidang
Fasilitasi
Pengawasan
Jumlah
Tersusunnya Rekgmendasi
Kebijakan Teknis ?:ﬁgfskgf
di Bidang Bidan 2 2 5.750.000,00 2 5.800.000,00 2 5.850.000,00 2 5.800.000,00 2 5.825.000,00
Fasilitasi ang
Fasilitasi
Pengawasan
Pengawasan
yang Disusun
6.01.03.2.02 -
Pendampingan 1.000.905.483,00 1‘006‘977‘772’g 1‘012‘411‘943’g 1.011.005.577,00 1.017.879.184,00
dan Asistensi
Jumlah
Perangkat
Terpenuhinya g;i{ithing
gresentas.e Pendampingan, 16 45 1.000.905.483,00 45 1.006.977.772,0 45 1.012.411.943,0 45 1.011.005.577,00 45 1.017.879.184,00
endampingan Asi . 0 0
dan Asistensi SIS.tenSI. dan
Verifikasi
Penegakan
Integritas
Jumlah
Perangkat
Daerah yang
Dilakukan
Pendampingan 14 45 45 45 45 45
dan Asistensi
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Perangkat
Daerah yang
Dilakukan
Pendampingan, 29 7 7 7 7 7
Asistensi,
Verifikasi, dan
Penilaian
Reformasi
Birokrasi
Jumlah
Kegiatan
Koordinasi,
Monitoring dan 36 27 27 27 27 27
Evaluasi serta
Verifikasi
Pencegahan
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PERANGKAT

BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KET
“Reup' TUJUAN | SASARAN | ‘oorcomm/ | INDIKATOR TARGET PARRER
YANG § OUTCOME / | REALISA | ‘papun 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD KEGIATAN / OUTPUT SI TAHUN 2025
DENGAN PD SUBKEGIATAN 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
dan
Pemberantasan
Korupsi
6.01.03.2.02.0001
- Pendampingan
%ﬁsﬁismm 8.750.000,00 8.800.000,00 8.850.000,00 8.800.000,00 8.850.000,00
Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Perangkat
Terlaksananya Daerah yang
Pendampingan, Dilakukan
Asistensi Urusan Pendampingan 14 45 8.750.000,00 45 8.800.000,00 45 8.850.000,00 45 8.800.000,00 45 8.850.000,00
Pemerintahan dan Asistensi
Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
6.01.03.2.02.0002
- Pendampingan,
Asistensi,
Verifikasi, dan 8.650.000,00 8.700.000,00 8.750.000,00 8.700.000,00 8.800.000,00
Penilaian
Reformasi
Birokrasi
Jumlah
Terlaksananya Perangkat
Pendampingan, Daerah yang
. s ? Dilakukan
Asistensi, Pendampingan
Verifikasi, dan Asistensi ’ 29 7 8.650.000,00 7 8.700.000,00 7 8.750.000,00 7 8.700.000,00 7 8.800.000,00
Penilaian X i
Reformasi Ver{ﬁl{ash dan
. X Penilaian
Birokrasi :
Reformasi
Birokrasi
6.01.03.2.02.0003
- Koordinasi,
Monitoring dan
\%Zi.l;flf:;ise“a 949.900.000,00 955.000.000,00 960.300.000,00 959.450.000,00 966.050.000,00
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi
Jumlah
Terlaksananya Kegiatan
Koordinasi, Koordinasi,
Monitoring dan Monitoring dan
5"31““‘.56“"‘ Evaluasi serta 36 27 949.900.000,00 27 955.000.000,00 27 960.300.000,00 27 959.450.000,00 27 966.050.000,00
erifikasi Verifikasi
Pencegahan dan Pencegahan
Pemberantasan dan
Korupsi Pemberantasan
Korupsi
6.01.03.2.02.0004
- Pendampingan, 33.605.483,00 34.477.772,00 34.511.943,00 34.055.577,00 34.179.184,00
Asistensi dan
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SASARAN BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT KET
DAERAH
REJMD TUJUAN | SASARAN | 'ovtcoms/ | INDIKATOR | .. .., | TARGET
YANG KEGIATAN OUTCOME / SI TAHUN TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN PD PD / 2025
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
DENGAN PD
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Verifikasi
Penegakan
Integritas
Jumlah
Terlaksananya gerangkat
. aerah yang
Pendampingan, Dilakukan
(\;zﬁ;ﬁ:f;idan Pendampingan, 16 45 33.605.483,00 45 34.477.772,00 45 34.511.943,00 45 34.055.577,00 45 34.179.184,00
Asistensi dan
Penegakan Verifikasi
Integritas crilixast
Penegakan
Integritas
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Inspektorat setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun
Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan
terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam
melakukan analisis gender Inspektorat menggunakan metode alur kerja
Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan
dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang
menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu
gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis
gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Inspektorat dalam
menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Inspektorat mempunyai kewajiban dalam
menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat
waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan
public trust dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan
melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik
pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun
2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas
6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi;
jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi.
Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah

Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.
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4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan

penyelenggaraan urusan instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

indikator

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN TAHUN KET
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
1. | Nilai Capaian Nilai 90,23 90,25 90,3 90,4 90,5 90,6 90,7
Area Penguatan
APIP
2. | Kapabilitas Nilai 3,12 3,13 3,16 3,18 3,21 3,23 3,26
Aparat
Pengawasan
Intern
Pemerintah
(APIP)
3. Persentase % 93,79 93,84 | 94,19 94 4 94,6 94,8 95
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Pengawasan
BPK,
Inspektorat DIY
dan Inspektorat
Kabupaten

IKK merupakan singkatan dariIndikator Kinerja Kunci. IKK
digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu instansi atau
program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator
Kinerja Kunci Inspektorat Daeah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029
adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO

BASELINE

INDIKATOR

STATUS

SATUAN

TAHUN

TARGET TAHUN

2024

2025 2026

2027

2028

2029

2030

KET

(01)

©02)

(©3)

(04)

(05)

(06) (07)

(08)

(09)

(10)

(11

(12)

6.01 - INSPEKTORAT DAERAH

NIHIL
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BAB V
PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan
daerah “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan

Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027,
2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan
dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan
memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun
dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah
kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan
kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan
dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara
perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat

mewujudkan visi pembangunan daerah.
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Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada kualitas
perencanaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Oleh karena itu dalam
proses manajemen organisasi, perencanaan selalu berada dalam urutan
pertama untuk mencapai tujuan organisasi. Pada prinsipnya perencanaan
merupakan upaya untuk menentukan tujuan, dan memilih tindakan yang

paling tepat untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan
daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana
Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra
Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029
sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030.
Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah

menyusun Renstra Perangkat Daerah.
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Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah
sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan
memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis
perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5
tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta
target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahun untuk
mencapai tujuan S tahunan.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah diawali dengan
pencermatan RPJP Daerah, visi misi kepala daerah terpilih serta rancangan
awal dari RPJMD. Dari hasil pencermatan tersebut muatan materi renstra
disesuaikan untuk mengakomadasi dari visi misi bupati terpilih dan
disesuaikan dengan RPJP Daerah.

Hasil penyesuaian renstra dengan rancangan awal RPJMD dan RPJP
inilah yang kemudian akan menjadi bahan penetapan peraturan bupati
tentang renstra perangkat daerah. Dalam waktu yang hampir bersamaan
rancangan awal dari RPJMD ini akan dibahas dalam musrenbang. Review dan
pembahasan dari musrenbang akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan
peraturan daerah RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan
penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d.
pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan
rancangan akhir; dan f. penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Dinas
Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dilakukan
bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029,

sebagaimana dimuat pada gambar di bawah.
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Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Gambar 1.1. Bagan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra PD

Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen
perencanaan lain adalah sebagai berikut :

a. Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari RPJP
Daerah, RPJMD dan Visi Misi Bupati terpilih;

b. Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan perangkat daerah, renstra
OPD merupakan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah
Daerabh;

c. RKPD Pemerintah Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan
rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi

bahan penyusunan APBD.

1.2 Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul
di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7059);
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
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dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun
2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan
Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023
Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun
2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021 Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 139);
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q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor
173);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);

s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada
Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2023 Nomor 50).

t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun

2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan,
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul adalah:

1) Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan,
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam pencapaian
tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).

b. Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan,
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul adalah :

1) Menjamin kesesuaian visi, misi dan program prioritas Bupati dan
Wakil Bupati yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten
Bantul Tahun 2025-2029 dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan,
dan Olahraga Kabupaten Bantul;
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2) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah

kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5

(lima) tahun kedepan.

3) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan

dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.

4) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai

hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.

S) Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana Strategis Dinas Pendidikan,

Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul, disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga merupakan Dinas Tipe
A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga. Tugas, fungsi dan
struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten
Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada
Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan sub wurusan pendidikan dasar dan
pendidikan nonformal dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan
olahraga.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul
dalam melaksakan tugas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar,

kepemudaan dan olahraga;

b. pengoordinasian dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di

bidang pendidikan dasar, kepemudaan dan olahraga;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pendidikan
dasar, kepemudaan dan olahraga;

d. pelaksanaan administrasi padaDinasPendidikan, Kepemudaan

dan Olahraga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
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Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga
Kabupaten Bantul, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Keuangan dan Aset; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,
terdiri atas:

1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
dan

2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,

d. Bidang Sekolah Dasar, terdiri atas:

1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter
Sekolah Dasar; dan

2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik
Sekolah Dasar;

e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

1. Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter
Sekolah Menengah Pertama; dan

2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertama;

f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidkan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Dasar;

g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. UPTD.
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan
Olahraga Kabupaten Bantul

Dalam melaksanakan

tugas

dan fungsinya Dinas

Pendidikan,

Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul tidak lepas dari dukungan

sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana. Kedua faktor tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah ASN Menurut Kualifikasi, Jenis Kelamin dan Kompetensi

Formasi Pegawai yang Ada Jenis Kelamin
Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki- Perempuan
No Jabatan Jml laki
SMA SMA,
S3 | S2 | S1 D3 D2/ S3 | s2 | S1 D3 DZ/

A. | Jabatan

Pimpinan Tinggi
B. | Jabatan

Administrasi

1. Administrator 1 1 1 1 1

2. Pengawas 12 1 6 5 10 1 6 3 5 5

3. Pelaksana 73 2 30 3 38 73 2 30 3 38 47 26

4. Jabatan 51 31 16 4 51 31 16 4 22 29

Fungsional

Jumlah 137 1 40 | 51 7 38 135 1 40 | 49 7 38 75 60

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Tahun 2025
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Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Non

Jenis Kelamin
No Jenis Pekerjaan
Laki-Laki | Perempuan Jumlah
1 Tenaga Administrasi 12 13 25
2 | Tenaga Arsip dan Perpustakaan 0 0 0
3 | Tenaga Kebersihan 21 0 21
4 | Tenaga Keamanan 16 0 16
Jumlah 49 13 62

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025

Tabel 2.3 Data Aset Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga

Mutasi
No Nama Inventaris Saldo Awal Tambah Hapus Saldo Akhir
1. IPersediaan 131.004.422 5.446.830.889| 5.445.071.706 132.763.605
2. [TANAH 7.186.993.900 0 783.944.100) 6.403.049.800
3. [PERALATAN & MESIN 18.484.015.085 4.911.947.100| 5.003.038.410] 18.392.923.775

- Intra Compatable

18.083.303.395

4.808.855.100

4.886.804.860

18.005.353.635

- Extra Compatable

400.711.690

103.092.000

116.233.550

387.570.140

GEDUNG & BANGUNAN

76.802.633.528]

2.527.581.893

2.527.581.893

76.802.633.528

5. JJALAN, IRIGASI &

113.040.674.271

7.638.349.044

8.513.709.657

L JARINGAN 10.432.199.697 190.320.051 190.320.051] 10.432.199.697

6. |ASET TETAP LAINNYA 52.046.060, 0 8.825.203 43.220.857

7. |ATB 82.786.000 8.500.000 0 91.286.000
TOTAL

112.165.313.657|

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat

capaian indikator kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode

sebelumnya. Adapun indikator kinerja utama (IKU)

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan olahraga adalah:

yang ditetapkan untuk

a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi

dalam PAUD.

b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi

C.

d. Tingkat partisipasi

dalam pendidikan dasar.

dalam pendidikan menengah pertama.

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi

warga negara usia 7-18 tahun yang belum

menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi

dalam pendidikan kesetaraan.
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e. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan
organisasi sosial kemasyarakatan.
f. Peningkatan prestasi olahraga.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) wuntuk Dinas Pendidikan,
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul adalah:

- Urusan Pendidikan

- Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD.

- Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

- Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.

- Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

- Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan
organisasi sosial kemasyarakatan.

- Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan
organisasi sosial kemasyarakatan.

- Peningkatan prestasi olahraga.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan,
Kepemudaan, dan olahraga Kabupaten baik kinerja utama (IKU) maupun
kinerja kunci (IKK) selama tahun 2020-2024 belum semuanya memenuhi
target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini secara rinci dapat dilihat
pada tabel 2.4 dan tabel 2.5.

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:

a. Urusan Pendidikan

a) Pandemi covid-19, adanya pembatasan sehingga kegiatan tidak
optimal dilaksanakan;

b) Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan non formal,
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c) Pelajar berprestasi sering memilih melanjutkan sekolah di lain
daerah, karena Kabupaten Bantul tidak mampu memberikan
fasilitas yang memadahi kepada atlet berprestasi

b. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a) Pandemi covid-19, adanya pembatasan sehingga kegiatan
kepemudaan dan olahraga tidak dilaksanakan.

b) Regenerasi pemuda pelopor masih belum optimal sehingga sulit
untuk mencari kandidat yang berkualitas dari lima (5) Bidang
Kepeloporan

c) Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang,
berupa Gedung Olahraga bertaraf nasional.

Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat
dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada rentang
tahun 2020-2024. Tinjauan ini perlu dilakukan agar perkiraan
anggaran/pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam Renstra selanjutnya
bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal.

Rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan,
dan Olahraga Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 berkisar antara
93,11% - 98,40%. Serapan anggaran tahun 2020 merupakan yang terkecil
dalam rentang waktu tahun 2020-2024 yaitu 93,11% serapan anggaran
terbesar tahun 2024 yaitu 98,40%. Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan,
dan Olahraga Kabupaten Bantul meningkat dari tahun 2020-2024 dengan
adanya kenaikan penyerapan anggaran pada tahun 2020-2024 dapat dilihat
pada tabel 2.6.
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Pencapain Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

Tabel 2.4

Kabupaten Bantul

No

Indikator Kinerja
Perangkat Daerah

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

IKU OPD :

Urusan Pendidikan :

1. Tingkat partisipasi warga
negara usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD

N/A

N/A

94

94,22

94,25

N/A

93,91

104,93

100,05

100,77

N/A

N/A

111,63

106,19

106,92

2. Tingkat partisipasi warga

negara usia 7-12 tahun yang

berpartisipasi dalam
pendidikan dasar

N/A

N/A

95

95,22

95,25

N/A

94,88

101,18

103,75

101,69

N/A

N/A

106,51

108,96

106,76

3. Tingkat partisipasi warga

negara usia 13-15 tahun yang

berpartisipasi dalam
pendidikan menengah
pertama

N/A

N/A

98,5

98,6

98,7

N/A

98,35

99,15

100,25

100,07

N/A

N/A

100,66

101,67

101,39

4. Tingkat partisipasi warga

negara usia 7-18 tahun yang

belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan

menengah yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan

N/A

N/A

14

14,22

14,25

N/A

13,57

13,51

15,64

15,29

N/A

N/A

96,50

109,99

107,30

Urusan Kepemudaan dan Olahraga :

1. Tingkat partisipasi pemuda
dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi
sosial kemasyarakatan

N/A

N/A

3,42

3,43

3,44

N/A

3,42

4,85

4,82

4,86

N/A

N/A

141,81

140,52

141,28

Peningkatan prestasi olahraga

N/A

N/A

10

18

23

N/A

N/A

31

30

27

N/A

N/A

310,00

166,67

117,39

Sumber: LKjIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul Tahun 2020-2024
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Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

Tabel 2.5

No

Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD

Target

Realisasi

Rasio Capaian (%)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Urusan Pendidikan :

1. Tingkat partisipasi warga
negara usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD

N/A

N/A

94

94,22

94,25

N/A

93,91

104,93

100,05

100,77

N/A

N/A

111,63

106,19

106,92

2. Tingkat partisipasi warga
negara usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar

N/A

N/A

95

95,22

95,25

N/A

94,88

101,18

103,75

101,69

N/A

N/A

106,51

108,96

106,76

3. Tingkat partisipasi warga
negara usia 13-15 tahun
yang berpartisipasi dalam
pendidikan menengah
pertama

N/A

N/A

98,5

98,6

98,7

N/A

98,35

99,15

100,25

100,07

N/A

N/A

100,66

101,67

101,39

4. Tingkat partisipasi warga
negara usia 7-18 tahun yang
belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan
menengah yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan

N/A

N/A

14

14,22

14,25

N/A

13,57

13,51

15,64

15,29

N/A

N/A

96,50

109,99

107,30

Urusan Kepemudaan dan Olahraga :

1. Tingkat partisipasi pemuda
dalam organisasi
kepemudaan dan organisasi
sosial kemasyarakatan

N/A

N/A

3,42

3,43

3,44

N/A

3,42

4,85

4,82

4,86

N/A

N/A

141,81

140,52

141,28

2. Peningkatan prestasi olahraga

N/A

N/A

10

18

23

N/A

N/A

31

30

27

N/A

N/A

310,00

166,67

117,39

Sumber: LPPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

Tabel 2.6

Kabupaten Bantul

Rasio Realisasi dan
No | Tahun Anggaran Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp)
Anggaran (%)
1 2020 Rp681.890.395.159,34 Rp634.933.078.561,00 93,11
2 2021 Rp765.475.389.046,00 Rp710.846.773.381,00 92,86
3 2022 Rp742.023.957.633,00 Rp704.522.397.758,30 94,95
4 2023 Rp714.597.261.185,00 Rp700.424.415.155,00 98,02
5 2024 Rp762.524.058.009,00 Rp750.340.522.315,00 98,40

Sumber; SPJ Fungsional Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024
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2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

mempunyai dua urusan dan kewenangan yang diampu berdampak ada dua

permasalahan besar dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Adapun identifikasi

permasalahan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten

Bantul dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No

Masalah pokok

Rumusan Masalah

Akar Masalah

Tidak meratanya
kualitas satuan
pendidikan

1. Rendahnya nlai numerasi
jenjang Pendidikan dasar

2. Rendahnya nilai hasil belajar
(lulusan) jenjang Pendidikan
dasar

Bantuan operasional pendidikan
masih belum sesuai dengan Unit cost
Jumlah SDM Tenaga Pendidik dan
Kependidikan yang berkualitas belum
memadai

Rendahnya proporsi guru PAUD
dengan ijazah S1

Rendahnya kompetensi tenaga
pendidik PAUD

Sarana prasarana pendidikan belum
sepenuhnya memenuhi standar atau
kebutuhan untuk mendukung SPM
(laboratorium, ruang kelas,
perpustakaan, ruang guru/kepala
sekolah

Perlengkapan TIK untuk ujian
sekolah belum mencukupi untuk
semua Satuan Pendidikan

Belum optimalnya
fasilitasi dan
pendampingan
kepemudaan dan
olahraga

Kurangnya peran aktif pemuda
dalam kegiatan kewirausahaan

Pemuda kurang mendapat edukasi
dan pelatihan tentang kewirausahaan
sejak dini.

Banyaknya pemuda usia kerja yang
kesulitan mencari lapangan kerja
karena kurangnya ketrampilan
Terbatasnya keterampilan tenaga
kerja muda dalam berwirausaha
adanya program
pendampingan dan pembinaan
kewirausahaan bagi pemuda secara
berkelanjutan

Kurangnya figur teladan pemuda
pelopor /wirausaha muda di
lingkungan sekitar.

Belum

Masih kurangnya infrastruktur
olahraga yang memadai

Sarana dan prasarana olahraga belum
sepenuhnya sesuai standar

Jumlah pelatih olahraga yang
terbatas

Kurangnya Pembinaan pemuda
pelopor dan Atlet olahraga

Kurangnya reward bagi pemuda dan
atlet berprestasi
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2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi yang penting diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya signifikan bagi
daerah. Isu ini menjadi focus utama dalam menentukan tujuan, sasaran,
strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah.
Adapun rumusan isu strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.8.
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Tabel 2.8

Rumusan Isu Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

Isu KLHS
Potensi Daerah yang Permasalahan yang Relevan .
Menjadi Kewenangan Perangkat dengan Isu Global Isu Nasional Isu Regional Isu Stratl;gls l;:arangkat
Perangkat Daerah Daerah Perangkat aera
Daerah
1 2 3 4 5 6 7
Urusan Pendidikan
1. Terdapat 1298 PAUD | Tidak meratanya | Tingginya Komitmen Sustainable | Memperkuat Peningkatan Peningkatan kualitas hasil
367 SD 95 SMP kualitas satuan | angka Development Goals (SDGs) | pembangunan sumber kualitas dan pembelajaran
2. Ketercukupan pendidikan kemiskinan dalam tujuan keempat | daya manusia (SDM), daya saing Peningkatan kualitas dan
sumber daya dan pendidikan berkualitas sains, teknologi, sumber daya emerataan akses dan
pendidik dan tenaga kesenjangan pendidikan, kesehatan, manusia P
kependidikan pada wilayah prestasi olahraga, sarar}a.prasarana
jenjang: kesetaraan gender; serta pendidikan
- PAUD 3209 penguatan peran
- SD 4891 perempuan, pemuda
- SMP 2227 (generasi milenial dan
3. Pendidikan kearifan generasi Z), dan
lokal penyandang disabilitas.
Urusan Kepemudaan dan
Olahraga
Bibit unggul atlit daerah | Belum optimalnya Komitmen Sustainable | Memperkuat Peningkatan Peningkatan peran aktif
dan pelatih fasilitasi dan Development Goals (SDGs) | pembangunan sumber kualitas dan pemuda dalam kegiatan
pendampingan dalam tujuan ketiga | daya manusia (SDM), daya saing kewirausahaan
kepemudaan dan kehidupan sehat dan | sains, teknologi, sumber daya Peninekatan infrastruktur
olahraga sejahtera pendidikan,  kesehatan, manusia Cning .
prestasi olahraga, olahraga yang memadai
kesetaraan gender; serta
penguatan peran
perempuan, pemuda
(generasi milenial dan
generasi Z), dan

penyandang disabilitas.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu S (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi
yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan

daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
perangkat daerah.

SASARAN ARAHKEBUAKAN | [suSTRATEGIS
RPIMD NSPK RPIMD O Masaizh
J Lingkungan dinamis
o %, d Potensi
" ff{a“ ""'0,.‘/ Operasional
Abiid J Rangkaian kerja
yang merupakan
TUIUAN Mencagsi KEBIJAKAN operasionalisasi
NSPK
Cascoding
Serasifuclnas
SASARAN e STRATEG 4ot
J Tahapan

Coscoding O Fokus
O PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PD

OUTOOME ~ 0, (OUTIUIT ostensiscsions sovamsinsnsiosiuaisidasianiiiaiiosh

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025
Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 2025-2029

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan
pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi
pilihan tersebut. Selanjutnya , rumusan pernyataan tujuan dan sasaran

jangka menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten

Bantul, disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

NSPK DAN TARGET TAHUN
SASARAN BASELINE
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- Meningkatnya Meningkatkan Literasi Membaca (%) 79.04 80.85 82.65 84.45 86.25 88.05 89.85
Kualitas intelektualitas
Pendidikan, karakter anak usia
Kesehatan, dan sekolah dan
Penguatan pemuda untuk
Masyarakat yang | berperan dalam
Inklusif pembangunan dan
prestasi olahraga
Numerasi (%) 66.49 68.69 70.89 73.09 75.29 77.49 79.69
Indeks Pembangunan - 66 67 67.5 68 68.3 68.5
Pemuda (IPP) (Indeks)
Indeks Partisipasi - 44 45 45 45 45 45
Olahraga (Indeks)
Meningkatnya | Literasi Membaca SD 71.94 74.44 76.94 79.44 81.94 84.44 86.94
kualitas (%)
layanan
pendidikan
Literasi Membaca SMP 86.15 87.25 88.35 89.45 90.55 91.65 92.75
(*0)
Numerasi SD (%) 60.16 63.06 65.96 68.86 71.76 74.66 77.56
Numerasi SMP (%) 72.82 74.32 75.82 77.32 78.82 80.32 81.82
Indeks layanan 84.56 84.98 85.38 85.78 86.18 86.58 86.98
pendidikan (Indeks)
Meningkatnya | Tingkat Partisipasi 67.65 67.75 68.75 68.77 68.79 68.81 68.83
wirausahawan | Pemuda dalam
muda dan Kegiatan Ekonomi
prestasi Mandiri (%)
olahraga
Peningkatan Prestasi 104 105 106 107 108 109 110
Olahraga (Medali)
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Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah

Meningkatkan intelektualitas karakter anak usia sekolah dan Meningkatnya kualitas layanan pendidikan

pemuda untuk berperan dalam pembangunan dan prestasi olahraga

Indikator Tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Formula Perhitungan Sumber Data Sumber Indikator
Literasi Membaca (%) Persen - Kemendikdasmen RPJPD
Meningkatkan Numerasi (%) Persen - Kemendikdasmen RPJPD
intelektualitas karakter | Indeks Pembangunan Inmendagri Nomor 2
anak usia sekolah dan Pemuda (IPP) Indelks Pembobotan Indeks BPS Tahun 2025
pemuda untuk Masyarakat berusia 10-
berperan dalam Indeks Partisi . 60 tahun yang
pembangunan dan ndexs rartisipast Indeks melakukan aktivitas Dikpora Lainnya
: Olahraga . .
prestasi olahraga olahraga minimal 3 kali
perminggu
Data Existing
Indikator Tujuan 2020 2021 2022 2023 2024
Literasi Membaca (%) n/a n/a 69,87 76,89 79,04
Numerasi (%) n/a n/a 61,42 62,68 66,49
Indeks Pembangunan n/a n/a n/a n/a n/a
Pemuda (IPP)
Indeks Partisipasi n/a n/a n/a n/a n/a
Olahraga
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Target Indikator

Indikator Tujuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Literasi Membaca (%) 80,85 82,65 84,45 86,25 88,05 89,85
Numerasi (%) 68,69 70,89 73,09 75,29 77,49 79,69
Indeks 66 67 67,5 68 68,3 68,5
Pembangunan
Pemuda (IPP)

Indeks Partisipasi 44 45 45 45 45 45
Olahraga

Indikator Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

Sasaran

Indikator Sasaran Satuan Formula Perhitungan Sumber Data Sumber Indikator
Literasi Membaca SD (%) . (contoh: LPPD,
Persen - Kemendikdasmen RPJPD, Inmen dll)
Meningkatnya kualitas | Literasi Membaca SMP (%) Persen - Kemendikdasmen
layanan pendidikan Numerasi SD (%) Persen - Kemendikdasmen
Numerasi SMP (%) Persen - Kemendikdasmen
Indeks layanan pendidikan Indeks - Kemendikdasmen
Jumlah pemuda usia 16-30
Tingkat partisipasi pemuda tahun yang berwirausaha . .
Meningkatnya dflam }P;egiat{fn ek%nomi Persen dibagi jur}rfllalflg pemuda usia 16 Disdukcapil
wirausahawan muda mandiri (%) - 30 tahun
dan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali Dikpora, Koni
Peningkatan Prestasi Medali emas pada Event Olahraga ’ ’

Olahraga

Nasional dan Internasional

NPC
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Data Existing

Indikator Sasaran 2020 2021 2022 2023 2024
Literasi Membaca SD (%) n/a n/a 62,68 72,11 71,94
Literasi Membaca SMP n/a n/a 77,06 81,67 86,15
(%0)

Numerasi SD (%) n/a n/a 435,77 54,65 60,16
Numerasi SMP (%) n/a n/a 77,06 70,71 72,82
Indeks layanan n/a n/a 74,24 86,80 84,56
pendidikan
Tingkat partisipasi n/a n/a 4,07 4,65 4,86
pemuda dalam kegiatan
ekonomi mandiri (%)
Target Indikator

Indikator Sasaran 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Literasi Membaca SD 74,44 76,94 79,44 81,94 84,44 86,94
(%0)
Literasi Membaca 87,25 88,35 89,45 90,55 91,65 92,75
SMP (%)
Numerasi SD (%) 63,06 65,96 68,86 71,76 74,66 77,56
Numerasi SMP (%) 74,32 75,82 77,32 78,82 80,32 81,82
Indeks layanan 84,98 85,38 85,78 86,18 86,58 86,98
pendidikan
Tingkat partisipasi 3,45 3,46 3,47 3,48 3,49 3,5
pemuda dalam
kegiatan ekonomi
mandiri (%)
Peningkatan Prestasi 25 30 30 30 30 30

Olahraga
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Program dan Indikator Program Perangkat Daerah

Program . c Sumber | Sumber
Indikator Program Satuan Formula Perhitungan Data | Indikator
PROGRAM Tingkat partisipasi Persen Jumlah anak usia 5-6 tahun Dikpora LPPD
PENGELOLAAN warga negara usia yang sudah tamat atau
PENDIDIKAN 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan
berpartisipasi PAUD X
o,
dalam PAUD Jumlah anak usia 5-6 tahun 100%
pada kabupaten/kota yang
bersangkutan
T‘;zfé{;:’lepgagfﬁ);j Persen Jumlah anak usia 7-12 tahun Dikpora LPPD
yang sudah tamat atau sedang
7-12 tahun yang belajar di sekolah dasar X 100
berpartisipasi %
dalam pendidikan Jumlah anak usia 7-12 tahun
dasar pada kabupaten/kota yang
bersangkutan
Tingkat partisipasi Persen Jumlah anak usia 13-15 tahun Dikpora LPPD
warga negara usia yang sudah tamat atau sedang
13-15 tahun yang belajar di sekolah menengah
NN X 100
berpartisipasi pertama o
dalam pendidikan Jumlah anak usia 13-15 tahun ?
menengah pertama pada kabupaten/kota yang
bersangkutan
Tingkat partisipasi Persen Jumlah anak usia 7-18 tahun Dikpora LPPD

warga negara usia
7-18 tahun yang
belum
menyelesaikan
pendidikan dasar
dan menengah
yang berpartisipasi

yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah
yang sudah tamat atau sedang X 100
belajar di pendidikan kesetaraan %

Jumlah anak usia 7-18 tahun
yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah
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Program

Sumber

Sumber

Indikator Program Satuan Formula Perhitungan Data | Indikator
dalam pendidikan pada kabupaten/kota yang
kesetaraan bersangkutan
PROGRAM Indeks Pemerataan Persen Kecukupan Guru ax G 7 dia Sekolah N , Dikpora RKPD
PENDIDIK DAN Guru _ uru Tersedia Sekolah Negeri ax
TENAGA Kebutuhan Guru Sekolah Negeri ax
KEPENDIDIKAN
IPG = 1 < It
1- ZnZMZ Z(Kecukupan Guru ax
=1 j=1
— Kecukupan Guru ay)
Persentase Guru Persen Dikpora RKPD
yang Memiliki perbandingan antara jumlah guru yang memiliki
Sertifikat Pendidik sertifikat pendidik terhadap total jumlah guru
PROGRAM Nilai AKIP Angka Laporan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh | Dikpora | Dikpora
PENUNJANG Inspektorat Daerah
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN /KOTA
IKM Indeks Indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Hasil Dikpora | Dikpora

Survey Kepuasan Masyarakat oleh Perangkat Daerah
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Program . c Sumber | Sumber
Indikator Program Satuan Formula Perhitungan Data | Indikator
PROGRAM Persentase atlet Persen Dikpora LPPD
PENGEMBANGAN yang masuk Jumlah atlet bantul yang masuk pelatnas dibagi
KAPASITAS DAYA Pelatnas .
SAING dengan jumlah atlet pelatnas X 100%
KEOLAHRAGAAN
PROGRAM Tingkat partisipasi Persen . _ Dikpora LPPD
PENGEMBANGAN |  pemda. daiam e e e 1030
KAPASITAS DAYA organisasi o
pada Organisasi kepemudaan dan
SAING kepemudaan dan . . . X 100
N . Organisasi sosial kemasyarakatan
KEPEMUDAAN organisasi sosial . %
di kabupaten/kota
kemasyarakatan
Jumlah pemuda usia (16-30)
tahun di kabupaten/kota
PROGRAM Tingkat partisipasi Persen Dikpora LPPD
PENGEMBANGAN masyarakat dalam Jumlah anggota pramuka yang aktif dibagi jumlah
KAPASITAS kepramukaan penduduk X 100%
KEPRAMUKAAN
PROGRAM Persentase Pesen Dikpora | Dikpora
PENYELENGGARAAN 1mplerp§nta31 Jumlah SD dan SMP yang menerapkan pendidikan
KEISTIMEWAAN pendidikan . S .
. berbasis budaya dengan kategori minimal Mandiri
YOGYAKARTA berbasis budaya Budaya dibagi jumlah SD dan SMP X 100%
URUSAN dengan kategori Y &t ?
KEBUDAYAAN Mandiri Budaya
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3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan
langkah-langkah /upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Perangkat Daerah. Trategi Renstra Perangkat Daerah berupa
pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan,
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat disajikan sebagai

berikut:

Tabel 3.2

Pentahapan Rencana Strategis
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)

M ) @) @ )
Pengembangan Pengembangan | Peningkatan Peningkatan Pemantapan
kompetensi kompetensi kualitas kualitas sarana | kualitas
pendidik dan | pendidik dan | pendidik dan | prasarana pendidikan
tenaga tenaga tenaga layanan PAUD Holistik
kependidikan kependidikan kependidikan pendidikan Integratif
jenjang jenjang PAUD | jenjang  PAUD | dasar untuk | (PAUD HI),
pendidikan dasar, | dan pendidikan | dan pendidikan | mengoptimalkan | hasil asesmen
pengelolaan dasar, dasar untuk | hasil asesmen | nasional
pendidikan pengelolaan mengoptimalkan | nasional, pendidikan
berbasis teknologi | pendidikan hasil asesmen | pemantapan dasar, prestasi
informasi berbasis nasional, prestasi pelajar | pelajar dan
komunikasi (TIK) | teknologi meningkatkan dan pemuda | pemuda dalam
serta mendorong | informasi prestasi pelajar | dalam  bidang | bidang
peran pemuda | komunikasi dan pemuda | olahraga serta | olahraga serta
dalam (TIK), dalam bidang | perluasan kemandirian
memajukan meningkatkan olahraga serta | wirausaha muda | wirausaha
olahraga prestasi pelajar | pengembangan muda

dan pemuda | wirausaha muda
dalam  bidang

olahraga serta

pendampingan

wirausaha

muda
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Arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029
adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan
arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai
target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan
Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten
Bantul sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

No | Arah Kebijakan | Arah Kebijakan Rentra Keterangan
RPJMD Perangkat Daerah
(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatkan Meningkatkan 1. Peningkatan kompetensi
partisipasi anak | Pengelolaan Pendidikan guru dan tenaga
usia sekolah Dasar kependidikan,

2. Pemanfaatan teknologi
digital,

3. Pengembangan sarana dan
prasarana yang memadai,
serta

4. Penguatan kolaborasi dengan
orang tua dan masyarakat

2 | Meningkatkan Meningkatkan 1. Pemetaan dan Pendataan
mutu dan | Pemerataan Kuantitas PTK, untuk mengetahui
distribusi dan Kualitas Pendidik kebutuhan riil dan

. g dan Tenaga penempatan yang tepat.
pendidik dan Kependidikan bagi 2. Penyaluran PTK yang
tenag',a' Satuan Pendidikan Merata, sesuai kebutuhan
pendidikan Dasar, PAUD, dan satuan pendidikan dan

Pendidikan Nonformal mengelola perpindahan guru
/Kesetaraan antar sekolah.

3. Peningkatan Kualitas PTK,
melalui program pelatihan,
pengembangan
profesionalisme, dan
dukungan jenjang
pendidikan lanjutan.

4. Perbaikan Manajemen
Pendidikan, untuk
menciptakan lingkungan
belajar yang kondusif dan
sistem pendidikan yang

berkualitas
3 | Meningkatkan Meningkatkan kualitas | 1. Mengembangkan
kualitas hasil assesmen kompetensi guru dalam
kurikulum Pendidikan menyusun soal terstandar

dan menggunakan asesmen
berbasis data

pendidikan
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No

Arah Kebijakan
RPJMD

Arah Kebijakan Rentra
Perangkat Daerah

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

. Memanfaatkan teknologi

digital

. Melibatkan orang tua, dan

membangun budaya sekolah
yang positif yang
mendukung proses
pembelajaran yang efektif
dan fokus pada peningkatan
kompetensi siswa secara
holistik

Melestarikan
bahasa dan
sastra daerah

Meningkatkan
pendidikan karakter
peserta didik

. Pembiasaan, keteladanan,

dan integrasi nilai moral
dalam pembelajaran

. Kolaborasi dengan keluarga

dan lingkungan sekolah

Meningkatkan
pembudayaan
dan

prestasi olah
raga

Meningkatkan prestasi
olahraga

. Peningkatan kualitas pelatih

dan atlet,

. Pengembangan dan

pemeliharaan fasilitas
olahraga yang memadai,

. Alokasi dana pembinaan

cabang olahraga yang
optimal

. Penciptaan lingkungan yang

mendukung dan
berkolaborasi, termasuk
sinergi antara Komite
Olahraga Nasional Indonesia
(KONI)
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub kegiatan

Tahap penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat
daerah serta pendanaannya merupakan upaya untuk menjawab
permasalahan layanan dinas dan pelaksanakan isu strategis berdasarkan
strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Rencana program, kegiatan, dan
sub kegiatan disertai pendanaan, indicator Dinas Pendidikan, Kepemudaan,

dan Olahraga disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul

Sasaran SADLLAE DB TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD | Sasaran OUTCOME / OUTCOME / A TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
OUTPUT 2024
dengan PD SU%‘;‘?;‘:J\;{‘AN 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- Meningkat Literasi 79.04 80,85 82.65 84.45 86.25 88.05 89.85
Meningkatny | kan Membaca (%)
a Kualitas intelektuali
Pendidikan, tas
Kesehatan, karakter
dan anak usia
Penguatan sekolah
Masyarakat dan
yang Inklusif | pemuda
untuk
berperan
dalam
pembangu
nan dan
prestasi
olahraga
Numerasi (%) 66.49 68,69 70.89 73.09 75.29 77.49 79.69
Indeks - 66 67 67.5 68 68.3 68.5
Pembangunan
Pemuda (IPP)
(Indeks)
Indeks - 44 45 45 45 45 45
Partisipasi
Olahraga
(Indeks)
Meningka Literasi 71.94 74,44 76.94 79.44 81.94 84.44 86.94
tnya Membaca SD
kualitas (%)
layanan
pendidika
n
Literasi 86.15 87,25 88.35 89.45 90.55 91.65 92.75
Membaca SMP
(%)
Numerasi SD 60.16 63,06 65.96 68.86 71.76 74.66 77.56
()
Numerasi SMP 72.82 74,32 75.82 77.32 78.82 80.32 81.82
(%)
Indeks layanan 84.56 84,98 85.38 85.78 86.18 86.58 86.98
pendidikan
(Indeks)
Meningka Tingkat 67.65 74,44 68.75 68.77 68.79 68.81 68.83
tnya Partisipasi
wirausah Pemuda dalam
awan Kegiatan
muda Ekonomi
dan Mandiri (%)
prestasi
olahraga
Peningkatan 104 87,25 106 107 108 109 110
Prestasi
Olahraga
(Medali)

1.01 - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENDIDIKAN

766.388.797.910,00

770.827.252.317,00

774.990.434.309,00

772.875.943.783,00

779.121.523.478,00

1.01.01 -
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

337.466.802.644,00
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Sasaran BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
LAE LD RO INDIKATOR | REALISAsI | DASELINE
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / OUTPUT 2024 TAHUN
dengan PD SU%‘;P}:;%‘\ITAN 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
KABUPATEN/KOT
A
Indek
Meningkatnya Kepuasan
if;?tzsdan ﬁ“;%arakat 88.82 91 337.466.802.644,00 | 91.15 339.707.182.982,00 91.3 341.343.914.128,00 | 91.45 | 339.422.236.262,00 92 342.525.103.450,00
pelayanan Perangkat
Daerah
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
gz;irrlis;tah 82.6 82.75 82.9 83.05 83.2 83.35
(AKIP)
Perangkat
Daerah
1.01.01.2.01 -
Perencanaan,
gzﬁggsfia;;n, 843.540.300,00 843.540.300,00 843.540.300,00 843.540.300,00 843.540.300,00
Kinerja Perangkat
Daerah
Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Terlaksananya Kinerja SKPD
Perencanaan,
Penganggaran dan .Laporan
dan Evaluasi ’ Hasil 3 3 843.540.300,00 3 843.540.300,00 3 843.540.300,00 3 843.540.300,00 3 843.540.300,00
X X Koordinasi
Kinerja Perangkat Penyusunan
Daerah
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah
Dokumen
Perencanaan 4 4 4 4 4 4
Perangkat
Daerah
Jumlah
Laporan
Evaluasi 3 3 3 3 3 3
Kinerja
Perangkat
Daerah
1.01.01.2.01.0001
- Penyusunan
Dokumen 599.740.430,00 599.740.430,00 599.740.430,00 599.740.430,00 599.740.430,00
Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah
Tersusunnya
Dokumen Dokumen
Perencanaan Perencanaan 4 4 599.740.430,00 4 599.740.430,00 4 599.740.430,00 4 599.740.430,00 4 599.740.430,00
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah
1.01.01.2.01.0006
- Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian 158.399.870,00 158.399.870,00 158.399.870,00 158.399.870,00 158.399.870,00
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersedianya Jumlah
Laporan Capaian Laporan
Kinerja dan Capaian 3 3 158.399.870,00 3 158.399.870,00 3 158.399.870,00 3 158.399.870,00 3 158.399.870,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja dan
Kinerja SKPD dan | Ikhtisar
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Sasaran AL LA TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
OUTPUT 2024
dengan PD SU%‘;P}:;I{;\:AN 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Laporan Hasil Realisasi
Koordinasi Kinerja SKPD
Penyusunan dan Laporan
Laporan Capaian Hasil
Kinerja dan Koordinasi
Ikhtisar Realisasi Penyusunan
Kinerja SKPD Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
1.01.01.2.01.0007
- Evaluasi Kinerja 85.400.000,00 85.400.000,00 85.400.000,00 85.400.000,00 85.400.000,00
Perangkat Daerah
Jumlah
Terlaksananya I];gﬁi:si
Evaluasi Kinerja Kineria 3 3 85.400.000,00 3 85.400.000,00 3 85.400.000,00 3 85.400.000,00 3 85.400.000,00
Perangkat Daerah J
Perangkat
Daerah
1.01.01.2.02 -
ﬁ‘:ff;;“gj;w 330.917.043.702,00 333.157.424.040,00 334.794.155.186,00 332.872.477.320,00 335.975.344.508,00
Perangkat Daerah
Jumlah
Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Terlaksananya gf{?gsézsn
ﬁgﬁ;ﬁg;w Laporan 5 5 330.917.043.702,00 5 333.157.424.040,00 5 334.794.155.186,00 5 332.872.477.320,00 5 335.975.344.508,00
Koordinasi
Perangkat Daerah
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triw
ulanan/Semes
teran SKPD
Jumlah Orang
yang
Menerima Gaji 37100 37100 37100 37100 37100 37100
dan Tunjangan
ASN
1.01.01.2.02.0001
zipenyed.‘aan Gaji 330.568.141.302,00 332.808.521.640,00 334.445.252.786,00 332.523.574.920,00 335.626.442.108,00
an Tunjangan
ASN
Jumlah Orang
Tersedianya Gaji yang
dan Tunjangan Menerima Gaji 37100 37100 330.568.141.302,00 37100 332.808.521.640,00 37100 334.445.252.786,00 37100 332.523.574.920,00 37100 335.626.442.108,00
ASN dan Tunjangan
ASN
1.01.01.2.02.0007
- Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan 348.902.400,00 348.902.400,00 348.902.400,00 348.902.400,00 348.902.400,00
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Tersedianya Jumlah
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulan | Bulanan/
an/Semesteran Triwulanan/
SKPD dan Semesteran 5 5 348.902.400,00 5 348.902.400,00 5 348.902.400,00 ) 348.902.400,00 ) 348.902.400,00
Laporan SKPD dan
Koordinasi Laporan
Penyusunan Koordinasi
Laporan Penyusunan
Keuangan Laporan
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Sasaran BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
OUTPUT 2024
dengan PD SU%‘;P}:;%‘\ITAN 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Bulanan/Triwulan | Keuangan
an/Semesteran Bulanan/Triw
SKPD ulanan/Semes
teran SKPD
1.01.01.2.03 -
Administrasi
Barang Milik - - - - -
Daerah pada
Perangkat Daerah
1.01.01.2.05 -
Administrasi 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Administrasi Pendataan dan 1 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00
Kepegawaian Pengolahan
Perangkat Daerah | Administrasi
Kepegawaian
1.01.01.2.05.0003
- Pendataan dan
Pengolahan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah
Terlaksananya Dokumen
Pendataan dan Pendataan dan
Pengolahan Pengolahan 1 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00
Administrasi 80 .
. Administrasi
Kepegawaian -
Kepegawaian
1.01.01.2.06 -
Administrasi 2.108.232.671,00 2.108.232.671,00 2.108.232.671,00 2.108.232.671,00 2.108.232.671,00
Umum Perangkat
Daerah
Jumlah Paket
Komponen
Terlaksananya Instalasi
demmtras‘ Listrik/Penera 10 10 2.108.232.671,00 10 2.108.232.671,00 10 2.108.232.671,00 10 2.108.232.671,00 10 2.108.232.671,00
mum Perangkat ngan
Daerah Bangunan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Barang
getakan dan 9 9 9 9 9 9
enggandaan
yang
Disediakan
Jumlah
Dokumen
Bahan Bacaan
gan Peraturan 9 9 9 9 9 9
erundang-
Undangan
yang
Disediakan
Jumlah
Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan
Sistem 1 1 1 1 1 1
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
pada SKPD
Jumlah
Laporan
Fasilitasi 1 1 1 1 1 1
Kunjungan
Tamu
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Sasaran BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
OUTPUT 2024
dengan PD SU%‘;P}:;I{;\:AN 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) 02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Jumlah
Laporan
Penyelenggara
an Rapat 20 20 20 20 20 20
Koordinasi dan
Konsultasi
SKPD
Jumlah Paket
Peralatan
Rumah Tangga 12 12 12 12 12 12
yang
Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan 12 12 12 12 12 12
Kantor yang
Disediakan
1.01.01.2.06.0001
- Penyediaan
Komponen
Instalasi 26.980.061,00 26.980.061,00 26.980.061,00 26.980.061,00 26.980.061,00
Listrik /Peneranga
n Bangunan
Kantor
Jumlah Paket
Tersedianya Komponen
Komponen Instalasi
ir?St?laSl Listrik/Penera 10 10 26.980.061,00 10 26.980.061,00 10 26.980.061,00 10 26.980.061,00 10 26.980.061,00
istrik/Peneranga | ngan
n Bangunan Bangunan
Kantor Kantor yang
Disediakan
1.01.01.2.06.0002
- Penyediaan
Peralatan dan 285.002.190,00 285.002.190,00 285.002.190,00 285.002.190,00 285.002.190,00
Perlengkapan
Kantor
. Jumlah Paket
Tersedianya
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Perlengkapan 12 12 285.002.190,00 12 285.002.190,00 12 285.002.190,00 12 285.002.190,00 12 285.002.190,00
Kantor Kantor yang
Disediakan
1.01.01.2.06.0003
;,Penyed‘aan 577.319.500,00 577.319.500,00 577.319.500,00 577.319.500,00 577.319.500,00
eralatan Rumah
Tangga
Jumlah Paket
Tersedianya Peralatan
Peralatan Rumah Rumah Tangga 12 12 577.319.500,00 12 577.319.500,00 12 577.319.500,00 12 577.319.500,00 12 577.319.500,00
Tangga yang
Disediakan
1.01.01.2.06.0005
- Penyediaan 336.345.000,00 336.345.000,00 336.345.000,00 336.345.000,00 336.345.000,00
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah Paket
Tersedianya g:tr:lrilagn dan
Barang Cetakan P d 2 2 336.345.000,00 2 336.345.000,00 2 336.345.000,00 2 336.345.000,00 2 336.345.000,00
dan Penggandaan enggandaan
yang
Disediakan
1.01.01.2.06.0006
- Penyediaan
gahan Bacaan 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00
an Peraturan
Perundang-
undangan
Tersedianya Jumlah
Bahan Bacaan Dokumen
dan Peraturan Bahan Bacaan 2 2 18.200.000,00 2 18.200.000,00 2 18.200.000,00 2 18.200.000,00 2 18.200.000,00

Perundang-
undangan

dan Peraturan
Perundang-
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Sasaran SUELE DI TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN AR goes 2025
dengan PD e TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Undangan
yang
Disediakan
1.01.01.2.06.0008
- Fasilitasi 355.365.720,00 355.365.720,00 355.365.720,00 355.365.720,00 355.365.720,00
Kunjungan Tamu
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Fasilitasi Fasilitasi 1 1 355.365.720,00 1 355.365.720,00 1 355.365.720,00 1 355.365.720,00 1 355.365.720,00
Kunjungan Tamu Kunjungan
Tamu
1.01.01.2.06.0009
- Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi 429.020.200,00 429.020.200,00 429.020.200,00 429.020.200,00 429.020.200,00
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah
Terlaksananya Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggara
Rapat Koordinasi an Rapat 20 20 429.020.200,00 20 429.020.200,00 20 429.020.200,00 20 429.020.200,00 20 429.020.200,00
dan Konsultasi Koordinasi dan
SKPD Konsultasi
SKPD
1.01.01.2.06.0011
- Dukungan
Pelaksanaan
SIStem. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
Terlaksananya Jumlah
Dokumen
Dukungan
Dukungan
Pelaksanaan
Sistem Pelaksanaan
. Sistem 1 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00 1 80.000.000,00
Pemerintahan .
. Pemerintahan
Berbasis .
Elektronik pada Berbasis
SKPD p Elektronik
pada SKPD
1.01.01.2.08 -
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 2.877.899.506,00 2.877.899.506,00 2.877.899.506,00 2.877.899.506,00 2.877.899.506,00
Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Laporan
Terlaksananya Penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa
Penunjang Urusan | Komunikasi, 12 12 2.877.899.506,00 12 2.877.899.506,00 12 2.877.899.506,00 12 2.877.899.506,00 12 2.877.899.506,00

Pemerintahan
Daerah

Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum Kantor
yang
Disediakan

Jumlah
Laporan
Penyediaan
Jasa Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

1.01.01.2.08.0002
- Penyediaan Jasa

200.400.000,00
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Sasaran BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN AR goes 2025
dengan PD OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah
Laporan
Tersedianya Jasa Szzzedlaan
Komunikasi, = Komunikasi, 12 12 200.400.000,00 12 200.400.000,00 12 200.400.000,00 12 200.400.000,00 12 200.400.000,00
Sumber Daya Air
dan Listrik Sumber Daya
S Air dan Listrik
yang
Disediakan
1.01.01.2.08.0003
- Penyediaan Jasa
Peralatan dan 2.357.879.506,00 2.357.879.506,00 2.357.879.506,00 2.357.879.506,00 2.357.879.506,00
Perlengkapan
Kantor
Jumlah
Laporan
Tersedianya Jasa Penyediaan
Peralatan dan Jasa Peralatan 1 1 2.357.879.506,00 1 2.357.879.506,00 1 2.357.879.506,00 1 2.357.879.506,00 1 2.357.879.506,00
Perlengkapan dan
Kantor Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
1.01.01.2.08.0004
- Penyediaan Jasa 319.620.000,00 319.620.000,00 319.620.000,00 319.620.000,00 319.620.000,00
Pelayanan Umum
Kantor
Jumlah
Laporan
Tersedianya Jasa Ll;’zgzedlaan
Pelayanan Umum Pelavanan 1 1 319.620.000,00 1 319.620.000,00 1 319.620.000,00 1 319.620.000,00 1 319.620.000,00
Kantor yana
Umum Kantor
yang
Disediakan
1.01.01.2.09 -
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang 690.086.465,00 690.086.465,00 690.086.465,00 690.086.465,00 690.086.465,00
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah
Kendaraan
Terlansananya -
. Dinas
Pemeliharaan .
e Operasional
Barang Milik atau Lapanean
Daerah Penunjang n pang 174 174 690.086.465,00 174 690.086.465,00 174 690.086.465,00 174 690.086.465,00 174 690.086.465,00
Urusan ya. g .
. Dipelihara dan
Pemerintahan .
Daerah dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah
Peralatan dan
Mesin Lainnya 11 11 11 11 11 11
yang
Dipelihara
Jumlah
Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau 4 4 4 4 4 4

Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Dir
ehabilitasi

1.01.01.2.09.0002
- Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,

407.855.000,00
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Sasaran AL LA TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN AR goes 2025
dengan PD OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Tersedianya Jasa Jumlah
. Kendaraan
Pemeliharaan, X
- Dinas
Biaya .
. Operasional
Pemeliharaan, atau Lapanean
Pajak dan an pang 174 174 407.855.000,00 174 407.855.000,00 174 407.855.000,00 174 407.855.000,00 174 407.855.000,00
Perizinan yang
. Dipelihara dan
Kendaraan Dinas .
. dibayarkan
Operasional atau .
Pajak dan
Lapangan .
Perizinannya
1.01.01.2.09.0006
- Pemeliharaan 118.356.000,00 118.356.000,00 118.356.000,00 118.356.000,00 118.356.000,00
Peralatan dan
Mesin Lainnya
Jumlah
Terlaksananya
Pemeliharaan Perglataq dan
Mesin Lainnya 11 11 118.356.000,00 11 118.356.000,00 11 118.356.000,00 11 118.356.000,00 11 118.356.000,00
Peralatan dan
Mesin Lainnya yans
Dipelihara
1.01.01.2.09.0010
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana 163.875.465,00 163.875.465,00 163.875.465,00 163.875.465,00 163.875.465,00
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Jumlah
Terlaksananya Sarana dan
Pemeliharaan/Reh | Prasarana
abilitasi Sarana Gedung Kantor
dan Prasarana atau 4 4 163.875.465,00 4 163.875.465,00 4 163.875.465,00 4 163.875.465,00 4 163.875.465,00
Gedung Kantor Bangunan
atau Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Dir
ehabilitasi
1.01.02 -
PROGRAM 208.132.587.370,00 208.864.880.971,00 210.320.491.965,00 211.384.947.028,00 212.497.592.566,00
PENGELOLAAN . . . , . . . , . . . , . . . , . . . ,
PENDIDIKAN
Tingkat
partisipasi
warga negara
usia 7-18
tahun yang
Meningkatnya belum
partisipasi dan menyelesaikan
kualitas pendidikan 9991 100 208.132.587.370,00 100 208.864.880.971,00 100 210.320.491.965,00 100 211.384.947.028,00 100 212.497.592.566,00
pendidikan anak dasar dan
usia sekolah menengah
yang
berpartisipasi
dalam
pendidikan
kesetaraan
Tingkat
partisipasi
warga negara
usia 13-15
]taahun yang 100.07 100 100 100 100 100
erpartisipasi
dalam
pendidikan
menengah
pertama
TIngkat
partisipasi 100,77 100 100 100 100 100

warga negara
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Sasaran
RPJMD
yang
relevan
dengan PD

Tujuan PD

Sasaran
PD

BIDANG URUSAN
/ PROGRAM /
OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

REALISASI
TAHUN
2024

BASELINE
TARGET
TAHUN
2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

KETERANGAN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

usia 5-6 tahun
yang
berpartisipasi
dalam PAUD

Tingkat
partisipasi
warga negara
usia 7-12
tahun yang
berpartisipasi
dalam
pendidikan
dasar

101.69

100

100

100

100

100

1.01.02.2.01 -
Pengelolaan
Pendidikan
Sekolah Dasar

149.290.301.358,00

150.022.594.959,00

151.478.205.953,00

152.542.661.016,00

153.655.306.554,00

Terlaksananya
Pengelolaan
Pendidikan
Sekolah Dasar

Jumlah Mebel
sekolah yang
Tersedia

Jumlah Orang
yang
Mendapatkan
Pembinaan
Penggunaan
Teknologi,
Informasi dan
Komunikasi
(TIK) untuk
Pendidikan

Jumlah
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
yang Tersedia
pada Satuan
Pendidikan
Sekolah Dasar

Jumlah

Perlengkapan
Peserta Didik
yang Tersedia

Jumlah
Perlengkapan
Sekolah yang
Tersedia

Jumlah
Peserta
Bimbingan
Teknis,
Pelatihan,
dan/atau
Magang/PKL
untuk
Peningkatan
Kapasitas
Bidang
Pendidikan
yang
dilaksanakan

Jumlah
Peserta Didik
Sekolah Dasar
yang
Menerima
Biaya Personil
Peserta Didik

58590

58590

Jumlah Ruang
Kelas Baru
yang
Bertambah

149.290.301.358,00

58590
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Sasaran
RPJMD
yang
relevan
dengan PD

Tujuan PD

Sasaran
PD

BIDANG URUSAN
/ PROGRAM /
OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

REALISASI
TAHUN
2024

BASELINE
TARGET
TAHUN
2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

KETERANGAN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Jumlah Ruang
Kelas Sekolah
yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

Jumlah
Tenaga
Pengelola yang
Meningkat
Kapasitasnya
dalam
Pengelolaan
Dana BOS
Sekolah Dasar

Jumlah
kegiatan
pendampingan
bagi satuan
pendidikan
untuk
pencegahan
perundungan,
kekerasan,

dan intoleransi

Jumlah
Sekolah Dasar
yang
Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan
dan
manajemen
sekolah

365

365

Jumlah
Sarana,
Prasarana dan
Utilitas
Sekolah yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

Jumlah
Sekolah Dasar
yang
Mengelola
Dana BOS

365

365

Jumlah Siswa
yang
Mengikuti
Ajang
Kompetisi/Lo
mba Akademik
dan Non
Akademik

250

250

Jumlah
Dokumen
Hasil
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan di
Bidang
Pendidikan

365

365

250

365

365

250

365

365

250

365

365

250

1.01.02.2.01.0014
- Pengadaan
Mebel Sekolah

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Mebel Sekolah
yang Tersedia

Jumlah Mebel
sekolah yang
Tersedia

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.01.02.2.01.0016
- Pengadaan

10.000.000,00
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Sasaran BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
LAE LD RO INDIKATOR | REALISAsI | DASELINE
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
OUTPUT 2024
dengan PD SU%‘;P}:;%‘\ITAN 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) 02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Perlengkapan
Sekolah
Perlengkapan Ll:l,gggshka an
Sekolah yang Sekol % p 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Tersedia cxolan yang
Tersedia
1.01.02.2.01.0025
- Pembinaan 1.058.705.360,00 1.058.705.360,00 1.058.705.360,00 1.058.705.360,00 1.058.705.360,00
Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa
Siswa. yang }I\I/?:nggikuti
Mengikuti Ajang Aian
Kompetisi/Lomba KJomgetisi/Lo 250 250 1.058.705.360,00 250 1.058.705.360,00 250 1.058.705.360,00 250 1.058.705.360,00 250 1.058.705.360,00
Akademik dan P .
. mba Akademik
Non Akademik
dan Non
Akademik
1.01.02.2.01.0026
- Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga . 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Kependidikan bagi
Satuan
Pendidikan
Sekolah Dasar
. g Jumlah
Pendidik dan Pendidik dan
Tenaga Tenaca
Kependidikan Ke ei didikan
Tersedia bagi p X 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Satuan yang Tersedia
Pendidikan pada.S.atuan
Sekolah Dasar Pendidikan
Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.0028
- Pembinaan
Kelembagaan dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Manajemen
Sekolah
Jumlah
Sekolah Dasar
Terlaksananya yang
Pembinaan Dilaksanakan
Kelembagaan dan Pembinaan 365 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00
Manajemen Kelembagaan
Sekolah dan
manajemen
sekolah
1.01.02.2.01.0029
- Pengelolaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Dana BOS
Sekolah Dasar
Jumlah
Lot | Seoh Daar
BOS Sekolah yang 365 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00 365 10.000.000,00
Dasar Mengelola
Dana BOS
1.01.02.2.01.0030
- Peningkatan
Kapasitas 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
Dasar
Jumlah
Tenaga
Meningkatnya Pengelola yang
Kapasitas Tenaga Meningkat
Pengelola Dana Kapasitasnya 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
BOS Sekolah dalam
Dasar Pengelolaan
Dana BOS

Sekolah Dasar
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Sasaran DL () LA TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
R / PROGRAM /| npigaTOR | REALISAsI | BASELINE
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN AR goes 2025
dengan PD OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1.01.02.2.01.0035
- Pembinaan
Penggunaan
Teknologi, 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Informasi dan
Komunikasi (TIK)
untuk Pendidikan
Jumlah Orang
yang
Terlaksanany a Mendapatkan
Pembinaan )
Pembinaan
Penggunaan Pen naan
Teknologi, Tekiilllo i 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Informasi dan &l
. ) Informasi dan
Komunikasi (TIK) . )
ntuk Pendidikan Komunikasi
unt ! (TIK) untuk
Pendidikan
1.01.02.2.01.0038
- Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan 123.487.084,00 123.487.084,00 123.487.084,00 123.487.084,00 123.487.084,00
Evaluasi Layanan
di Bidang
Pendidikan
Jumlah
Terlaksananya Dolgumen
. - Hasil
Koordinasi, . .
Koordinasi,
Perencanaan, Perencanaan
Supervisi dan Supervisi dar; 1 1 123.487.084,00 1 123.487.084,00 1 123.487.084,00 1 123.487.084,00 1 123.487.084,00
Evaluasi Layanan b .
s Evaluasi
di Bidang .
- 1 Layanan di
Pendidikan .
Bidang
Pendidikan
1.01.02.2.01.0043
- Pemberian
layanan
pendampingan
bagi satuan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
pendidikan untuk
pencegahan
perundungan,
kekerasan, dan
intoleransi
Jumlah
kegiatan
Terlayaninya pendampingan
satuan pendidikan | bagi satuan
dalam pencegahan | pendidikan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
perundungan, untuk
kekerasan, dan pencegahan
intoleransi perundungan,
kekerasan,
dan intoleransi
1.01.02.2.01.0046
- Pengadaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Perlengkapan
Peserta Didik
Tersedianya Jumlah
Pengadaan Perlengkapan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Perlengkapan Peserta Didik
Peserta Didik yang Tersedia
1.01.02.2.01.0047
- Pembangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang
Ruang Kelas Baru | Kelas Baru 3 3 10.000.000,00 3 10.000.000,00 3 10.000.000,00 3 10.000.000,00 3 10.000.000,00

bertambah

yang
Bertambah

1.01.02.2.01.0048
- Rehabilitasi
Sedang/Berat
Sarana, Prasarana

10.000.000,00
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Sasaran SUELE DI TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN AR goes 2025
dengan PD e TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah
Sarana,
Sarana, Prasarana
D Prasarana dan
dan Utilitas Utilitas
Sekolah yang 2 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00
R Sekolah yang
Terehabilitasi
Sedang/Berat Telah
g Direhabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.2.01.0049
- Bimbingan
Teknis, Pelatihan,
dan/atau
Magang/PKL 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
untuk
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
Jumlah
Peserta
Terlaksananya B1mb.1ngan
L. . Teknis,
Bimbingan Teknis, .
. Pelatihan,
Pelatihan,
dan/atau
dan/atau Magang/PKL
Magang/PKL g K g 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
untuk untg
- Peningkatan
Peningkatan ;
; . Kapasitas
Kapasitas Bidang -
Pendidik Bidang
endidikan Pendidikan
yang
dilaksanakan
1.01.02.2.01.0051
- Rehabilitasi
Sedang/Berat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Ruang Kelas
Sekolah
Jumlah Ruang
g}:ﬁ(ﬁgf e};j Kelas Sekolah
yang yang Telah 4 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00
Terehabilitasi . ee s
Sedang/Berat Direhabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.2.01.0054
- Penyediaan
Biaya Personil 147.978.108.914,00 148.710.402.515,00 150.166.013.509,00 151.230.468.572,00 152.343.114.110,00
Peserta Didik
Sekolah Dasar
Jumlah
Biaya Personil Peserta Didik
Peserta Didik Sekolah Dasar
Sekolah Dasar yang 58590 58590 147.978.108.914,00 58590 148.710.402.515,00 58590 150.166.013.509,00 58590 151.230.468.572,00 58590 152.343.114.110,00
Diterima oleh Menerima

Peserta Didik

Biaya Personil
Peserta Didik

1.01.02.2.02 -
Pengelolaan
Pendidikan
Sekolah
Menengah
Pertama

24.347.358.448,00

24.347.358.448,00

24.347.358.448,00

24.347.358.448,00

24.347.358.448,00

Terlaksananya
Pengelolaan
Pendidikan
Sekolah
Menengah
Pertama

Jumlah Alat
Praktik dan
Peraga Peserta
Didik yang
Tersedia

Jumlah Buku
Teks dan Non
Teks yang
Diterima
Peserta Didik

24.347.358.448,00
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Sasaran
RPJMD
yang
relevan
dengan PD

Tujuan PD

Sasaran
PD

BIDANG URUSAN
/ PROGRAM /
OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

REALISASI
TAHUN
2024

BASELINE
TARGET
TAHUN
2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

KETERANGAN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Jumlah
Dokumen
Hasil
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan di
Bidang
Pendidikan

95

95

Jumlah
kegiatan
pendampingan
bagi satuan
pendidikan
untuk
pencegahan
perundungan,
kekerasan,

dan intoleransi

Jumlah
Komunitas
Belajar
Pendidik dan
Tenaga
Pendidik yang
terfasilitasi

Jumlah
Laboratorium
yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

Jumlah Mebel
Sekolah yang
Tersedia

Jumlah
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
yang Tersedia
pada Satuan
Pendidikan
Sekolah
Menengah
Pertama

Jumlah

Perlengkapan
Peserta Didik
yang Tersedia

Jumlah
Perlengkapan
Sekolah yang
Tersedia

Jumlah
Perpustakaan
Sekolah yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

Jumlah
Peserta
Bimbingan
Teknis,
Pelatihan,
dan/atau
Magang/PKL
untuk
Peningkatan
Kapasitas
Bidang
Pendidikan
yang
dilaksanakan

95
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Sasaran
RPJMD
yang
relevan
dengan PD

Tujuan PD

Sasaran
PD

BIDANG URUSAN
/ PROGRAM /
OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

REALISASI
TAHUN
2024

BASELINE
TARGET
TAHUN
2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

KETERANGAN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Jumlah
Peserta didik
Sekolah
Menengah
Pertama yang
Menerima
Biaya Personil
Peserta Didik

24790

24790

Jumlah Ruang
Guru/Kepala
Sekolah /TU
yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

Jumlah Ruang
Kelas Baru
yang
Bertambah

Jumlah Ruang
kelas sekolah
yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

Jumlah
Sarana,
Prasarana dan
Utilitas
Sekolah yang
Telah
Dibangun

Jumlah
Sarana,
Prasarana dan
Utilitas
Sekolah yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

Jumlah
Sekolah
Menengah
Pertama yang
Dilaksanakan
Pembinaan

95

95

Jumlah
Sekolah
Menengah
pertama yang
Mengelola
Dana BOS

95

95

Jumlah Siswa
yang
Mengikuti
Ajang
Kompetisi/Lo
mba Akademik
dan Non
Akademik

500

500

Jumlah
Tenaga yang
Meningkat
Kapasitasnya
dalam
Pengelolaan
Dana BOS
Sekolah
Menengah
Pertama

24790

95

95

500

24790

95

95

500

24790

95

95

500

24790

95

95

500

1.01.02.2.02.0012
- Pembangunan
Sarana, Prasarana
dan Utilitas
Sekolah

10.000.000,00

271

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00




Sasaran BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR | REALISASI
yang Tujuan PD | Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN AR goes 2025
dengan PD BKEGIAT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Jumlah
Sarana,

Sarana, Prasarana
dan Utilitas
Sekolah yang
Terbangun

Prasarana dan
Utilitas
Sekolah yang
Telah
Dibangun

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.01.02.2.02.0014
- Rehabilitasi
Sedang/Berat
Ruang Kelas
Sekolah

62.960.000,00

62.960.000,00

62.960.000,00

62.960.000,00

62.960.000,00

Ruang kelas

Jumlah Ruang
kelas sekolah

?ek"lah yang yang Telah 1 1 62.960.000,00 1 62.960.000,00 1 62.960.000,00 1 62.960.000,00 1 62.960.000,00
erehabilitasi Dirchabilitasi
Sedang/Berat 1renabritasi
Sedang/Berat
1.01.02.2.02.0017
- Rehabilitasi
Sedang/Berat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Perpustakaan
Sekolah
Jumlah
Perpustakaan Perpustakaan
Sekolah yang Sckolah yang 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Terehabilitasi Telah
Sedang/Berat Direhabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.2.02.0018
- Rehabilitasi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sedang/Berat
Laboratorium
Laboratorium et .
- Laboratorium
T abilitasi yang Telah 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
erenabiitast Direhabilitasi
Sedang/Berat
Sedang/Berat
1.01.02.2.02.0024
- Rehabilitasi
Sedang/Berat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sarana, Prasarana
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah
Sarana,

Sarana, Prasarana
dan Utilitas

Prasarana dan
Utilitas

Sekolah yang 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
R Sekolah yang
Terehabilitasi
Sed /Berat Telah
cdang/Bera Direhabilitasi
Sedang/Berat

1.01.02.2.02.0025
- Pengadaan
Mebel Sekolah

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Mebel Sekolah

Jumlah Mebel

. Sekolah yang 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00

yang Tersedia Tersedia
1.01.02.2.02.0027
- Pengadaan 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00
Perlengkapan
Sekolah

Jumlah
Perlengkapan Perlengkapan
Sekolah yang Sekoloh e 1 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00
Tersedia exolah yang

Tersedia
1.01.02.2.02.0032
- Penyediaan

Biaya Personil
Peserta Didik
Sekolah
Menengah
Pertama

21.148.888.208,00
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Sasaran BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD § BLSUEREN ) INDIKATOR | REALISASI | BASELINE
yang q Sasaran OUTCOME / TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
Jane Tujuan PD D TR OUTCOME / TAHUN e
OUTPUT 2024
dengan PD SU%‘;P}:;%‘\ITAN 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Jumlah
Biaya Personil Peserta didik
Peserta Didik Sekolah
;f;féigah gi‘tlae;ia;ang 24790 24790 21.148.888.208,00 | 24790 21.148.888.208,00 | 24790 21.148.888.208,00 | 24790 21.148.888.208,00 24790 21.148.888.208,00
Pertama Diterima Menerima
oleh Peserta Didik | Biaya Personil
Peserta Didik
1.01.02.2.02.0038
iwﬁ’ﬁ:ibg:;:t dan 952.470.240,00 952.470.240,00 952.470.240,00 952.470.240,00 952.470.240,00
Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa
Siswa yang yang =~
Mengikuti Ajang %erllgﬂ{utl
Kompetisi/Lomba KJomf)eﬁsi /Lo 500 500 952.470.240,00 500 952.470.240,00 500 952.470.240,00 500 952.470.240,00 500 952.470.240,00
ﬁléidgg ge(ririrli mba Akademik
dan Non
Akademik
1.01.02.2.02.0039
- Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga
gzgf:r‘f‘dlkan bagi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Pendidikan
Sekolah
Menengah
Pertama
. Jumlah
izgzlilk dan Pendidik dan
g Tenaga
Kependidikan ‘g
Tersedia bagi Kependidikan
yang Tersedia
Satuan Dada Satuan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
EZES;:Lkan Pendidikan
Menengah Sekolah
Pertama Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.0041
- Pembinaan
Kelembagaan dan 37.040.000,00 37.040.000,00 37.040.000,00 37.040.000,00 37.040.000,00
Manajemen
Sekolah
Jumlah
Terlaksananya
Pembinaan l%lleg;?elihah
Kelembagaan dan Pertami vang 95 95 37.040.000,00 95 37.040.000,00 95 37.040.000,00 95 37.040.000,00 95 37.040.000,00
g/[eei{r(l)sit;ehmen Dilaksanakan
Pembinaan
1.01.02.2.02.0042
- Pengelolaan
g;?jios 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Menengah
Pertama
Terlaksananya églfcl) 1121;1
Pengelolaan Dana Meneneah
BOS Sekolah pertami vang 95 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00
Il;/ii?ae;iah Mengelola
Dana BOS
1.01.02.2.02.0043
- Peningkatan
Kapasitas

Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
Menengah
Pertama

10.000.000,00
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Sasaran DL () LA TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN AR goes 2025
dengan PD OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Jumlah
Tenaga yang
Dana BOS Meningkat
Sekolah Kapasitasnya
glenengah dalam 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
ertama yang Pengelolaan
Terkelola dengan Dana BOS
Baik Sekolah
Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.0051
- Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Evaluasi Layanan
di Bidang
Pendidikan
Jumlah
Terlaksananya Dolgumen
. - Hasil
Koordinasi, . .
Koordinasi,
Perencanaan, Perencanaan
Supervisi dan Supervisi dar; 95 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00 95 10.000.000,00
Evaluasi Layanan b .
s Evaluasi
di Bidang .
- 1 Layanan di
Pendidikan -
Bidang
Pendidikan
1.01.02.2.02.0054
- Fasilitasi
Komunitas Belajar 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Jumlah
Komunitas Belajar Kom}lmtas
Pendidik dan Belajar
g Pendidik dan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Tenaga Pendidik
yang terfasilitasi Tenaga
Pendidik yang
terfasilitasi
1.01.02.2.02.0055
- Pemberian
layanan
pendampingan
bagi satuan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
pendidikan untuk
pencegahan
perundungan,
kekerasan, dan
intoleransi
Jumlah
kegiatan
Terlayaninya pendampingan
satuan pendidikan | bagi satuan
dalam pencegahan | pendidikan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
perundungan, untuk
kekerasan, dan pencegahan
intoleransi perundungan,
kekerasan,

dan intoleransi

1.01.02.2.02.0059
- Pembangunan
Ruang Kelas Baru

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Ruang Kelas Baru
Bertambah

Jumlah Ruang
Kelas Baru
yang
Bertambah

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.01.02.2.02.0060
- Bimbingan
Teknis, Pelatihan,
dan/atau
Magang/PKL
untuk

10.000.000,00
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Sasaran AL LA TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD | Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 2025
dengan PD OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Peningkatan
Kapasitas Bidang
Pendidikan
Jumlah
Peserta
Terlaksananya Blmb.mgan
L. . Teknis,
Bimbingan Teknis, .
. Pelatihan,
Pelatihan,
dan/atau
dan/atau Magang/PKL
Magang/PKL nt%lk g 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
untuk unt
- Peningkatan
Peningkatan >
; . Kapasitas
Kapasitas Bidang -
Pendidikan Bidang
Pendidikan
yang
dilaksanakan

1.01.02.2.02.0061
- Perlengkapan
Dasar Buku Teks
dan Non Teks
Peserta Didik

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Peserta Didik

Jumlah Buku

Menerima Teks dan Non
Perlengkapan Teks yang 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Dasar Buku Teks Diterima
dan Non Teks Peserta Didik
1.01.02.2.02.0062
- Pengadaan 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00
Perlengkapan
Peserta Didik
Perlengkapan Jumlah
Perlengkapan

Peserta Didik yang
Tersedia

Peserta Didik
yang Tersedia

993.000.000,00

993.000.000,00

993.000.000,00

993.000.000,00

993.000.000,00

1.01.02.2.02.0064

- Rehabilitasi
E‘fliar‘lr;g/ Berat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Guru/Kepala
Sekolah /TU
Jumlah Ruang
Ruang Guru/Kepala
Guru/Kepala Sekolah /TU
Sekolah/TU yang 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Terehabilitasi yang Telah
Sedang/Berat Direhabilitasi
Sedang/Berat

1.01.02.2.02.0067
- Pengadaan Alat
Praktik dan
Peraga Peserta
Didik

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Alat Praktik dan

Jumlah Alat

Peraga Peserta Praktik dan
Didik yang Peraga Peserta 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
T di Didik yang
ersedia .
Tersedia
1.01.02.2.03 -
Pengelolaan 28.175.870.240,00 28.175.870.240,00 28.175.870.240,00 28.175.870.240,00 28.175.870.240,00
Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
Terlaksananya Jumlah
Pengelolaan perlengkapan 1 1 28.175.870.240,00 1 28.175.870.240,00 1 28.175.870.240,00 1 28.175.870.240,00 1 28.175.870.240,00
Pendidikan Anak PAUD yang
Usia Dini (PAUD) Tersedia
Jumlah
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan 1 1 1 1 1 1
yang Tersedia
pada PAUD
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Sasaran
RPJMD
yang
relevan
dengan PD

Tujuan PD

Sasaran
PD

BIDANG URUSAN
/ PROGRAM /
OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

REALISASI
TAHUN
2024

BASELINE
TARGET
TAHUN
2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

KETERANGAN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Jumlah
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
yang
Mendapatkan
Fasilitasi
Kenaikan
Pangkat/Golon
gan,
Pemberian
Promosi,
Peningkatan
Kompetensi
dan Kualifikasi

Jumlah PAUD
yang
Mengelola
Dana BOP

1295

1295

Jumlah PAUD
yang
Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan
dan
Manajemen

1295

1295

Jumlah
Dokumen
Hasil
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan di
Bidang
Pendidikan

Jumlah Alat
Praktik dan
Peraga Peserta
Didik PAUD
yvang Tersedia

Jumlah
Peserta Didik
PAUD yang
Mengikuti
Proses Belajar

Jumlah

Perlengkapan
Peserta Didik
yang Tersedia

Jumlah Ruang
Kelas Baru
yang
Bertambah

Jumlah Ruang
Kelas Sekolah
yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

Jumlah
Sarana,
Prasarana dan
Utilitas PAUD
yang Telah
Dibangun

Jumlah
Peserta Didik
PAUD yang
Menerima
Biaya Personil
Peserta Didik

450

450

1295

1295

450

1295

1295

450

1295

1295

450

1295

1295

450

1.01.02.2.03.0002
- Pembangunan

10.000.000,00
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Sasaran AL LA TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
OUTPUT 2024
dengan PD SU%‘;P}:;I{;\:AN 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) 02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Sarana, Prasarana
dan Utilitas PAUD
Jumlah
Sarana,
Sarana, Prasarana Prasarana dan
dan Utilitas PAUD Utilitas PAUD 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
yang Terbangun yang Telah
Dibangun
1.01.02.2.03.0009
- Pengadaan 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00
Perlengkapan
PAUD
Perlengkapan Jurfllah
PAUD yang g%ﬁ;gkapan 1 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00 1 993.000.000,00
Tersedia yang
Tersedia
1.01.02.2.03.0011
- Penyediaan
Biaya Personil 635.000.000,00 635.000.000,00 635.000.000,00 635.000.000,00 635.000.000,00
Peserta Didik
PAUD
Jumlah
Biaya Personil Peserta Didik
Peserta Didik PAUD yang 450 450 635.000.000,00 | 450 635.000.000,00 | 450 635.000.000,00 | 450 635.000.000,00 450 635.000.000,00
PAUD Diterima Menerima : ’ ’ ’ ’ ’ ’ ' ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
oleh Peserta Didik | Biaya Personil
Peserta Didik
1.01.02.2.03.0015
- Penyediaan
gzgglg‘:k dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Kependidikan bagi
Satuan PAUD
L g Jumlah
Pendidik dan Pendidik dan
Tenaga Tenasa
Kependidikan K gd'd'k 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Tersedia bagi ependicukan
PAUD yang Tersedia
pada PAUD
1.01.02.2.03.0016
- Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Kependidikan
pada Satuan
Pendidikan PAUD
Jumlah
Pendidik dan Pendidik dan
Tenaga Tenaga
Kependidikan Kependidikan
yang yang
Mendapatkan Mendapatkan
Fasilitasi Fasilitasi
Kenaikan Kenaikan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Pangkat/Golongan | Pangkat/Golon
, Pemberian gan,
Promosi, Pemberian
Peningkatan Promosi,
Kompetensi dan Peningkatan
Kualifikasi Kompetensi
dan Kualifikasi
1.01.02.2.03.0017
- Pembinaan 497.470.240,00 497.470.240,00 497.470.240,00 497.470.240,00 497.470.240,00
Kelembagaan dan
Manajemen PAUD
Jumlah PAUD
yang
’;"Zi‘rl?tﬁ;zz;iny a Dilaksanakan
Kelembagaan dan Pembinaan 1295 1295 497.470.240,00 1295 497.470.240,00 1295 497.470.240,00 1295 497.470.240,00 1295 497.470.240,00
. Kelembagaan
Manajemen PAUD d
an
Manajemen
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Sasaran BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2028 2025
dengan PD OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1.01.02.2.03.0018
- Pengelolaan 24.887.400.000,00 24.887.400.000,00 24.887.400.000,00 24.887.400.000,00 24.887.400.000,00
Dana BOP PAUD
Terlaksananya J:Iinlah PAUD
Pengelolaan Dana i\l/I ng lola 1295 1295 24.887.400.000,00 1295 24.887.400.000,00 1295 24.887.400.000,00 1295 24.887.400.000,00 1295 24.887.400.000,00
BOP PAUD engeto
Dana BOP
1.01.02.2.03.0025
- Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Evaluasi Layanan
di Bidang
Pendidikan
Jumlah
Terlaksananya Dok},lmen
R . Hasil
Koordinasi, . .
Koordinasi,
Perencanaan, Perencanaan
Supervisi dan Supervisi darll 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Evaluasi Layanan b .
. Evaluasi
di Bidang .
e Layanan di
Pendidikan R
Bidang
Pendidikan

1.01.02.2.03.0030
- Pembangunan
Ruang Kelas Baru

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Jumlah Ruang

Ruang Kelas Baru | Kelas Baru 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
bertambah yang
Bertambah
1.01.02.2.03.0041
- Pengadaan 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00 993.000.000,00
Perlengkapan
Peserta Didik
Jumlah
Perlengkapan Perlengkapan

Peserta Didik
yang Tersedia

Peserta Didik
yvang Tersedia

993.000.000,00

993.000.000,00

993.000.000,00

993.000.000,00

993.000.000,00

1.01.02.2.03.0046
- Pengadaan Alat
Praktik dan
Peraga Peserta
Didik PAUD

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Alat Praktik dan
Peraga Peserta
Didik PAUD yang
Tersedia

Jumlah Alat
Praktik dan
Peraga Peserta
Didik PAUD
yang Tersedia

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.01.02.2.03.0047
- Penyelenggaraan
Proses Belajar
PAUD

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Terselenggaranya
Proses Belajar
PAUD

Jumlah
Peserta Didik
PAUD yang
Mengikuti
Proses Belajar

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.01.02.2.03.0051
- Rehabilitasi
Sedang/Berat
Ruang Kelas
Sekolah

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

Ruang Kelas

Jumlah Ruang
Kelas Sekolah

?2&:;1221{1?:5 yang Telah 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Sedang//Berat Direhabilitasi

Sedang/Berat
1.01.02.2.04 -
Pengelolaan 6.319.057.324,00 6.319.057.324,00 6.319.057.324,00 6.319.057.324,00 6.319.057.324,00
Pendidikan
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Sasaran
RPJMD
yang
relevan
dengan PD

Tujuan PD

Sasaran
PD

BIDANG URUSAN
/ PROGRAM /
OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

REALISASI
TAHUN
2024

BASELINE
TARGET
TAHUN
2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

KETERANGAN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Nonformal/Keseta
raan

Terlaksananya
Pengelolaan
Pendidikan
Nonformal/Keseta
raan

Jumlah
Sarana,
Prasarana dan
Utilitas
Sekolah yang
Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat

Jumlah
Sekolah
Nonformal/Kes
etaraan yang
Mengelola
Dana BOP

27

27

Jumlah
Sekolah
Nonformal/Kes
etaraan yang
Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan
dan
Manajemen

27

27

Jumlah
Sarana,
Prasarana dan
Utilitas
Pendidikan
Non Formal
yang Telah
Dibangun

Jumlah
Peserta Didik
Nonformal/Kes
etaraan yang
Menerima
Biaya Personil
Peserta Didik

2592

2592

Jumlah

Perlengkapan
Peserta Didik
yang Tersedia

Jumlah
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
yang Tersedia
bagi Satuan
Pendidikan
Nonformal/Kes
etaraan

Jumlah Mebel
Sekolah yang
Tersedia

Jumlah
Dokumen
Hasil
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi
Layanan di
Bidang
Pendidikan

Jumlah Alat
Praktik dan
Peraga Peserta
Didik
Nonformal/
Kesetaraan
yang Tersedia

6.319.057.324,00

27

27

2592
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27

27

2592

6.319.057.324,00

27

27

2592

6.319.057.324,00

27

27

2592

6.319.057.324,00




Sasaran AL LA TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD | Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / OUTPUT 2024 TAHUN
dengan PD SU%‘;P}:;I{;\:AN 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Jumlah
Biaya Personil Peserta Didik
Peserta Didik Nonformal/Kes
Nonformal/Keseta | etaraan yang 2592 2592 5.177.570.240,00 2592 5.177.570.240,00 2592 5.177.570.240,00 2592 5.177.570.240,00 2592 5.177.570.240,00
raan diterima oleh | Menerima
peserta didik Biaya Personil
Peserta Didik
1.01.02.2.04.0014
- Penyediaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan bagi 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Satuan
Pendidikan
Nonformal/Keseta
raan
L g Jumlah
pendidikc dan Pendidik dan
g Tenaga
Kependidikan .
Tersedia bagi Kependidikan
Satuan g yang Tersedia 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
1 bagi Satuan
Pendidikan Pendidikan
Nonformal/Keseta
Nonformal/Kes
raan
etaraan
1.01.02.2.04.0016
- Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sekolah
Nonformal/Keseta
raan
Jumlah
Terlaksananya Sekolah
Pembinaan Nonformal/Kes
Kelembagaan dan | etaraan yang
Manajemen Dilaksanakan 27 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00
Sekolah Pembinaan
Nonformal/Keseta | Kelembagaan
raan dan
Manajemen
1.01.02.2.04.0017
- Pengelolaan
SD;?SthOP 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Nonformal/Keseta
raan
Terlaksananya Jumlah
Sekolah
Pengelolaan Dana Nonformal/Kes
BOP Sekolah 27 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00 27 10.000.000,00
etaraan yang
Nonformal/Keseta
raan Mengelola
Dana BOP
1.01.02.2.04.0027
- Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Evaluasi Layanan
di Bidang
Pendidikan
Jumlah
Terlaksananya gzﬁmen
Koordinasi, Koordinasi
Perencanaan, Perencana::m
Supervisi dan . . ? 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
. Supervisi dan
Evaluasi Layanan .
g Evaluasi
di Bidang .
- 1 Layanan di
Pendidikan -
Bidang
Pendidikan

1.01.02.2.04.0036
- Pengadaan

1.061.487.084,00
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Sasaran BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN AR goes 2025
dengan PD OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Perlengkapan
Peserta Didik
Perlengkapan Ll:l,gggshka an
Peserta Didik Pesertg Dilziik 1 1 1.061.487.084,00 1 1.061.487.084,00 1 1.061.487.084,00 1 1.061.487.084,00 1 1.061.487.084,00
yang Tersedia .
yang Tersedia
1.01.02.2.04.0041
- Rehabilitasi
Sedang/Berat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Sarana, Prasarana
dan Utilitas
Sekolah
Jumlah
Sarana,
Sarana, Prasarana
D Prasarana dan
dan Utilitas Utilitas
Sekolah yang 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
S8 Sekolah yang
Terehabilitasi
Sedang/Berat Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
1.01.02.2.04.0048
- Pengadaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Mebel Sekolah
Nonformal/Keseta | Jumlah Mebel
raan van Sekolah yang 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
yang Tersedia
Tersedia
1.01.02.2.04.0052
- Pembangunan
Sarana, Prasarana 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
dan Utilitas
Pendidikan Non
Formal
Jumlah
Sarana,
Sarana, Prasarana
2. Prasarana dan
dan Utilitas Utilitas
Pendidikan Non Pendidikan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Formal yang
Terbaneun Non Formal
gu yang Telah
Dibangun
1.01.02.2.04.0055
- Pengadaan Alat
Prakik dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Peraga Peserta
Didik Nonformal /
Kesetaraan
. Jumlah Alat
Alat Praktik dan Praktik dan
Peraga Peserta
Didik Peraga Peserta
Didik 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Nonformal/Keseta
Nonformal/
raan yang
R Kesetaraan
Tersedia p
yang Tersedia
1.01.04 -
PROGRAM
PENDIDIK DAN 220.789.407.896,00 222.255.188.364,00 223.326.028.216,00 222.068.760.493,00 224.098.827.462,00
TENAGA
KEPENDIDIKAN
Men{ngkatnya Indeks
kualitas dan Kecukuban
distribusi pendidik Guru SDp 0.82 0.92 220.789.407.896,00 0.93 222.255.188.364,00 0.94 223.326.028.216,00 0.95 222.068.760.493,00 0.96 224.098.827.462,00
dan tenaga Neoeri
pendidikan g
Persentase
Guru yang
Memiliki 68 93 94 95 96 97
Sertifikat
Pendidik
Indeks
Kecukupan
Guru TK 7.93 4.64 3.93 2.43 1.86 1.46
Negeri
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Sasaran AL LA TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
R / PROGRAM / INDIKATOR | REALISAsI | DASELINE
yang Tujuan PD | Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2028 2025
dengan PD OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Indeks
Kecukupan
Guru SMP 0.59 0.71 0.75 0.80 0.85 0.90
Negeri
1.01.04.2.01 -
Pemerataan
Kuantitas dan
Kualitas Pendidik
dan Tenaga
g;gfzgldlkan bagi 220.789.407.896,00 222.255.188.364,00 223.326.028.216,00 222.068.760.493,00 224.098.827.462,00
Pendidikan Dasar,
PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Keseta
raan
Jumlah
Terlaksananya Laporan Hasil
Pelaksanaan
Pemerataan
. Penataan
Kuantitas dan L. .
. . 1 Pendistribusia
Kualitas Pendidik C 1
n Pendidik dan
dan Tenaga
Kependidikan bagi Tenaga
Satuan Kependidikan 1 1 220.789.407.896,00 1 222.255.188.364,00 1 223.326.028.216,00 1 222.068.760.493,00 1 224.098.827.462,00
. Satuan
Pendidikan Dasar, < g
Pendidikan
PAUD, dan
N Dasar, PAUD,
Pendidikan dan
rNao‘;formal/ Keseta Pendidikan
Nonformal/Kes
etaraan
Jumlah
Dokumen
Hasil
Perhitungan

dan Pemetaan
Pendidik dan

Tenaga
Kependidikan 1 1 1 1 1 1
Satuan Satuan
Pendidikan
Dasar, PAUD,
dan
Pendidikan
Nonformal/Kes
etaraan

1.01.04.2.01.0001

- Perhitungan dan

Pemetaan

Pendidik dan

Tenaga

g;{’ggg‘dlkan 220.613.172.776,00 222.078.953.244,00 223.149.793.096,00 221.892.525.373,00 223.922.592.342,00

Pendidikan Dasar,

PAUD, dan

Pendidikan

Nonformal/Keseta

raan
Jumlah

Tersedianya Dokumen

Dokumen Hasil Hasil

Perhitungan dan Perhitungan

Pemetaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Satuan
Pendidikan Dasar,
PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Keseta
raan

dan Pemetaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Satuan Satuan
Pendidikan
Dasar, PAUD,
dan
Pendidikan
Nonformal/Kes
etaraan

220.613.172.776,00
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BIDANG URUSAN

Sasaran TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 2025
dengan PD OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1.01.04.2.01.0002
- Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan
Tenaga
g:fg:g‘dlkan bagi 176.235.120,00 176.235.120,00 176.235.120,00 176.235.120,00 176.235.120,00
Pendidikan Dasar,
PAUD, dan
Pendidikan
Nonformal/Keseta
raan
Jumlah
Laporan Hasil
Terlaksananya Pelaksanaan
Penataan
L . Penataan
Pendistribusian S .
Pendidik dan Pendistribusia
n Pendidik dan
Tenaga T
g enaga
Kependidikan ‘g
Kependidikan 1 1 176.235.120,00 1 176.235.120,00 1 176.235.120,00 1 176.235.120,00 1 176.235.120,00
Satuan Satuan
g Satuan
Pendidikan Dasar, . 1.
Pendidikan
PAUD, dan
e Dasar, PAUD,
Pendidikan dan
rN:;gormal/ Keseta Pendidikan
Nonformal/Kes
etaraan
2.19 - URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG 10.933.394.903,00 11.005.979.711,00 11.059.007.233,00 19.526.534.301,00 11.097.275.912,00
KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
2.19.02 -
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA 943.602.013,00 949.866.414,00 954.442.932,00 949.069.666,00 957.745.694,00
SAING
KEPEMUDAAN
Tingkat
partisipasi
Meningkatnya pemuda dalam
peran pemuda organisasi
dalam kegiatan kepemudaan 4.86 5,91 943.602.013,00 5,93 949.866.414,00 5,94 954.442.932,00 5,95 949.069.666,00 5,96 957.745.694,00
sosial dan organisasi
kemasyarakatan sosial
kemasyarakata
n
2.19.02.2.01 -
Penyadaran,
Pemberdayaan,
dan
Pengembangan
Pemuda dan
Kepemudaan 743.602.013,00 749.866.414,00 754.442.932,00 749.069.666,00 757.745.694,00
Terhadap Pemuda
Pelopor
Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda
Pemula, dan
Pemuda Kader
Kabupaten /Kota
Terlaksananya Jumlah
Penyadaran,
Pemuda
Pemberdayaan,
Pelopor
dan .
Pengembangan Tingkat
Pemuda dan kabupaten/kot
a dari Seluruh 250 250 743.602.013,00 250 749.866.414,00 250 754.442.932,00 250 749.069.666,00 250 757.745.694,00
Kepemudaan
Kabupaten/Ko
Terhadap Pemuda
ta yang
Pelopor L2
difasilitasi
Kabupaten/Kota,
. dalam
Wirausaha Muda
Pengembangan

Pemula, dan
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Sasaran DL () LA TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
LY / PROGRAM / INDIKATOR | REALISAsI | BASELINE
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
SUBKEGIATAN AR goes 2025
dengan PD OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Pemuda Kader Kepeloporan
Kabupaten/Kota Pemuda
Jumlah
Kab /Kot
dengan
Kepemimpinan
dan 250 250 250 250 250 250
Kepeloporan
dan
Kesukarelawan
an Pemuda
2.19.02.2.01.0013
- Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Pengembangan
kepemimpinan
pemuda tingkat
kabupaten /kota
Jumlah
Terlaksananya gab /Kot
) engan
Peningkatan o
Kepemimpinan Kepemimpinan
’ dan 250 250 50.000.000,00 250 50.000.000,00 250 50.000.000,00 250 50.000.000,00 250 50.000.000,00
Kepeloporan dan
Kepeloporan
Kesukarelawanan
Pemuda dan
Kesukarelawan
an Pemuda
2.19.02.2.01.0015
- Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan
Eengembangan 693.602.013,00 699.866.414,00 704.442.932,00 699.069.666,00 707.745.694,00
epeloporan
Pemuda bagi
Pemuda Pelopor
Tingkat
Kabupaten /kota
Jumlah
Terlaksananya Pemuda
. - Pelopor
Koordinasi, .
. c Tingkat
Sinkronisasi dan
kabupaten /kot
Penyelenggaraan -
Pengembangan a dari Seluruh
Kepeloporan Kabupaten /Ko 250 250 693.602.013,00 250 699.866.414,00 250 704.442.932,00 250 699.069.666,00 250 707.745.694,00
Pemuda bagi tayang
difasilitasi
Pemuda Pelopor
- dalam
Tingkat Pengembangan
kabupaten/kota
Kepeloporan
Pemuda
2.19.02.2.02 -
Pemberdayaan
dan
Pengembangan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Organisasi
Kepemudaan
Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota
Terlaksananya Jumlah
Pemberdayaan .
Organisasi
dan
Pengembangan Kepramukaan
Oreanisasi Tingkat 1 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00 1 200.000.000,00
g Daerah yang
Kepemudaan Meningkat
Tingkat Daerah Kapasitasnva
Kabupaten /Kota P Y
2.19.02.2.02.0003
- Koordinasi, 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
sinkronisasi, dan
penyelenggaran
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Sasaran
RPJMD
yang
relevan
dengan PD

Tujuan PD

Sasaran
PD

BIDANG URUSAN
/ PROGRAM /
OUTCOME /
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN
OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

REALISASI
TAHUN
2024

BASELINE
TARGET
TAHUN
2025

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

KETERANGAN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

pengembangan
organisasi
kepemudaan
tingkat
kabupaten /kota

Meningkatnya
Kapasitas
Organisasi
Kepramukaan
Tingkat Daerah

Jumlah
Organisasi
Kepramukaan
Tingkat
Daerah yang
Meningkat
Kapasitasnya

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

2.19.03 -
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING
KEOLAHRAGAAN

9.831.136.931,00

9.896.404.050,00

9.944.085.564,00

18.417.889.352,00

9.978.496.160,00

Meningkatnya
pembudayaan dan
prestasi olah raga

Persentase
Atlet yang
Masuk
Pelatnas

79

9.831.136.931,00

79

9.896.404.050,00

80

9.944.085.564,00

80

18.417.889.352,00

80

9.978.496.160,00

2.19.03.2.01 -
Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga
Pendidikan pada
Jenjang
Pendidikan yang
Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten /Kota

853.053.362,00

853.053.362,00

853.053.362,00

853.053.362,00

853.053.362,00

Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga
Pendidikan pada
Jenjang
Pendidikan yang
Menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten /Kota

Jumlah sarana
dan prasarana
olahraga di
tingkat
kabupaten /kot
a yang tersedia

853.053.362,00

853.053.362,00

853.053.362,00

853.053.362,00

853.053.362,00

2.19.03.2.01.0005
- Koordinasi dan
sinkronisasi
penyediaan
prasarana
olahraga melalui
perencanaan,
pengadaan,
pemanfaatan,
pemeliharaan, dan
pengawasan
Prasarana
Olahraga di
tingkat
kabupaten/kota

853.053.362,00

853.053.362,00

853.053.362,00

853.053.362,00

853.053.362,00

Terlaksananya
Koordinasi dan
sinkronisasi
penyediaan
prasarana
olahraga melalui
perencanaan,
pengadaan,
pemanfaatan,
pemeliharaan, dan
pengawasan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga di

Jumlah sarana
dan prasarana
olahraga di
tingkat
kabupaten/kot
a yang tersedia

853.053.362,00
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Sasaran DL () LA TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
R / PROGRAM /| npigaTOR | REALISAsI | BASELINE
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / OUTPUT 2024 TAHUN
dengan PD SU%‘;P}:;I{;\:AN 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
tingkat
kabupaten/kota
2.19.03.2.02 -
Penyelenggaraan
Kejuaraan
. 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00
Olahraga Tingkat
Daerah
Kabupaten /Kota
Jumlah
Terlaksananya Kejuaraan
Penyelenggaraan Olahraga Multi
Kejuaraan | Event dan 1 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00
Olahraga Tingkat Single Event
Daerah Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten /Ko
ta
2.19.03.2.02.0004
- Penyelenggaraan
Kejuaraan
Olahraga Multi 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00 2.257.410.720,00
Event dan Single
Event Tingkat
Kabupaten /Kota
Jumlah
Terlaksananya Kejuaraan
Kejuaraan Olahraga Multi
Olahraga Multi Event dan 1 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00 1 2.257.410.720,00
Event dan Single Single Event
Event Tingkat Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten /Ko
ta
2.19.03.2.04 -
Pembinaan dan
Pengembangan 3.634.490.569,00 3.699.757.688,00 3.747.439.202,00 12.221.242.990,00 3.781.849.798,00
Organisasi
Olahraga
Persentase
pengelolaan
organisasi
Terlaksananya
Pembinaan c%,an k?olahragaan
Pengembangan E;bupaten/kot 1 1 3.634.490.569,00 1 3.699.757.688,00 1 3.747.439.202,00 1 12.221.242.990,00 1 3.781.849.798,00
Organisasi .
Olahraga a sesuai
dengan
standar
nasional
2.19.03.2.04.0005
- Pelaksanaan
Standar nasional
pengelolaan 3.634.490.569,00 3.699.757.688,00 3.747.439.202,00 12.221.242.990,00 3.781.849.798,00
Organisasi
Keolahragaan di
kabupaten /kota
Persentase
Terlaksananya penge}ola:fln
organisasi
pengelolaan keolah
Organisasi d?o ahragaan
Keolahragaan di klabupaten/kot 1 1 3.634.490.569,00 1 3.699.757.688,00 1 3.747.439.202,00 1 12.221.242.990,00 1 3.781.849.798,00
kabupaten/kota .
sesuai standar 3 sesual
- engan
nasional
standar
nasional
2.19.03.2.05 -
gembmaan dan 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00
engembangan
Olahraga Rekreasi
Terlaksananya Jumlah
. Yy Lembaga yang 1 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00
Pembinaan dan terfasilitasi
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Sasaran DL () LA TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR REALISASI
yang Tujuan PD Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / TAHUN
OUTPUT 2024
dengan PD SU%‘;P}:;I{;\:AN 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Pengembangan dalam
Olahraga Rekreasi | Pengembangan
dan Pemasalan
Festival dan
Olahraga
Rekreasi
2.19.03.2.05.0010
- Pemassalan
olahraga dan
penyelenggaraan
festival Olahraga
Rekreasi yang 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00 3.086.182.280,00
berjenjang dan
berkelanjutan
pada tingkat
daerah, nasional,
dan internasional
Jumlah
Terlaksananya Lembgga yang
terfasilitasi
Penyelenggaraan,
Pengembangan dalam
dan Pemasalan Pengembangan 1 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00 1 3.086.182.280,00
. dan Pemasalan
Festival dan .
Olahraga Rekreasi Festival dan
Olahraga
Rekreasi
2.19.04 -
PROGRAM
PENGEMBANGAN 158.655.959,00 159.709.247,00 160.478.737,00 159.575.283,00 161.034.058,00
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN
Tingkat
Meningkatnya Partisipasi
kualitas Masyarakat - 4,19 158.655.959,00 4,2 159.709.247,00 4,21 160.478.737,00 4,22 159.575.283,00 4,23 161.034.058,00
kepramukaan dalam
Kepramukaan
2.19.04.2.01 -
Pembinaan dan
Pengembangan 158.655.959,00 159.709.247,00 160.478.737,00 159.575.283,00 161.034.058,00
Organisasi
Kepramukaan
Jumlah
Terlaksananya Organisasi
Pembinaan dan Kepramukaan
Pengembangan Tingkat 1 1 158.655.959,00 1 159.709.247,00 1 160.478.737,00 1 159.575.283,00 1 161.034.058,00
Organisasi Daerah yang
Kepramukaan Meningkat
Kapasitasnya
2.19.04.2.01.0002
- Peningkatan
Kapasitas 158.655.959,00 159.709.247,00 160.478.737,00 159.575.283,00 161.034.058,00
Organisasi
Kepramukaan
Tingkat Daerah
Jumlah
Meningkatnya Organisasi
Kapasitas Kepramukaan
Organisasi Tingkat 1 1 158.655.959,00 1 159.709.247,00 1 160.478.737,00 1 159.575.283,00 1 161.034.058,00
Kepramukaan Daerah yang
Tingkat Daerah Meningkat
Kapasitasnya
2.22 - URUSAN
g}f&%%NTAHAN 109.204.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
KEBUDAYAAN
2.22.08 -
PROGRAM
PENYELENGGARA
AN
KEISTIMEWAAN 109.204.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
YOGYAKARTA
URUSAN

KEBUDAYAAN **
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Berbasis Budaya

Muatan Lokal

Sasaran BI/D;‘ggG‘gZ‘;aS‘/‘N BASELINE TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KETERANGAN
RPJMD INDIKATOR | REALISASI
yang Tujuan PD | Sasaran OUTCOME / OUTCOME / TAHUN TARGET 2026 2027 2028 2029 2030
relevan PD KEGIATAN / OUTPUT 2024 TAHUN
dengan PD SU%‘;‘?F(;%‘\ITAN 2025 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Persentase
. implementasi
Meningkatnya peII: didikan
implementasi berbasis
pendidikan budaya 3.87 4.17 109.204.000,00 4.32 100.000.000,00 4.47 100.000.000,00 4.62 100.000.000,00 477 100.000.000,00
berbasis budaya dengan
dengan kategori Kat f ori
Mandiri Budaya Man%’liri
Budaya
2.22.08.5.08 -
Pendidikan 109.204.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Berbasis Budaya
*%
Jumlah
Terlaksananya Laporan Hasil
Pendidikan o man 1 1 109.204.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00 1 100.000.000,00

2.22.08.5.08.0001
- Pembinaan
Muatan Lokal **

109.204.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Terlaksananya
Pembinaan
Muatan Lokal

Jumlah
Laporan Hasil
Pembinaan
Muatan Lokal

109.204.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana Transfer oleh Pemeringah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat
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Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga setiap tahun melakukan
Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang
diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga menggunakan metode alur kerja Gend